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BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR Y 

LI rAHUN 2A22

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI KARO,
a. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan

pelayanan serta menjamin akuntabilitas keuangatl, Bad.an
Layanan Umum Daerah menyusun pelaporan dan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang disusun
berdasarkan standar akuntansi pemerintahan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2OL8 tent:"ng Badan Layanan
Umum Daerah, disebutkan dalam hal standar akutansi
pemerintahan tidak mengatur jenis usaha Badan Layanan
Umum daerah, maka Badan Layanan Umum daerah
mengembangkan dan menerapkan kebijakan akutansi yang
diatur dengan Peraturan Kepala daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kebijakan Akutansi Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kahupaten Karol

Mengingat : 1-. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkunga.n Daera-l Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1O92);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OA3 tentang
Keuangan Negara {I-embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor L7, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesi a 4286|;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang
Perbendaharaarr, Negara {I"embaran Negara Republik
indonesia Tatrun 2AA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang
Pemeriksaan dan Tanggungiawah Keuangan Negara
{t embaran Negara Republik Indonesia Nomor 66,
Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nornor
a4oo); 

5. undang...



5. Undang-Undang Nomor t2 Tahun ZOLL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1'L

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor rc92} sebagaimaaa telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 201,9 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Peruadang-undangan

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZAL9

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZAt+ tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun ZOL+ Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor L 1 Tahun 2A2* tentang Cipta Kerja

{Lembaran Negara Republik Iadonesia Tahun 2AZA

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 65731;

7. Peraturan Pemerintah Nornor 23 Ta-Lun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Al2
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2OO5 tenta:rg Pengelolaan Keua:rgan Badan
Layanan Umum {Lembaran Negara Republik Ind.onesia
Tahun 2012 Nomor L71);

B. Peraturan Pemeriatah Nomor B Tahun 2AA6 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
{L,embaran Negara Republik Indonesia Ta}run 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a614li

9. Peratural Pemerintah Namor 6O Tahun 2OO8 tentang
sistem Pengendalian Intern Pemerintah {Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahua 2OOB Nomor 127,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aB9O);

l0,Peraturan Pemerintah Nomor 7t Ta}.un ZO1A tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2O1O Nomor 123, Tambahan
Lembara:: Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

ll".Peratlrran Femerintah Nam+r 12 Tahus 2A17 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasa.n Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah {Lernbaran Negara Republik
indonesia Tahun ZOLT Nomor 73, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 6O41);

12. Peraturan



l2.peraturaJl Pemerintah Nomcr 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara

RepubliklndonesiaTahunZOL9l{omor42'Tartbahan
LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor6323|;

1-3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentangPenerapanstandarAkuntansiPemerintahan
BerbasisAkrualpadaPemerinta}:Daerah(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425l;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2!7 lPMrlK'.OS/ 2015

tentangPernyataarrStandarAkuntarrsiPemerintahan
Berbasis Akrual Nomor 1-3 tentang Penyajian Laporan

Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara

Republik ladanesia ?ahun 2015 Nomor 1818);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22fi /PM]K'OS I 2OL6

tentangSistemAkuntansidanPelaporanKeuangan
Badan Layanan lJrnum {Berita Negara Republik

Ind.onesia Tahun 2a16 Nomor 214?] sehagaimana telah

diubahd.engarrPeraturan:MenteriKeuanganNomor
42 /PM.:K.O11}OL7 tenta::g Perubahan Atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 22O/qrMr1K.A5/2O16 Tentang

sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan

Layanan umum {Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2077 Nomor aOOi;

l-6. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1O8 Tahun
2OL6 tentang Penggolongan dal1 Kodefikasi Barang Milik
Daerah {Berita lr{egara Republik lndanesia Tahun 2016
Nomor 208,31,;

17.Peraturafl. Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tah:un 2018

tentang Badan Layanafi Umurn Daerah {Berita Negara

Republik Iadonesia Tahun 2O18 Ncmar LZLSI;

18.Peratu.rall Menteri Dalam Negeri Nomor 9o Tahun 2019
tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dajl Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tah.un 2AL9 Nomor
1.aa7l;

19. Peratufen Daerah Kahupaterr Karo Nomor 05 Ta.hun

2AL6 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Karo {l,embara:: Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2OL6 Nomcr O5, Tamba"Lan l,embaran Daerah
Kabupaten Karo Nomor O3] sebagairnarra telah diubah
dengan Peraturam Daera}. Kabupaten Karo Nomor 10

Tahun 2C.21 tentang Perubahan a.tas Peraturan Daerah
Nomor O5 Tahun 2O16 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kabupaten Karo {Lembaran Daerah Kabupaten
Kara Tahun 2OO1 Nomor 1O, Tambahan Lembaran
Daerah Ka.bupaten Karo Nomor O8);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKL]NTANSI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEI'{ KARO"

Menetapkan

BAB I ..



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2' Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
deagan prinsip otonomi seluas-luas:r.ya d.aLam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia ?ahun lg41.

3. Bupati adalah Bupati Karo.
4' Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5' Anggaran Pendapatan dan Belaaja Daerah, yang selanjutnya disingkat ApBD,

adalah rencana keuangan tahunan pemeriataha.n Daerah ysfig dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakiian Rakyat
Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.

6' Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKpD adalah
unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
urusan pemerintahan Daerah.

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yarrg selanjutaya disingkat SKpKD
adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat ppKD, adalah
kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ApBD dan
bertindak sebagai bendahara umum Daerah.

9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk rnelaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

10. Pengguna Barang adatah pejabat pemegang kewenangan penggutlaarrbarang
milik Daerah.

1 1. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/pengguna
Barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyuslln 1aporan
keuangan untuk digabungkan pada Entitas pelaporan.

12. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yafigmenurut ketentuan peraturan
perundang -undangan wajib menyarnpaikan laporan pertanggung jawaban
berupa laporan keuangan.

13. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatata.n, pengukura.n,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

14. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip -prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan dan praktik -praktik *pesifik yang dipilih oleh suatu
Entitas Pelaporan dalam penyusunan dan lx,poran Realisasi Anggaran.

15. Eadan Layanan Umum Daerah yrrru& selanjutnya disingkat BLUD edalah
sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinaslbadan Daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan Daerah pada umumnya"

16. Kebijakan...



16. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip- prinsip, dasar-
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang
dipilih oleh Pemerintah Daerah sebrgai pedomaa dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi
kebutuhan pengguna laporan keuangan dalarn rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun
antar entitas.

17. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah
prinsip-prinsip akuatansi y ang diterapkan dalam menyu$un dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah.

18. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset,
utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran
berdasarkan basis yar:g ditetapkan dalam APBD.

19. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat
PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.

20. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD,
adalah rangkaian sisternatik dari prosedur, penyelerr.ggara, peralatan dan
elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan di Ingkungan organisasi Pemerintah
Daerah.

21. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

22. Basis Kas adalah basis akuntansi yar,,g mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

23. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan,
belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas
dana berbasis akrual.

24. Laparen Realisasi Anggaran , yarag selanjutnya. selanjutnya disingkat LRA,
adalah iaporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja,
transfer, surplus/defisit -LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang
pembiayaan anggaran, ymg masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.

25. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjufirya disingkat LPSAL
adalah laporan yalr,g rnenyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL
tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/ SiKPA, koreksi dan SAL
akhir.

26. Neraca adalah laporan yafig meny4jikan informasi posisi keuangan suatu
Entitas Pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal
tertentu.

Z7.Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO, adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan
Entitas Pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan
surplusldefisit opera"sional dari suatu Entitas Felaporan ysng peny4jiannya
disandingkan dengan periode sebelumnya.

28. Laporan Arus Kas, yaag selanjutnya disingkat LAK, adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai sumber, penggurras.n, perubahan kas dan
setara kas selama satu periode akuntansi, *efia saldo kas dan setara kas pada
tanggal pelaporan.

29. Laporan...



29. Laporan Perubahan Ekuitas, yang selanjutnya disingkat LPE, adalah laporan
yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari
ekuitas awal, surplusfdefisit-Lo, koreksi dan ekuitas akhir.

30. Catatan atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disingkat CaLK, adalah
laporarr yffiigrnenyEikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, L0, LPE,
Neraea dan LAK dalam rcr:gJ'<a pengungkapan yang memadai.

31. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu
kejadian atau peristiwa Calam catatan akunta::si sehingga akan menjaCi
bagian yang melengka pi unsur aset, kerarajiban, ekuitas, pendapata.n-LRA,
belanja, pembiayaan, pendapatan-Lo dan bebaa, sebagaimana akan termuat
pada laporan keuangan entita.s pela.poran ya:rg bersangkutan.

32. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
mema"sukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

33. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap
informasi yarrlg dibutuhkan oleh Pengguna- Anggaran.

34. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah
yarrg menambah Saldo Anggaran Lebih dal arn peiode tatrun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan fidak perlu dibayar
kembali oleh Pemerintah Daerah,

35. Pendapatan-Lo adalah hak ytrLg Pemerintah Daerah diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun a{ggaran yang bersangkutan dan
tidak perlu dibayar kembali.

36. Beianja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
Pemerintah Daerah.

37. Beban adalah penurunan mLanfa-at ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang merturunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

38. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akar. diterima kernbaTi, baik pada tahun
anggararl yang bersangkutan filaupun pada tahun-tahun a:lggaran
berikutnya.

39. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai daa/atau dimiliki oleh
Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa laiu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh,
baik oleh Pemerintah Da,erah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam
satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masya:,akat umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara karenLa alasan sejarah dan budaya.

40. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa laiu yang
penyelesaiannya menga-kibatkan eliran keluar sumber daya ekonomi dari
Pemerintah Daerah.

41. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yerrrg merupakan selisih
anta:a aset dan kew4jiban Pemerintah Daerah.

42. Koreksi adalah tindakaa pembetulan secara akuntansi agar akun/po$ yang
tersaji dalam laporan keuaagan entitas menjadi sesuai dengan yang
seharusnya.

43. Penyesuaian... i



43. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada a]<hir periode untuk

mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utaag daa yang lain yang

berkaitan dengan adanya perbedaan waktu trrencatataE dan yang belum

dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan'

44.Bagan Akun standar, yang selanjutnya disingkat BAS, adalah daftar

kodefikasi dan klasi{ikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara

sistema.tis sebagai pedoIlIan dala]n pelaksanaan alggaran dan pelaporan

keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II
KEBIJAKAI{ AKUNTANSI

Pasal 2

(1i Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Kar.c ffieflefapkan SAP berbasis

akrual.
(2) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri dari kebliakan akuntansi

pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akua'

{3} Kebiajakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-

unsur laporan keuangan yang berfuegsi sebagai panduan dalam penyajian

pelaporan keuangan.

Pasal 3

(1) Kebijakan Akuntansi pelaporan terdiri dari:
a. Kerangka konseptual kebijakan akuntassi Pemerintah Daerah;

b. Penyajian LaPoran Keuanganl
c. Laporan Realisasi Anggaran;

d. Laporan Perubahan SAL;

e. Neraca;
f. LaporanoPerasional;
g. Laporan arus kas;
h. Laporan Perubahan ekuitas; dan
i. Catatan atas laPoran keuangan'

(2) Kebijakan Akuntansi akun terdiri dari :

a. Akuntansi kas dan setara kas;
b. Akuntansi piutang dan beban di bayar di muka;
c. Akuntansi persediaan;
d. Akuntansi investasi;
e. Akuntansi aset tetap;
f. Akuntansi aset lainnYa;
g. Akuntaasi dana cadangan;
h. Akuntansi kewajiban;
i. Akuntansi ekuitas;
j. Akuntansi pendapatan-L0 dan Pendapata -LRA;
k. Akuntansi beban da:r belanja;
1. Akuntansi pembiayaan; dan
m. Akuntansi atas koreksi kesalahan;
n. Akuntansi laporan keuangan koasolidasi;
o. Akuntansi aset tak berrnujud.

Pasal 4...



Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan Kebiiakan Akuntansi berbasis akrual sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 ayat {1}, Prosedur akuntansi diuraikan seca.ra rinci dalam

Lampiran II dan Bagan Akun Standar diuraikan secara rinci dalam Lampiran III
yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang
Peraturan Bupati ini
Kabupaten Karo.

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
dengan peaernpatanaya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Kabanjahe
tr! ^ q -ZOZ2

SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 29 

'<gt<mLxr 
?0)z-

SE D

BERITA D

KABUPATEN KARO,

PURBA

KABUPATEN KARO TAHUN 2Q22 NOMOR ,1\.1

I



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARO
TANGGAL
TEIIITAI{G
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARO

BAB I
KEBIJAKAN PELAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN
Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pral*ik spesifik yang dipilih oleh
BLUD dalam penlrusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan
Akuntansi yang dianut dalam pelaksanaan pembukuan dan
penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah {BLUD}
Rumah Sakit Umure Daerah Kabupaten Karo berpedoman pada
Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan {PSAP) yang disusun oleh
Tim lkatar: Akuntan lndonesia yang herlaku.
Laporan Keuangan BLUD disusur untuk menyediakan informasi yang
relevan mengenai poeisi keuangan dan seluruh transaksi yang
dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kahupaten Karo . Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo mempunyai kewat'iban untuk
rnelaporkan kejadian ekonorni ya:rg telah dilakukanr serta Frasil yarl.g
dicapai dalam pelaksanaantrya sesqai peri+de peiaporan dengan
Akuntabilitas, Transparan:.*i, Harrdal dan dapat dibandingkan.

B. KERANGKA DASAR
Untuk rnemanfaatkan kual"itas inforrnasi pelaporan keuangan
pemerinthh kabupaten karo melalui kebijakan akuntansi berbasis
akrua.l Behingga dapat memenuhi kualitas yarrg dikehendaki yaitu
relevan,andal, dapat dibandiungkan dan dapat dipahami serta untuk
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
pemerintah kabupaten karo.
1. Tujuan laporan Keua:egan

Tujuan Laporan Keuangan adalah menyajikan infarmasi rnengenai
posisi keuangan, realisasi araggaran, saldo anggarafl lebih, arus kas,
hasil operasi , dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang
bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber daya.
Secara spesifik, tujuan pelapcran keuangan BLUD adalah untuk
menyajikan informasi ang berguna bagr pengambilan keputusan dan
untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber
daya yang dipercayakan kepadanya.
a. Menyedia.kan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,

kewqiiban, dan ekuitas BLUD;
b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi srrmber daya

ekonomi, kewqjiban dan ekuitas BLUD;
c. Menyediakan iaformasi meagenai sumber, lokasi dan penggunaan

sumber daya ekonomi;
d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap

anggararr' 
*. Menyediakan...



e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan
mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

f. Menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan BLUD

g. Menyediakal informasi yLrrg berguna untuk mengevaluasi
kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

h. Memberikan acuan bagi PPK-PPKD dalam melakukan pencatatan
akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan
p eru ndang- un dan gafi y arLg b erl aku

i. Menerapkan standar Akuntansi keuangan yang dianggap paling
tepat dalam mengakomodasikan kebutuhan pencatatan
akuntansi di pemerintah kabupaten karo.

j. Menjadi refrasi dalam menyelenggarakan sisten akuntansi
berbasis akrual di Pemerintah Ka.bupaten karo

k. Membantu prnyelenggareaafl akuntansi secara konsisten dan
seragarn sehingga laporan keuangan antara satu periode dengan
periode lainnya dapat dibandingkan untukmkeperluan analisis
pengambilan keputusan dan keperluar:-keperiu a* lainnya.

2. Tanggungfawab atas Laporan Keuangan
Pimpinan entitas pelaporan bertanggung jawab atas penSrusunan dan
penyajian laporan keuangan.

3. Bahasa Laporan Keuangan
Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan
keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain bahasa Indonesia, maka
laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut memuat informasi dan
waktu ymtg salna (tanggal posisi darr cakupan periode). Selanjutnya,
laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut haru* diterbitkan untuk
periode atau waktu yallg $ama dengan laporan keuangan dalam bahasa
Ind"onesia.

4. Mata Uang Pelaporan
Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uarag rupiah. Penyajian neraca,
aset dan / atau kew4jiban dalam rnatr- uang lain selain rupiah harus
dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengan
Bank Sentral.

5. Kebijakan Akuntansi
Kebij akan akuntansi rnerupakan pinsip-prinsip, dasar*dasar, konvensi-
konvensi dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas
pelaporan dalam penyusunaa dan penyajian laporan keuangan.
Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan
keuangan dapat menyajikan informasi yang :

a. Relevan terhadap kebutuhan para pengguria laporan untuk
pengambilan keputusan;

b. Dapat diandalkan, dengan pengertian :

1) Mencerminkan kejujuran penyajian hasii dan posisi keuangan
entitas;

2) Menggambarkan substansi ekanomi dari suatu kejadian atau
transaksi dan ddak semata-rnata. bentuk hukumrrya;

3) Netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
4) Dapat diverifikasi;
5) Mencerminkan kehati-hatian; dan
6) Mencakup semua yang material"

c.Dapat...



c. Dapat dibandingkan, dengan pengertia:r informas i y wrgtermuat dalam

laporan keuangan akan lebih bergunajika dapat dibandingkan dengan

laporan keuangan periode sebelurnnya atau laporan keuangan entitas
pelaporan lain pada umumnya.

d. Dapat dipahami, dengan pengertian informasi yarrg disajikan dalam

laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan
dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat
pemahaman para pengsuna.

6. Penyajian Laporan Keuangan
a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan,

realisasi aflggafarl, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan
perubahan ekuitas disertai pengungkaparl yerrrg diharuskan sesuai

ketentuan berlaku.
b. Aset disajikan berdasarkan karekteristilara menurut urutan liuiditas,

sedangkan kewajiban menurut urutan jatuh temponya.
c. Laporan operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang

dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan

utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas

dan fungsinya.
d. Catatan atas Laporan Keuangan

Harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai

komponen utamanya yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan. Informasi dalam catata.n atas laporam
keuangan berkaitan dengan pos pos dalam laporan realisasi anggaran,

laporan perubahan SAL, rteraca, laporan operasional, laporan arus
kas, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan
penjelasan, baikyang bersifat kualitatif manpun kuantitatif, termasuk
komitmen dan kontijensi serts" transaksi-transaksi lainnya"

e, Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan
merlggunakan ukuran kuaiitatif seperti "sebagian besar# untuk
mellggambarkan bagiaa dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan
dalam jumlah nominal atau persentase.

f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikaa hal-hal sebagai berikut :

1) Perubahan estimasi akuntansi
Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan
kondisi yang mendasarinya. Sel*.in itu, juga diwajibkan
diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik
pada periode berjalan maupun pada periode periode berikutnya.
Pengaruh atau dampak perubahan estima.si akuntansi dis4jikan
dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya $esuai
sifat peruhahal. Contoh : perubahaa estimasi masa manfaat as€t
tetap berpengaruh LO tahun perubahan dan tahun tahun
selanjutnya selama masa rrtanfaat aset tetap tersebut. Pengaruh
perubahaa terhadap L0 tahun perubahan dan tahun-tahun
selanjutnya diungkapkas didal arrl C*L}i*

2l Perubahan Kebijakan akuntansi :

Kebijakan akuntansi dapat diubah apahila :

a) Penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda

diwajibkanoleh peraturan peruadang undangan atau standar
akuntansi yang berlaku ; ata.u

b) Diperkirakan bahwa perrrbahan tersebut akan menghasilkan
penyajian kejadian atam transaksi yarrLg lebih sesuai dalam
laporan keuangan.

3.Kesalahan...



3) Kesalahan mendasar
Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara prospektif, yaitu
dengan melakukan koreksi pada periode berjalan dan tidak perlu
melakukan penyajian ulang {restatement} laporan periode

sebelumnya.
l. Konsistensi

a. Perlakuan akuntansiyal,tg sama diterapkan pada kejadian yang
serupa dari satu periode ke periode lain oleh suatu entitas
pelaporan {prinsip konsistensi internal}. Hal ini tidak berarti
bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode
akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi
yarg dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yarg
baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik
dibandingkan metode 1ama. Pengaruh atas perubahan
penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan
keuangan.

b. Penyajian dan klasilikasi pos-pos dalam lapran keuangan antar
perioCe harus konsisten, kecuali :

U Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi
entitas Pelaporan.

2| Perubahan tersebut diperkenankan oieh Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan {PSAP}.

c. Apabila penyajian atau klasilikasi pos-pos dalam laporan
keuangan diubah, mka penyajian periode sebelumnya tidak perlu
direklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai di
dalam CaLK.

m. Materialitas dan Agregasi
a. Penyajian laporan keuaagan didasarkan pada konsep materialistas.
b. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam

laporan keuangan. Sedangkan pos-pos ya$g jumlahnya tidak
material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi
yang sejenis.

c. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk
mencantumkaa atau kesalahan dalam pencatatan informasi
tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.

n. Periode Pelaporan
Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun
takwin, Laporan Keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih
pendek dari satu tahun takwin, misalnya pada saat terbentuknya
suatu entitas baru. Penyajian laporaa keuangan untuk periode yang
lebih pendek dari satu tahun takwin dijelaskan dalam laporan
keuangan.

o. Informasi Komparatif
a. l,aporan keuangan tahunaa disajikan secara komperati.f dengan

periode yang saJna pada tahun sebelumn3.a. Laporan Operasional
dan laporan realisasi anggaran disajikan mencakup periode sejak
awal tahun anggaran sampai denga:r akhir periode yang dilaporkan.

b. Informasi komparatif yarrg bersifat naratif dan deskriptif dari
laporan keuangan periode sebelumnya wajib diuagkapkan kembali
apabila relevan untuk pemahamal laporan keuangan periode
berjalan.

C.Kompofl.en...



C. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan untuk tujuan umum terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan
informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja transfers,
surplus/de{isit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang
masing-masing dierbandingkan dengan anggaran"

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran l,ehih {LPSAL}
LPSAL merrrpakan koraponen laporan keuangan yang menyajikan secara
komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut : saldo anggarall
lebih awal, penggunaafl saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang
pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan
tahun sebelumnya, dan saldo anggaran lebih akhir.

3. Neraca
Neraca merupakan komponen iaporan keuangan yang menggambarkan
posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajihan, dan
ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasianal {LO}
LO merupakan komponen keuangan yaxg menyediakan informasi
mengenai seluruh kegiatan opera$iorlal keuangan entitas pelaporan yang
tercerminkan dalam pendapatan-Lo, beban, dan surplusldelisit
operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan
operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatam non
operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas
dan fungsi utama entitas.

5. Laporan Arus Kas {LAK}
LAK adalah bagian dari laporan keuangan. yang menyajikan informasi
penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang
diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pend anaan dan
transitoris.

6. Laporan Perubahan Ekuitas {LPE}
LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyqjikan
sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/ deficit LO, pada
periode hersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung
menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuita* akhir.

7 . Catata:;: atas Laporan Keua.nga {CaLK}
CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan,
daftar rincian dan/atau analisis atas laporaa keuangan dan pos-pos yang
disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE. Termasuk pula
dalam CaLK adalah penyajian informasi yarrg diharuskan dan dianjurkan
oleh Standar Akuntansi Pemerintah {SAF} serta pengungkapan
pengungkapan lainnya yang diperlakukan untuk penyajian wajar laporan
keuangan, seperti kewajiban kantijensi dan/atau k*rnitmen-komitmen
lainnya.

8. Keterbatasa* Laporan Keuangar
Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan
atas informasi yang terdapa.t dalarn laporan keuangam. Hal ini disebabkan
laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain :

l.Bersifat.



1. Bersifat historis, yaflgmenunjukan bahwa pencatatan atas transaksi

atauperistiwayangtelahlampauakanterusdibawadalamlaporan
keuangan. Hal ini berakibat pada pencatatan nilai aset aon moneter

bisa jadi berbeda dengan nilai kini dari aset tersebut {lebih besar/lebih

kecil) karena pemakaian ataupun pengaruh dari in{lasi yangberakibat

pada naiknya nilai aset dibandingkan pada periode sebelumnya'

2. Bersifat urnum, baik dari sisi informasi Baupun manfaat bagi pihak

pengguna. Biasanya infnrmasi khusu$ yang dibutuhkan oleh pihak

tertentu tidak dapat $ecara langsung dipenuhi semata-mata cari

3
4
5

laporan keuangan.
Tidakluputdaripenggunaarrberbagipertimbangantaksiran.
Hanyamelaporkaninformasiyangbersifatmaterial"
Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, YanS artinya

apabila terdapat beberapa kemungkin8|rl ylJrg tidak pasti mengenai

suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan pendapatan

bersih atau nilai aset yang paling kecil'
Lebih menekankan pada peny4jian transaksi dan peristiwa sesuai

dengan substa.nsi dan realitas ekonomi dan hukan hanya untuk

hukumnya (formalitas). Adanya berbagi alternatif metode akuntansi

yang dapat digunakan,sehingga menimbulkan variasi dalam

pengukuran sumberda;,,a ekonomi arrtar enti.tas pelaporan.

6

BAB Ii



BAB Ii
KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

A. PENDAPATAN-LRA
1. Definis

Pendapatan-LRA adalah semr.la penerimaan rekening kas BLUD yang
menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutarl yang menjadi hak BLUD dan tidak perlu dibayar
kembali.

2. Klasifikasi/jenis pendapatan-LRA
Menurut jenis pendapatannva. pendapatan-LRA dibagi menjadi
pendapatan da::i Jasa Layanan, Pendapatan dari APBD, dan Pendapatan
hibah.
a. Pendapatan Jasa LaSranan-LRA

Seiuruh penerimaan yang masuk ke kas BI-UD yang tidak berasal dari
pendapatan APBD maupun hibah yang diakui sekragai penamLrah SAL
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu
.li?.a..ar Lemlrq1iu r vuj ur r rL I ar iiqrr.

b. Pendapatan APBD
Merupakan pendapatan yang berasal dari APBD, baik untuk beianja
pegarvai dan belanja barang dan jasa.

c. Penctrapatan Hibah-LRA
Pendapatan Hitrah-LRA adalah setruruh penerimaarr Llang yang rnasuk
ke kas BLUD ,rrang berasal dai hibah yang diterima BLUD ),-ang diakui
sebagai penambah SAL dala period,e tahun anggran )'ang
bersangkutan.

3. Pengakuan
a. Pendapatan-LRA baik pendapatan Pelavanan maupun pendapatan

hibah dicatat pada saat kas clari pendapatan tersebut diterima di
rekening Bendahara Penerimaan. Peniiapatan BLUD diakui oleh
Pemerintah Kabupaten pada saat pelldapatan tersebut clilaporkan
atau disahkan oleh Bendahara Urnurn Daerah.

b. Pendapatan dari APBD diakui pada saat pengeluaran beianja
dipertanggungjavatrkan dengan dengan diterbitkann_va S P2 D.

4. Pengukuran Pendaatan-LRA
* Pendapatan Jasa La_vanan*LF*{ diukur dengan menggunakan nilai

nominai kas yang masuk ke kas BLUD dari sumber pendapatan
dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa
dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan
untuk memperoleh pendapatan tersebut.

r Pendapatan dari APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja
SP2D.

. Pendapatan hibah berupa tlarang dicatat $ebe$ar jumlah kas _vang
diterima pada saat perolehan,

. Peitdapatanhibah berupa ua11g dicatat sehresar jumlah kas ]'ang
diterima 1eh BLUD.

5. Penyajian
. Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan

basis kas dan rinciannya dijelaskan dalarn Catatan Asas Laporan
Keua.ngan (CaI-K).

Pendapatan...



. Pendapatan-LRA disqiikan dalam mata uang rupiah. Apabila
penerimaan kas atas pendapatan-LRA dalam mata uang asing, maka
penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang
rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut rnenggunakan kurs
tanggal transaksi.

B. PENDAPATAN-LO
1-. Defenisi

Pendapatan-Lo adalah hak BLUD yang diakui sebagai penamhah ekuitas
dalam periode tahun anggaran yall.g bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembali. Hak BLUD tersebut dapat diakui sebagai pendapatan-
LO apabila telah timbul hak BLUD untuk menagih atas suatu pendapatan
atau telah terdapat realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya
aliran masuk sumber daya ekonomi.

2. Jenis-jenis Pendapatan
Pendapatan-Lo diklasifikasikan ke dalam :

a. Pendapatan dari Jasa Layanan-Lo
Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang
atau jasa yang di.serahkan kepada rnasya"rakat. Pendapatan dari Jasa
Layanan selanjutnya dirinci per jenis layanan yang diperoleh BLUD.

b. Hibah - LO
Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan
lain, tanpa adanya kewajiban ba# BLUD untuk menyerahkan
barang/jasa.

c. Pendapatan APBD - LO
Merupakan pendapatan yang hera-sal dari APBD, haik untuk belanja
pegawai dan belanja barang dan jasa.

d. Pendapatan Lair:rrya- LO
Merupakan pendapatan ye;rLg berasal dari hasil penjualan kekayaan
yang tidak dipisahkan, hasil kerjasama operasional, hasil
pemanfaatan kekayaan, sewa merryewa, jasa giro, pendapatan hunga,
pendapatan denda akibat perjanjian atau peraturan, pengembalian
belanja tahun lalu, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai
akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh
BLUD.

3. Azas Bruto
Pendapatan-L0 dilaksanakan berdasarkan aza brutc, yaitu dengan
membukukan pendapataa bruto dan tidak mencatat jumlah netonya

{setelah dikompensasikan dengan pengeluaran}. Dalam hal besaran
pengurangan terhadap pendapatan*Lo bruto {biaya} bersifat variabel
terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih
dahulu dikarenakan proses belum selesai, rnaka asas bruto dapat
dikecualikan.

4. Pengakuan Pendapatan-Lo
Pengakuan pendapatan-L0 diatur sebagai berikut :

a. Pendapatan dari jasa layanaa-LO
Pendapatan dari jasa layanan diakui pada saa.t timbulnya hak atas
pendapatan ersebut ata ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

b. Pendapatan Hibah-LO
1) Pendapatan Hibah-LO dalam bentuk uaag, diakui pada saat kas

diterima di rekening Bendahara Penerimaan.
2) Pendapatan Hibah-LO dalam bentuk barangljasa diakui dan

dicatat pada saat pengesaha-nlsaat hak kepemilikan berpindah.

c. Pendapatan...



c. Pendapatan APBD - LO
Pendapatan dari APBD diakui pada saat pengeluaran belanja
dipertanggungjawabkan dengan diterbitt<annya SP2D.

d. Pendapatan Lainnya - LO
1) Pendapatan yang berasal dari hasil penjuala:r kekayaan yang

dipisahkan diakui pada saat diterima entitas'
2) Pendapatan dari hasil kerjasama operasionai, hasil pema"nfaatan

kekayaan, sewa menyewa, diakui sesuai dengan hak yang dapat
diakui oleh entitas sesuai dengan pe{anjia* atau perikatan yang
dibuat oleh entits.s dengan pihak ketiga yang melakukan kedasama
tersebut pada saat diterima oleh entitas.

3) Pendapatan yang diperoleh dari investasi jangka pendek berupa
bunga deposito dan yang berasal dari jasa giro perbankan diakui
pada saat diterima oleh eatitas

4) Pendapatan yang berasal dari pengembalian belanja tahun
sebelumnya diakui pada saa.t diterima oleh entitas.

5) Pendapatan yang berasal dari komisi / potongan ataupun bentuk
iain sebagai akibat dari penjualan dar, / atau pengadaan barang
dan I atau jasa oleh BLUD diakui pada saat diterima entitas.

5. Pengukuran Pendapatan-LO
Pendapatan-L0 diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak
boleh dikompensasikan dengan beban yang ada.
MisaJnya : BLUD memberikan kemudahan pembayaran sewa ruang
melalui mekanisme perbankan yang mengharuskan adanya beban
administrasi perbankan yang harus dibayarkan oleh BLUD. Dalam kasus
seperti ini, maka jumlah beban BLUD tersebut, tidak boleh mengurangi
jumlah pend*.patan dan harus diakui secara terpi*ah da1a"m laporan
keuangan.
Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-L0 bruto {biaya}
bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat
diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka ases
hruto dikecualikan.
a. Pendapatan dari jasa layanan dan pendapatan lainnya dicatat sebesar

nilai wqjar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
b. Pendapatan dari APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja

pada SP2D.
c. Pengukuran Pendapatan hibah adalah :

1) Pendapatan Hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal
hibah ysng diterima BLUD.

2] Pendapatan Hibah dalam bentuk barang/jasa yang menyertakan
nilai hibah, dicatat sebesar r:lLai barang/jasa yar.g diterima
berdasarkan BAST.

3) Pendapatan Hibah dalam bentuk barang/jasa yang tidak
menyertakan nilai hihah, pengukuran dilakukan dengan
berdasarkan hal dibarvah ini dengan urutan menandakan prioritas
sebagai berikut :

r Menurut biayanya;
o Menurut harga pasar; atau
r Menurut perkiraa*/taksiran harga wajar berdasarkan hasil

penilaian.

Apabila...



Apabila pengukuran atas pendapatan hibah dalam bentuk
barang/jasa yang tidak menyertakan nilai hibah tidak dapat
dilakukan, maka hibah dalam beatuk barang/jasa cukup
diungkapkan dalam Catatan atas Laporaa Keuangan.

6. Penyajian dan Pengungkapan
a. BLUD rnenyajikan pendapatan-L0 yang diklasi{ikasikan menurut

sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk
BLUD dikeicmpokkan berdasarkan Pendapatan Pelayanan,
FenCapatan F{asil Kerjasama dengan ?ll:ak Lai.n, PenCapatan APBD,
Pendapatan Hibah dan Pendapatan l-ainnya. Rincian lebih lanjut
sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Pendapatan-L0 disajikan dalam mata ua:rg rupiah. Apabila
realisasipendapatan-Lo dalam mata uang asing rnaka dijabarkan dan
dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing
menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.

c. Disamping disajikan dalarn laporan operasional, pendapatan-LO jrga
harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan
Keuangan sehingga dapat mernberike:: semua informasi yang releva.n
mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

7. Perlakuan Khusus
Koreksi pendapatan-L0, akuntansi koreksi pendapatan-L0 diatur melalui
pembukuan koreksi atas pendapatan-L0 sebagai pengurang ekuitas
periode ditemukannya koreksi tersebut.

BAB iII.-.



BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

A. BEBAN
1. Defenisi

Beban adalah penurunan manfaat ekorlomi atau potensi jasa atau
biaya yang timbul akibat transaksi dalam periode laporan yang
berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran,
konsumsi aset atau timbulnya k-ewajiban.

2. Jenis-jenis beban
Beban diklasi{ikasikan menurut klasifika*i ekonomi {menurut jenis
beban) yang meliputi :

a. Beban Pegawai;
b. Beban B.aran:..g;

c. Beban Penyisihan;
d. Beban Penyusutan dan Amortisasi.

3. Pengakuan
Beban Ciakui pada saat :

a. Terjadinya penuruna.li manfa.at ekanomi atau potensi jasa.
Penurunan manfaat ekonomi atau poten$i jasa terjadi pada saat
terdapat penllrunan nilai aset seh*bungan dengan pengguilaan
bersangkutan / berlalllnya waktu. Contohnya adalah penyisihan
piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak
berwujud.

b. Terjadinya konsumsi aset.
Yang dimaksud dengaa terjadinya k*nsumsi aset adalah saat
*o--i o .{ i,
"-,j**^"ilf8, i

1) Pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului
dengan timbulnya kewajib an; dan / ata'u

2l Konsumsi aset non kas daiam kegiatan operasional BLUD.
Contohnya adalah peffbalraran gaji pegawai, pembayaran
perjalanan dinas, pembayaraa hibah dan penggunaan
persediaan.

c. TimbulnSra kewqji.ban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat tedadinya peralihan hak
dari pihak lain kepada BLUD tanpa diikuti keluarnya kas Cai
kas BLUD. Timbulnya kewajiban arrtara lain diakibatkan
penerimaan rnanfaat ekoaomi dari pihak lain yang belum
dibayarkan atau akibat peq'aajian dengaa pihak iain atau
karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya
adalah diterimanya tagihan rekeaiag telepon dan rekening istrik
yarrg belum dibayar BLUD.

4. Pengukuran
a. Beban Pegawai

Beban pegawai Cicatat +ebesar resume tagihaa belanja pegar+.ai

dan/atau tagihan ewajiban pembayaran helanja pegawai
berdasarkan dokumea kepegawaian, daftar gaji, peraturan
perundang-undangan, dan deklrmen laia yang menjadi dasar
pengeluaran BLUD kepada pegawai dirnaksud yang telah
disetujui PAIPPK.

b.Eetran...



b. Beban barang
Beban barang dicatat sebesar resume tagihan belanja barang
tagihan kewajiban pembayaran belanja barang oleh pihak ketiga
yang disetr4'ui PA/PPK dan/atalu perhitungan akuntansi belanja
modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

c. Beban Penyisihaa
Beban penyisihan dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas
perlakukan penyisihan dengan memperhatikan masing-rnasing
kualitas piutang.

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan
akuntansi atas perlakuan penyusutaa masing-masing jenis aset
tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional {kecuali}
tanah dal amortisasi aset tidak berwujud.
Koreksi dan pengembalian bebari pegawai dan beban barang
yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban
dibukukan sebagai pengurang beban yarlg bersangkutan pada
periode yang sama. Apabila pengemhalian diteri.ma pada peri+d*
berikutnya koreksi/petterirnaan kemhali beban-beban
dimaksud dibukukan sebagai pendapatan lain-lain"
Dalam hat mengakibatkan per:,amhahan beban dilakukan
dengan pembetulan akun ekuitas.

5. Penyajian dan pengungkapan
Beban disajikan dalam laporan operasional entitas. Penjelasan
secara sistematis mengenai rincian, analisis da:r inforrna"si l"ainnya
yang bersifat material harus diuagkapkan dalam catatan atas
laporan keuangan sehingga menghasilkan infarmasi yang handal
dan relevan.

B. BELANJA
1" Definisi

Belanja adalah semua pengeluaraa dari rekening BLUD yang
mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan dan tidak akan memperoleh pembayarannya
kemba.li.

2. Jenis-Jenis Belanja
Berdasark*n klasifikasi ekcnarni maka beianja dapat dibagi
menjadi :

a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang;
c. Belanja Moda1.

3. Pengakuan
Secara umum belanja diakui saat terjadiaya pengeluaran dari
rekening BLUD. Pengembaliaa belanja atas beianja tahun allggaran
berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran
berjalan. Sedangkan, pengembalia:r belanja atas beban belanja
pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-
lain (LRA).

4. Pengukuran
Belanja diukur berdasarkan az;as bruto dari nilai nominal sesuai
dengan dek*men pengeluaran ELUD y aflE dikeluarkan bendahara.

5. Penyqjian...



5. Penyajian dan Pengungkapan
Belanja disajikan dan diungkapkan dalam :

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Arus Kas Keluar Kategori Aktivitas Operasi;
c. Laporan Arus Kas Keluar Kategori Aktiyitas Investasi; dan
d. CaLK untuk memudahkan pengguna meadapatkan informasi.

6. Perlakuan Khusus
a. Beban persediaan tidak memperhitungkaa persediaan yang

Ciperoleh da-ri belanja barang yang akan Ciserahkar: kepada
masyarakat.

b. Hibah Aset Tetap yang dimiliki BLUD yaftg sebelumnya dibeli
dengan jenis belanja modal, maka ketika aset tetap tersebut
diserahkan kepada masyarakat tidak dicatat sebagai
belanjalbeban hibah, melainkan dicatat beban dari kegiatan
non operasional.

BAB IV...



BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. DEFINISI
Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakall kas yang berasal dari
pendapatan BLUD baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang
mempunyai fungsi perbendaharaall umum"
Kas dan setara kas merupakan kelompak akun yarlg digunakan untuk
mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh BendaSrara Penerimaan dan
Bend"ahara Pengeluaran.
Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Karo.
Setara kas adalah investasi Sa:rt1"Jria pendek BLUD _vang siap dicairkan
menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta
mempunyai masa jatuh tempo 3 {tigai bulan atau kurang, terhitung dari
tanggal perolehnya.

B. JENIS-JENIS
1. Kas terdiri atas :

a. Uang Tunai
Adalah uang kertas danlatau koin dalam rnata. uang rupiah ya:ng
dikuasai oleh BLUD, termasuk didalamnya uang tunai dan atau koin
dalam mata uang asing.

b. Saldo simpanan di Bank
Adalah seluruh saldo relening BLUD di Bank, baik dalam bentuk
rupiah maupull mata uang asing, yang setiap saat dapat ditarik atau
digunakan untuk melakukan pembayaran"

2. Setara Kas
Adalah investasi jangka pendek BLUD, yang siap dicairkan menjadi kas,
bebas dari resiko perubahan nilai yang signifika* serta mempunyai masa
jatuh tempo 3 {tiga} bulan atau kurang tertritung dari tunggal
perolehannya. Termasuk setara kas antara lain adalah deposito yang
berumur 3 {tiga} bulan.
Kas dan setara kas yang penguasaarl, pengelolaan dan pertanggung
jawabannya dilakukan oleh Rumah Sakit Urr:um Daerah Kabupaten Karo,
antara lain :

a. Kas di Bendahara Penerimaan,
Saldo kas yang dikelola cleh bendahara penerimaan untuk tujuan
pelaksanaail. penerimaan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Karo setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang
sesuai peraturan perundang-uadangan.

b. Kas di Bendahara Pengeh:aran SKPD
Saido uang muka kerja berupa uang persediaaa yang dikelola oleh
bendahara SKPD yarrg harus dipertanggungiawabkan dalam rangka
pe!.aksanaan pen geluaran SKPD.

c. Kas di Bendahara Pengeluaraa BLUD
Merupakan saldc kas tunai danlatau saldo simpanan di Bank serta
setara kas yang dikelola SKPD yafig rrrenerapkaa poia. pengelolaan
keuangan BLUD.

BLUD



BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat meagelola kas yang
bukan milik BLUD. Dana kas BLUD yang bukan rnilik BLUS diakui
sebagai kas dan setara kas. Dana kas BLUD yalg bukan milik BLUD
antara lain :

i) Dana titipan pihak ketiga;
2) Uang Jaminan; dan
3) Uang muka pasien rumah sakit.

C. PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS
1. Peneimaan Kas

Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke rekening
penerimaan BLUD yang menambah saldo kas Bendahara Penerimaan.
Penerimaan kas melalui Bendahara Penerimaan dipengaruhi oleh :

a. Penerimaan Pendapatan
Penerimaan kas yang bersumber dari pendapatan pelayanan,
pendapatan hibah, dan pendapatan laianya"

b. Penerimaan kas lainya
Penerimaan kas yang tidak mempengaruhi peadapatatt, antara lain
pengembalian belanja, penjualan aset teta.p, da* sebagainya

2. Pengeluaran Kas
Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari rekening
pengeluaran kas BLUD yang mengurang:-kas BLUD.
Pengeluaran kas melalui Bendahara Peageluaran BLUD dipengaruhi oieh
transaksi beianja dan pengelua-ran lairrrrya / transitoris.

D. PENGAKUAN
Kas dan setara kas diakui pada. saat :

1. Memenuhi de{inisi kas danTatau setara kas; dalr
2. Fenguasaan Can/atau kepemilikan kas telah beraiih kepa-da BLUD.
Penerimaan kas tunai oleh bendahara atau diterima di rekening kas
bendahara penerimaan - Sedangkan pengeluaran kas melalui rekening/ kas
BLD diakui pada saat dikeluarkan kas tunai oieh bendahara pengeluaran
BLUD ata pada saatdikeluarkan dari rekening kas BLUD.

E. PENGUKURAN
Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam
mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah rrenggunakan kurs
transaksi.
Pada tanggal pelaparan kas da1a.r* rnate. uang a*ing dijabarkan dalam mata
uang rupiah deagan menggullakan kurs tengah bank sentral.

F. PENYAJIAN
Kas dan setara kas disqjikan dalam l,aporan Keualgan BLUD.

G. PtrNGUNGKAPAN
Kas dan setara kas di.ungkapkan secara memadai pada cat-atar' a.tas Laporan
Keuangan. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam catatan atas
Laporan Keuangan, BLUD mengung!<apkart :

1" Kebijakan akuntansi penerimaan dan pengeluaraa kas.
2. Penjelasan Can sifat dari tiap a-L-un kas yang dimiliki dan diku*sai BLUD.
3. Rincian dan daftar dari masing-masing rekening kas -vatg signifikan

4.Kas...



4.KasdiBendaharaPengeluaranBLUDyangmencakupbukti-bukti
pengeluaran yang dipertanggungjawabkan'

5. Jumlah kas yang dibatasi penggunaerrlya' bila ada'

6. Selisih kas, bila ada'
7. Rincian setara kas, terrnasuk jenis darniarrgka

H. PERLAKUAN KHUSUS

Dalam hal te{adi pemindahan bukuan/transfer/kiriman uang dari rekening

BLUD ke rekening lainaya yang terjadi pada akhir periode laporan' nalnurr

rekening y*111dituju belum menerima kas dimaksud dan ban'u diteima pada

awal periode pelaporan berikutny a, maka saldo kas yang dipindah bukuan/

ditransferl dikirimkan tersebut disajikan sebagai kas dalam transit'

BAB V...



BAB V
KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG DAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA

A. PIUTANG
1. DEFINISI

Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD
dan/atau hak BLUD yang dapat disilai deagan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkaa peraturan perundang-
undangan yang beriaku atau akibat La;-*y* yang sah. Piuta:rg BLUD
timbul dari peristiwa :

a. Hak tagih atas layanan BLUD
Piutang ini timbul karena adanya penyerahan barang, jasa, uang
atau transaksi lainnya yarlg menimbulkan hak tagih dalarn rangka
kegiatan operasional layar;en BLUD yang ditagihkan berdasarkan
penetapan piutang BLD yaag belum dilunasi.

b. Perikatan
Piutang ini timbul karena adanya hak tagih atas perikatan antara
BLLID dengan pihak lain mitra k*qa BLUD berdasarkan naskah
perjanjian yang menyatakan hak dan keuiajiban secara jelas.
Piutang BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo yang

meliputi :

a. Piutang Pelayanan yang melipud :

li Piutang Pelayanan Jaminan Perusahaan;
2\ Piutang Pasien dengan Surat Pernyataan Hutang;
3) Fiutang Pasien Program BPJS;
4) Piutang Pasien Akses lnhealth;
5) Piuteng Pasien dengan SKTM ; atau d"ana te-langarr
6) Piutang Pasien TB-MDR;
7l Piutang Pasiea yang masih dalam perawatan;
8) Piutang Institusional Fee;
9) Piutang Pasien JAMKESDA;
10) Piutang Pasien PKMS;
11) Piutang Diklat.

h. Piutang lain-1ain yang meliputi :

1) Piutang sewa parkir;
2) Piuta*g serlra ruang {ATM, I{*'rt*r Ka* BPD, ManCiri C11}.

2. PENGAKUAN
a" Piutang diakui pada. sa.at barang atau jasa diserahkan, teta"pi belum

terima pembayaran dari penyerahan tersebut"
b. Pengakuan Piutang Pendapatan terjadi pada akhir periode ketika

akan disusun Neraca daa diakui sebesar Surat Ketetapan tentang
piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan
hak untuk mena#h piutang pada s*.at terbitnya Surat Ketetapan
Piutang.

c. Piutang berkurang pada s*.et riiiakukan pemba5,aran atau
dilakukan penghapusa.n.

3. FE}IGUKURAN...



3. PENGUKURAN
a. Piutang secara umum dicatat nilai nomiaal, yaitu sebesar nilai

rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang
ditetapkan atau sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan {net
realizable value).

b. Pengukuran piutang lainnya berdasarkan peristiwa lainnya dicatat
sesuai dengan nilai nominal piutang yang belum dibayar atau
sesuai dengan nilai rupiah pada bukti-bukti yang belum
di sahkandipertan ggu n g! awabk*.n.

4. PENGHENTIAN PENGAKUAI{ PIU?ANG
a. Penyisihan Piutang Tidak ?ertagih

Nilai piutaag di neraca harus teq'aga agar nilainya sanla dengan
nilai bersih yarng direalisasikan {xe*eahz,able value}. Agar nilai
piutang tetap menggambarkan ailai bersih yang dapat
direalisasikan, maka piutang-piutang (sebagia
rr atau seluruhaya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu
dikeluarkan I disisihkan dari akun pi.utang.
h{etode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah
metode pencadangan/penyisihan piutang tak tertagih {the allownce
metod). Metode ini meagestimasi besarnya piutang-piutang yang
tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai
estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang
mengurangi nilai piutang bruto. Beban yang timbul atas
pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada
akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan piutang
tak tertagih dan disajikan di LO.
Penyisihan piutang tak tertagih akan menyesuaikan jumlah
piutang pada neraca- menjadi sebesar nilai bersih yang dapat
direalisasikan {net realizabie value}. Fenyisihan piutang tidak
tertagih dibentuk berdasarkari kualitaslualur piutang sebagai
berikut:

Lama Menunggak Kategori 7o diragukan
0 tahun sampai dengan 1 tahun Lancar 4,5 0k

Lebih dari 1 tahun sampai dengan
3 tahun

Kurang
Lancar

Lfr"/o

Lebih dari 3 tahun sampai dengaa
5 tahun

Diragukan SOola

Lebih dari 5 Tahun Macet lOOa/a

b. Penghentian Pengakuan Piutang
Penghentian pengakuan piutang dilakukan ketika terjadi
pelunasan atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan
sele*ai/lunas dan peaghapusan bqkuan {wr-ite of{.
Penghapr-rsan bukuan piutang merupaJ<an proses dan keputusan
akuntansi yang berlaka agar nilai piutang dapat dipertahankan
sesuai dengan net realizable vaiue-aya. Peaghapusan bukuan
piutang tidak secara atsmatis meaghapus kegiatan penagihan
piutang. Piutang yang dihapuskan tetap harus ditagih $ecara
i-ntensif. Apabila piutang dihapus bukukaa, piutang dialihkan dari
peneatatan i*trakcmtabel rnenjadi ekstrak*mtabetr"

Mekanisrne



Mekanisme penghapusan piutang diatur dalam peraturan bupati
yang mengatur tentang tatacara penghapusan piutang BLUD.

c. Penerimaan kembali atas piutaag yang tetah dihapus bukukan
suatu piutang yang sudah dihapus bukukan, ada kemungkinan
diterima pembayarannya, karena timbulnya kesad,aran dan rasa
tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang
yang teiah dihapus buku, terr:yata dikemudian hari diterima
pembayaran/pelunasannya. ?erhadap penerimaan kembali
piutang yang diia-kukan penyisihsr dan dil:apus bukukan paCa
tahun berjalan diakui sebagai pengurarlg beban sedangkan
terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan
pada tahun sebelumrya dan dihapusbukukan pada tahun
berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.

5. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang antara
lain :

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaiaa pengakual
ar:" pengakuan pe::gukuran piutang"

b. Rincian jenis piutalg dan saldo menurut umur.
c. Penjelasan atau penyelesaiar piutang.
d. Dalam hal barang atau uallg yang disita oleh BLUD sebagai

jaminan.
B. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

1. DEFENISI
Beban dibayar dimuka/uang muka helaaja adalah piutang yang
tirnbui akibat BLUD telah melakukan pembayaran terlebih dahulu
tetapi barang/je.sa dari pihak iain tersebut sampai Cengar: akhir
periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh BLUD. Contoh
beban dibayar dimuka antara lain pembayaran remi asuransi dan
seu1a.

2. PENGAKUAN
Beban dibayar dimuka diakui pada al<hir periode pelaporan
berdasarkan hasil identifikasi yaitu ketika terdapat pembayaran atas
ual1g muka yang belum habis terkonsurasi pada periode pelaporan.
Pencatatan behan dibayar dimuka Cilakukan deagan pendekatan
beban, dimana jurrlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya
akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai
beban. Pada akhir periode peiaporaa, nilai bebaa disesuaikan menjadi
sebesar niiai yaag seharusnya {atau sebesar barang/jasa yang belum
diterimaldinikmati oleh BLUD)" Seiisihnya direkiasifikasi sebagai
beban dibayar dimuka.
Perhitungan beban dibayar dimuka pada akhir periode pelaporan
dilakukan secara bulanan dan belanja dibayar tidak dilakukan
penyisihan piutang tidak tertagih.

3. PENGUKUR{N
Beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai nominal yangdibayarkan
kepada pihak ketiga.

4, PENYAJIAN DAIY PEI{GUNGKAPAN
Beban dibayar dimuka disajikan sebagai bagran dari aset lancar di
neraca dan diungkapkan jer:is beban dibayar dimuka pada caLK.

BAB Vi...



BAB VI
KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. DEFINISI
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional BLUD, dan barang-bara*g yang dimaksudkan untuk
dijual daof atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
rnasyarakat.
Persediaan merupakan aset yang berupa :

L. Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka
kegiatan operasional BLUD.

2. Bahan atau perlengkapan yang akan diguaakan dalam proses
produksi.

3. Barang dalam pro$es produksi yang dimakeudkan untuk dijual
atau diserahkan kepada masyarakat.

4. Farang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada
mas3,,arakat dalam rarrgka kegqat** BLUD.

Persediaan barang yang ada di BLUD Rumah sakit umum Daerah
Kabupaten Karo berupa :

r Persediaan Barang Farmasi;
. Persediaan Barang Gizi;
r Persediaan Barang Teknik;
r Persediaan Perlengkapan dan Rumah ?angga; dan
r Persediaan Bahan Baku Lainnya.

B. PENGAKUAN
1. Fersediaan diakui pada saat :

a. Potensi manfaat ekeinomi masa depan diperoleh dan mempunyai
nilai atau biayayang dapat diukur dengan andai. Braya tersebut
didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan
didalanya terdapat elemen harga barang persed,iaan sehingga
biaya tersebut dapat diukur secara handal, jujur, dapat
diverifikasi, dan bersifat netral.

b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya danlatau
kepenguasaarnya berpindah. Dokumerr surnber yang
digunakan sebagai peagakuan perorehan tersebut adalah
faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima {BAST}.
Persediaan dicatat menggunakan metode perpektuai, yaitu
pencatatan persediaan diiakukan setiap terjadi transaksi yang
rnempellgaruhi persediaar:. {perolehan da* pemakaiat }.
Pencatatan barang persediaan herdasarkan satuan barang yang
Lazim dipergunakan uatuk rnasi.ng-masing jenis barang atau
satuan barang lain yalg dianggap paling memadai dalam
pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan.
Pada akhir periode pelaporar:., catatan persediaan disesuaikan
dengan inventarisasi fisik.
Invetarisasi fisik dilakukan ata* ba"rang yang belum dipakai,
baik yang masih berada di gudangltempat penyimpanan
maupuri persediaan yeng herada di unitlinstalasi.
Barang persediaan yang sudah keluar dai gudang urrlum diakui
sebagai barareg habis pakai.

2.Beban. ".



2. Beban Persediaan
Beban persediaan diakui pada akhir periode pelaporan
berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan,

penyerahan per$ediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang
mengakib atkan berkurangnya jumlah persediaan.

C. PENGUKURAI{
Persediaan disajikan sebesar:
1. Biaya perolehan persediaan meliputi :

a. Harg*. pembelian;
b. Biaya pengangkutan;
c" Biaya penanganan;
d. Biaya lainnya yang secara 1an:gsung dapat dihel:ankan pada

perolehan persediaan.
Hal yang mengurangi hia3ns perolehan persediaal meliputi :

a. Potongan harga;
b. Rabat, darr iainnya yair:g serupa.

2. Harga pokok prcduksi digunakan apabila persediaan diperoleh
dengan mempr*di;.ksi sediri.
Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait
dengan persediaan yang diproduksi dan braya tidak langsung yang
dialokasikan secara sistematis. Dalam menglritung harga pokok
produksi, dapat digunakan biaya stand.ar dalam hal perhitungan
rill sulit dilakukan.

3. Nilai wajar diguaakan apabila persedi.aan diperoleh dari cara
lainnya.
Contoh : Barang Donasi, rafilpasarr darr lainaya.
Daiam rnencatat persediaa-rr, BLUD ::terrggunakan raetode
pencatatan perpetuai. Fersediaan dinilai dengan merrggunakan
metode First In First Out {FIFOi, dimana barang yang ma$uk
teriebih dahulu dianggap sebagai baraagyarrg pertama kali keluar.
Penilaian persediaan dilakukan deagan metode perhitungan
berdasarkan harga perolehan terakhir.
Dalam rangka penyajiar: beban persediaan pada Laporan
Operasional, beban persediaari dicatat sehesar pemakaian
persediaan {use of goods}. Pengukuran pemakaian persediaan
dihitung berdasarkan ia:,.etarisasi fisik {stock opname}, yaitu
dengan cara memperhitungkan saldo aw-al persediaan ditambah
pembelian atau perolfhan persediaan dikurangi dengan saldo akhir
persediaart, yaff:g hasilaya dikalikarr nilai per unit sesuai dengan
metode penilalan yang digunakaa.

D. PEI{YAJIAN
Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar dalam rangka
penyajian persediaan di neraca, BLUD melaksan:akan Stock Opname

{Inventarisasi Fisik} persed.iaaa yans dilakukaa setiap ta}run. Untuk
selanjutaya berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan
penyesuaian data nilai persediaan.

E.PENGUNGI'APAN



E. PENGUNGKAPAN
Persediaan diungkapkan secara memadai dalam catrtart atas Laporan

Keuangan hal-ha1 sebagai berikut antara laia :

1. Kebijakan akuntansi yang digrrnaka:r dalam pengukuran

persediaan;
2. Penjelasall lebih lanjut persediaan seperti barang atau

perlengkapan yang diguaakaa dalam pelayanaa, baranrg atau

perlengkapal yarLg digunaka-tr dalam proses produksi yang

d.irnaksudkan untuk dijua;
3. Penjelasan atas seli*ih antara pencatatan f?sik dengan hasil

inventarisasi {isik; dan
4. Jenisjumlah, dan niiai persediaas dalam kCIndisi rusak atau

usang.

BAB VII



BAB VII
KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

Investasi adatah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh rnanfaat ekonomi

seperti bunga, deviden dan roalti, d.anlatau manfaat sosial, sehingga dapat

meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

A. INVESTASI JANGKA PENDEK
1. Definis

Investasi jangka pend,ek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan

dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 {tiga} bulan sampai dengan

12 (dua belas) bulan.
Investasi jangka pendek harus memenllhi karakteristik sebagai berikut :

a. Dapat segera diperjualbelikan secara bebasldic arrkarr;

b. Ditujukan dalam raagka maaajemen kas, artinya BLUD dapat menjual

investasi tersebut apabila timbul kebutuhas kas dan membeli investasi

tersebut apabila berlebih kas, untuk meniagkatkan produktivitas aset;

dan
c. Beresiko rendah.

2. Jeais-jenis Investasi Jangka Peadek
a. Deposito berjangka. wakftr iebih dsri 1 {satu} bu1an, 3 {tiga} bulan sampai

dengan 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis

{reuoluing dePosits};

b. Surat Berharga Negara {SBN} jangka pendek dan Serti{ikat Bank

Indonesia {SBI).
3. Pengakuan

pengeluaran kas dan/atau aset, peneimaan hibsh dalam bentuk investasi

dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi
jangka pend.ek apabila memelluhi kriteria *ehagai berikut
a. Kemungkinsn mar.faat ekoaorni dan /atau manfaat sosial atau jasa

potesiai dimasa yang akan datangb ata* suatu investasi tersebut dapat

diperoleh BLUD dalam jangka waktu lebih darr I {satu} bulan,3 {tiga}
bulan sampai dengan 12 (dua Belas);

b. Nilai Perolehan atau nilai waJar- investasi dapat diukur secara memadai

{re1iable} Pengeluaran uatuk perolehan investasui jangka pendek diakui
sebagai pengeluaran kas BL.UD dan tiCak Cilapcrka:r Realisasi A*ggaran

tLRAI
4. Pengukuran

a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya obligasi
jangka pendek iefek), dicatat sebesar biaya perolehan

b. Investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan,
maka investasi dinilai berdasarkan niiai wajar iavestasi pada tanggal
perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

c. Investasin jangka pendek dalam bentuk deposi.to jangka pendek dicatat
sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d. Investasi jangka pendek dalam bentuk trrata. ussg asing disajikan pada
neraca dalam mata uang rupiah sebesar kars tengah Bank Sentral pada

tanggal pelaporan

5. Penyajian...



5. Penyajian/ PengungkaPan.
Investasin jangka pendek disajikan pada pss aset lancar di neraca.

Sedangkan hasii dari j.nvestasi , seperti jasa giroldaposito, diakui sebagai

pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran {LRA} dan

Laporan Operasional.
Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat

sebagai refeleksifikan kas menjadi investasi jangka pendek okel BLUD dan

tidak dilaporkan dalam LRA.
Hal-hal iain yang harus diungkapkan dale.m lepcra-n k-euangan BLUD

berkaitan dengan investas jangka pendek, anttara.lain :

a" Kebijakan akuntansi uatuk penentuan ailai investasi jangka pendek;

b. Jenis-jenis investasi;
c. Perubahan harga Pasar;
d. Penurunan nilai investasi yaag signifikan dan penyebab penurunan

tersebut;
e. Invests.si yarlgdinilai dengan nilai wajar dan alasan pellerapannya;
f. Perubahan pos investasi.

5. Perlakuacr Khusus
SKPD yang mellerapkan BLUD dapat melakukan investasi dalam rangka
pemanfaatan kas yang mengarlggur {idle ca*h}" Pemanfaataa kas tersebut
lazirnnya dalam bentuk deposito.
Apabila Kas yang digunakaa oleh BLUD uatuk investasi jangka pendek

berasal dari kas operasional, maka investasi tersebut disajikan sebagai

investasi jangka pendek dan merupakan bagian dari SILPAISAL.
B. INVESTASI JANGKA PANJANG

1. Defenisi
lnvestasi jangkapanjang adalah investasi yang CiraaksuCkan untuk
dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Inve*ta.si jangka panjang terdiri dari
investasi non peffinanen dan investasi permanerr.

- Investasi noa-p€rrnanen adalah irrvestasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk merniliki secara- tidak berkelanjutan

- lnvestasi permanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkeianjutan"

2. Pengakuan
Pengeluran kas dan/atau aset, penerimaan hibah datam bentuk investasi
dan kon:rersi piutang atau a.set lain reeajadi ir:vestasi Capat die.kui
sebagai investasi jangka palajsrg apabila memenuhi kriteria :

a. Kemungkinan manfaat eksnofiri dan manfaat sosial atau jasa
potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut
dapat diperoleh datam jangka waktu lebih dafi 12 bulan.

b. Nilai perolehan atau rrilai wajar investasi dapat diukur secara
andal.

Pengeluaran kas dalam rangka perolehar: investasijaagka panjaxg diakui
sebagai pengeluaran pembiayaaa. Sedangkan peaerimaan kas atas
pelepasan/penjualan investa*i Sa;:rgka panjang diakui sebagai
penerimaan pembiayaan disAiikax dalam LRA.
Pada saat pelepasan /penjualat investasi, apabila terjadi perhedaan

antara hasil pelepasan iffiestasi dengaa nilai tercatatnya harus
dibebankan atau dikreditkan kepada keuaaPgan/kerugian pelepasan

investasi.
Keuntungan I kerugian pelepasa*. irrvestasi disajikan dalam LO "

3. Pengukuran



3. Pengukuran
a. Investasi permanen dinilai berdasarkan braya perolehan, kecuali jika

harga pasar investa,si jangka panjang menunjukkaa penurunan nilai
di bawah biaya perolehan secara signi{ikan daa perman:.en., perlu
dilakukan penyesuaian atas nilai investasi tersebut.

b. Investasi Non Permanen dinilai berdasarkan harga perolehan atau
nilai bersih yang dapat direalisasikan.

c. Biaya perolehan suatu investasi rneacakup harga transaksi investasi
itu sendiri dan biaya perolehe"n lain Cisarnping harga be1i, seperti
komi.si broker, jasa bank, dan pungutam bursa efek.

d. Metode penilaian irrvestasi jangka parrjang apat dilakukan dengan
metode biaya, metode ekuitas, darr metade ailai bersih ya.flg dapat
direali*asikan.

4. Penyajian dan pengungkapan
Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik
yang bersifat non perrlallerr dan maupun 3-a.rlg bersifat perunanerr.
Investasi reon perrnaren yang akan jatuh terapo dalam waktu kurang dari
L2 bulan setelah ta:r:ggal peiapcran direkle"sifika*i:,nenjadi bagian lancar
investasi rron pefirrsilen pada a*et lancar-
Hasil dari investasi, seperti bunga dan dividen, diakui sebagai
pendapatan daa disajikar pada LRA dar: LO. Apabila terd*pat hasil
investasi yang masih terutaag disajikan sebagai piutang pada neraca.
Pengungkaparl pada catatan atas laporan keuangan adalah untuk hal-
hal sebagai berikut :

a. Rincian jenis dan jumlah penempata-a dana;
b. Kebijakan akuntansi untuk peneatuan niLai tercatat dari iavestasi;
c. Pembatasan yarrg signi{ikan pada kemarapuam reelisssi investasi atau

pengiriman uang dari penghasilan dan hasil pelepasan;
d. Analisis portofolio investasi, untuk BLUD yang bisnis utamanya

adalah mengelola investasi.

BAB VIII...



BAEI VIil
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. DEFENISI
Aset Tetap BLUD adalah aset berwujud yang dimiliki BLUD yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 12 {dua belas} bulan, untuk digunakan operasional
BLUD atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan BLUD. Aset
tetap BLUD secara kelompok besar jenisnya terdiri dari:

1. Tanah;
2. Peralatan darl Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan,Irigasi, dan Jaringan;
5. Aset Tetap l,ain*ya; darr
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

B. PENGAKUAN
Aset Tetap BLUD diakui pada *aat manfaat ekonomi masa depan dapat
diperoleh dan niiain3ra dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui
sebagai aset tetap harus memenr:hi kriteria scbagai berikut :

1. B*rvrujrid;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 {dua belas} bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur aecara andal;
4. Tidak di.maksudkan untuk dijual dalam operasi aormal entitas; dan
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

C. PENGUKURAN
Pengukuran Aset Tetap BLUD dinilai dengan biaya perolehan, apabila
penilaian aset tetap dengan menggurlakan braya perolehan tidak
dimungkinkan, maka penilaiaa aset tetap didasarkan pada ailai wajar pada
saat perolehan, transaksi perolehan aset tetap sebagai bertkut :

1. Pembelian dapat berupa pembelian langsung {satu kali pembayaran}
mauputl perolehan meialui pembangunan deagan beberapa kali
termin pembayaran. Aset tetap BLUD yang diperoleh dengan cara ini
diukur sebesar nilai aomiaal yang tertera dalam dokumen kuitansi,
faktur, SPMISp2D dan/atau ditambah biaya yang dikeluarkan sampai
aset tetap tersebut siap pakai"

2. Hibah masuk, diperoieh dari entitas lain di luar Lingkup Pemerintahan
kabupaten/BlUD seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah propinsi,
lembaga s'*'adaya masyarakat, lerrbaga-lembaga lainnya dan
masyarakat perorangan maupaun kelompok"Aset tetap BLUD yang
diperoleh dengan cara ini diukur sebesa llilai buku atau Nilai
perolehansebagaimana tercantum dalars dokumen BAST Hibah. Jika
tidak tersedia niiai buku atau nilai perolehannya ,dapat digunakan
nilai wajar aset tersebut pada tanggal dilakukannya hibah.

3. Reklasifikasi masuk,diperoleh sebagai akibat adanya proses
reklasifikasi non-aset tetap meajasi set tetap.Dalam transaksi
reklasifikasi ma*uk tersehut, Pengukuraanya dipertakukan sebagai
berikut

a. Aset tetap yerrtg masuk{bertambah} dicatat pada sisi debet dan
aset tetap yaag keluar {berkurang} dicatat disisi sebesar nilai
perolehannya.

b. Akuuiasi



b. Akuulasi penyusutan Aset Tetap terkait yarrg tercatat sampal

dengan periode dilakukannya reklasi{ikasi, dicatat dengan cara
mendebet akumulasi penyusutall atas Aset Tetap yerlg keluar

{berkurans} dan mengkredit akumulasi Aset Tetap yang masuk
(bertambah) sebesar nilai tsrif penyusutan periodenya.

4. Reklasifikasi keluar, Aset Tetap yang dihentjkan dari penggunaan aktif
BLUD, tidak memenuhi defeni{i Aset Tetap dan harus dipindahkan ke

pos aset lainnya dapat dilakukan sepanjaag waktu tidak tergantung
periode laporan. Dckurnen surnber yang digunakaa sebagai

reklasifikasi aset tetap ke aset lainriya adalah peaetapaa dari pejabat
yang berwenang sesuai keteatuan perundang-undangan dibidang
pengeloiaan BMD.

5. Pertukaraa diperoleh deagarr menukarkan Aset Tetap milik BLUD
dengan Aset Tetap pihak antara lain : Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negarallaerah atau badan
hukum milik pemerintah lainaya yang dimiliki Negara, Pemerintah
Desa, Swasta ibaik yang berbentgk badan hukum maupun
perorangan) dengan perlirxb*-:rgan ur:tu-k merner:uhi kebutuhan
operasional BLUD, untuk optimalisasi barang milik BLUD, tidak
tersedia dana BLUD.

a) Tukar menukar Aset ?etap milik BLUD ditempuh apabila BLUD
tidak dapat menyediakan barang pengganti.

b) Selain pertimbangall sebagairaaaa dimak*ud Ciatas, tukar
menukar dapat diiakukan apabila barang milik BLUD berupa
tanah dan/atau ba:rgunan sudah tidak sesuai dengan tata
ruang wilayah atau penataan kota, guna menyatukaa barang
milik BLUD },ang i*kasinya terpancar, dalam rangka
pelaksanaan rencana strategi* Pemerintah PusatlPemerintah
Daerah guna mendapatkanlmemberikan akses jalan apabila
objek tukar raenukar adaiah bara*g milik BLUD berupa tanah
dan/ataa bangunan; dar'l ala.u telah ketinggatan teknalogi
sesuai kehrutuhan, kondisi, atau ketentuan peraturan
perundang-undangan, apabila objek tukar menukar adalah
barang milik BLUD selaia tanah danlatau bangurran.

c) T\-rkar menukar dilaksanakan aleh Fengel,cla Barang setelah
rnendapat persetuj uan Bupati sesuai ke*'enaagannya.

d) Tukar menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian
berdasarkan aspek tekrris antara lain kebutuhan Pengelola
Barang / Pengguna Barang dan spesifikasi barang yang
dibutuhkan, aspek ekonomis antara lain kajian terhadap nilai
barang milik BLUD yang dilepas dan nilai barang pengganti
aspek yuridis antara lairl : tata ruaag wilaSrah dan peaataan kota
dan bukti kepemilikan.

e) Terhadap barang ffiiHk ELUS berupa tanah dan/atau
bangunan, Bupati Capat mernberike.r: alternatif bentuk lain
pengelolaan barang milik BLUD ata.s permchanan persetujuan
tukar menukar yang dir.rsqlkan oleh BLUD"

f) Ba-rang...



fl Barang pengganti tukar menukar dapat berupa barang sejenis

danf atantbarang tidak sejenis dan harus berada dalam kondisi

siap digunakaa pada tanggal peaandatalganan perjanjian tukar
menukar atau Berita Acara Serah Terima {BAST}.

g) Nilai barang pengganti atas tukar menukar paling sedikit
seimbang dengan nilai wdaf barang milik daerah yang dilepas.

h) Apabila nilai barang pengganti lebih kecil daripada nilai wajar

barang milik daerah yang dilepas, mitra tukar menukar wajib

menyetorkan ke rekening Kas Umurr: Daerah atas sejumlah

selisih nilai antara nilai w6jar barang milik daerah yffLg dilepas

dengan nilai barang pengga:rti. Penyetoraa selisih nilai
dilaksanakan paling lambat 2 {dua} hari ke{a sebelum Berita
Acara Serath Terima {BAS"} ditandatangani dan dituangkan
dalam perjanjian tukar menukar-

i) Apabila pelaksanaan tukar menukar mengharuskarr mitra tukar
menukar membamgun barang p€ngganti, mitra tukar menukar
menunjuk konsultan pengai*ras deagaa pfr$etu.iuan Bupati
berdasarkan perti.mbangan dari S i{PD terk'ait.

j) Konsultal1 pengawas sebagaimar:a dimaksud pada huruf i)
merupakan badan hukum yaag bergerak di bidang pengawasan

konstruksi daj1 biaya kansultar. pellgawns menjad,i tanggung
jawab mitra tukar menukar.

6. Perolehannya yarlg sah merupaka! perolehannya aset tetap BLUD

yang dapat diklasifikasikan ke dalam casaperCIiehan pembelian, hibah
masukfsumbanga:r atau yaflg sejeni* aset tetap yang diperoleh
sebagai pelaksanaaa dari perjanjian/ktatrak dan pertukaran yang

diperkena*kan berdasark*1 ketertua:r yang berlaku, aset tetap yang
diperoleh berdasarkan putusam pengadila.n yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

7. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang

mempe{panjang masa rnanfaat atau yang kemungkinan besar

memberi rnarrfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk
peningkatan kapasitas, ftutu produksi, atalt peaingkatan standar
kinerja, pengeluaran tersebut ditarflb*hka* pada jumlah tercatat aset
tetap yang bertangkutan.
Dalam hal pengeluara-n setelah peroleha-* anval tersebut untuk
perhaikan atau perawatan aset tetap menjaga manfaat ekonomi masa
yang akan datangatau mempertahankan sta-z:dar kinerja sernula a.tas

suatu aset tetap, pengeluaran tersebut diakti daa dicatat bukan
sebagai penambahan nilai aset tetap melainkan sebagai belanja atau
beban pemeliharaam.

8" Penilaian kembali atau revaluasi a-set tetap dilakukan berdasarkan
ketentuan yang berlaku.

9. Koreksi Aste Tetap
Kcreksi adalah tiadakaa pembetulan secara akustansi agar akun/pos
yang tersaji daiam laporaa keuangan: BLUB menjadi sesuai dengan
yang seharusnya. Koreksi tuelipati k*reksi sistematik dan koreksi non
sistematik.
Dari sisi transaksi,koreksi mencakup traa*aksi anggaran ffiaupun
transaksi finansial. Dari pcriodenya, k*reksi dapat dihedakan menjadi
k<rreksi untuk tahunan berjalaa, kareksi periode laiu pada saat
laporan keuangan pericde terkait beh:.m diterbitken, dan koreksi
periade lalu pada saat laparan keuartgan p*i"icde terkait telah
diterbitkan. Ter:rasuk...



Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaall yang
diharuskan untuk dikoreksi. Koreksi aset tetap dilakukan dengan
menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan.
Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan sqia, tidak tergantung pada
periode pelaporan dan waktu perryusunan lapcran. Pada umumnya
koreksi aset tetap dilakukan pada saat diternukan kesalahan

D. PENGHAPUSAN ASET TETAP
Secara umum penghapusan Aset Tetap BLUD dapat diiakukan melalui
penghentian penggunaan, pelepasan, karena hilang.
1. Penghentian Penggunaan

a. Pada kondisi tertentu, suatu a*et tetap BLUD dapat dihentikan dari
penggunaanya. Apabila suatu aset tetap BLUD tidak dapat digunakan
karena ans, ketinggalan jamaa, tidak sesuai dengan kebutuhan
organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan
rencana umum tata ruang {RUTR}, atau masa kegunaannya telah
berakhir, maka aset tetap BLUD tersebut hakikabrya tidak lagi
memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya
harus dihentikan.

b. Aset Tetap BLUD yang dihentikan dari penggunaan aktif BLUD tidak
memenuhi defenisi aset tetap dan harus dipindahkaa ke pos Aset
lainnya- sesuai dengan ailai tercatatnya.

c. Suatu Aset Tetap BLUD dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau
bila aset tetap secara peffna-tr.en dihen€kan penggunaannya dan tidak
ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

d. Aset Tetap BLUD yang secara pernlanen dihentikan atau dilepas harus
dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatall atas Laporan
Keuangan,

2. Pelepasan Aset Tetap BLUD
Pelepasan Aset Tetap BLUD lazirn disebut sebagai pemindahtanganan.
Apabila suatu Aset Tetap BLUD dilepaskan karena" dipindahtangankan,
maka BLUD yang bersangkutan lranrs dikeluarkan dari neraca.
Pemindahtangan barang rnilik daerah. yerr,:g dilakuka.n setelah mendapat
persetujuan DPRD untuk tanah dan/atau baaguaan, selain tanah
danf ata:u bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.OOO.0OO.O0O,- (lima
miliar rupiah)

Pemindahtangan barang rrrilik daerah berupe t*.*ah dan/atau
bangunan tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabiia :

1. Sudah tidak sesuai dengan tata ruaag wilayah atau penataan kota;
2. Harus dihapuskan karerra anggaran untrrk bangunan pengganti

sudah disediakan dalam dekumen penganggaran;
Bangunan ya:l.g harus dihapuskan karena anggaran untuk
bangunan peagganti sud.ah disediakan dalam dokumen
pengallggeran dimaksudkan bahwa yang dihapuskan adalah
bangunan yang berdiri di atas tanah tersebat dirobohkan untuk
selanjutnya didirikan ba::gunan baru diatas taaah yang sama
{rekonstruksi} sesuai dengaa a-lckasi anggaran yang telah
disediakan dalam dckumea pengaaggaran.

3. Diperuntukkan bagi pegarrai aegari si.pil peraerintah daerah yang
bersangkutan;

Tanah



Tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil
pemerintah daerah yang bersangkutan, adalah tanah dan/atau
bangunan yang merupakan kategori rumah negara/daerah
golongan III, tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut
pererlcarlaart awalnya untuk pembargunan perumahan pegawai
negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkuta.

4. Diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
Tanah dan/atau bangunan yang digunakan uatuk kegiatan yang
menyangkut kepentingan ba::"g*a dan negara, rlasyarakat luas,
rakyat banyaklbersalna, danlatau kepentingan pembangunan
termasuk diantaranya kegiatan pemeriatah daerale dalam lingkup
hubungan persahabatan antara negara/daeralt dengan negara lain
atau masyarakat/ lembaga iaternasional;

5. Dikuasai BLUD berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap danlatau herdasarkan ketentuan
perundang-undangan, yang jLke- *tatus kepemilikannya
dipertahankan ddak layak secara ekonomis.

3" Aset Tetap Hilang
a. Aset Tetap BLUD hilang ha,rus dikeluarkan dari Neraca setelah

diterbitkannya surat penetapan oleh pimpinan entitas yang
bersangkutan berdasarkan ketetapan dari pihak yang berwenang
sesuai dengan ketentuan per-undang-undangan.

b. Terhadap Aset Tetap BLUD yang hilang, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perlu dilakukaa proses penelusuran terhadap
aset tetap yang bersangdutan untuk mengetahui apakah terdapat
unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi.

c. Aset Tetap BLUD hilang dikeluarkan dari *eraca yaitu : nilai perolehan
dan akumulasi penyusuta.n dan apabila terdapat perbedaan waktu
antara penetapan aset hilang dengan penetapaa ada tidaknya
tuntutan gant rBB1, maka pada saat aset tetap BLUD dinyatakan
hilang, entitas melakukan reklasifikasi Aset Tetap BLUD hilang
menjadi aset lainnya.

d. Apabila berdasarkan ketetapan dari pihak yang berwenang terdapat
tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya
tersebut diklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Daiam hal
tidak terdapat tr:ntutan garrd ru$i, maka aeet lainnya tersebut
direklasilikasi menjadi beban.

E. KAPITALISASI ASET TETAP
, Defenisi Kapitalisasi Aset Tetap

1. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua
pengeluaran untuk memperoleh aset teta.p sehingga siap pakai untuk
meningkatkan kapasitas/e{isiensi dan/atau mempetpanjang umur
teknisnya dalam rangka menambah nilei-nilai aset tersebut.

2. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran-
pengeluaran baru dan pen*.rabaha* baru nilai aset tetap dari hasii
pengemban garl, reklasiflkasi, renovasi darr restcrasi.

3. Nilai satuan rainimum kapitalisa*i a**t tetap tersebut dikecualikan
terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi /jarir'gan dan aset
ettap lainnya.

4. Pengembangan tanalr* adalah peningkata:r kualitas tanah berupa
penggurukan daa pernatangan.

5. Perbaikan.."



5. Perbaikan adalah perbaikan dari sehagian aset berupa rehabilitasi,
renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas,
kapasitas, dan atau umur namun tidak termasuk pemeliharaan.

6. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan
tanpa r.rrenir:g!<atkan kualitas dan/atau kapasitas dengan maksud
dapat digunakan sesuai dengan kondisi sernula.

7. Renovasi adalah perbaikan aset tetap yarg rusak dengan tetap
mempertahankaa arsitektu rnya.

8. Penarnbahan adalah pemhangurtart, pembuatan d*a/atau pengadaan
aset tetap ya:n.g menambah kuatitas dan/atau .volume dan nilai dari
aset tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.

9. Reklasitikasi adalah perubahan aset tetap dari pencatatan dalam
pernbukuan karna perubahan klasifikasi.

. Pengakuan Kapitalisasi Aset Tetap
Suatu Peageluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan
akan dikapitalisasi jika memerillhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- Manfaat ekoaomi atas aset tetap yang dipelihara {bertambah
ekonamis/efisiensi, bertambah urrrur ek-onomis, bertambah
volume, bertambah kapitaiisasi pr*duksi).

- Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap
tersebut rnateriallmelebihi batas minimal kapitaiisasi aset tetap
yang ditetapkan.

- Pembelanjaan aset tetap dengan sumber danayang berbeda dengan
aset awal maka akan diakui sebagai kapitalisasi di aset awa1.

. Pengukurail Kapitelisasi Aset Tetap
1. Batasan jumlah peageluaran yarrg akan dikapitalisasi

{capitalization thre*h+ids} ditentukan dengan raempertimbangkan
kondisi keuar:gan dan operasionalrrya nalnun harus dterapkan
secara konsisten.

2. Batasan minimal ka.pitalisasi a-set tetap disesuaikan dengan
kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

3. Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap :

a. Pengadaan Tanah;
b. Pembelian peralatan dan mesin sampal siap pakai;
c. Pembuatan peralatan, rnesia dan bangurran;
d. Pembangunan jala$ irtgasi/jaringan;
e. Pembelian aset tetap lainnya.

4. Pengeluaran untuk pengadaarr tanah yang dapat dikapitalisasi
meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya
pembuatan sertifikat, biaya penratangan, pengukuran dan
pengurukan.

5. Pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin sampai siap
pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga barang, ongkos
angkut, biaya asuraasi, biaya pemasarlgan daa biaya selama masa
uji coba.

6. Pengeluaran untuk perrrbuatan peraratan dan mesin dan
bangunanaya yarrg dapat dikapitalisasi berupa:

a". Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu
sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan
pengawasan, biaya periziaan dan jasakonsultan;

b. Pengeluaraft...



b. Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dam mesin dan
bangunan yang dilaksanakan secara sewakelola berupa
biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai
meiiputi biaya bahaa baku, upah tenaga kerja, sewa
peralatan, biay a perencan aart, dart pengasrasan dan biaya
perizinan.

7. Pengeluaran untuk pembanguna-n gedung dar: bangunan,
lan I irigasilj aringan yang dapat dikapitalisasikaa berupa :

a. Pe*geluaran yang dila-ksanaka:: n:elalui kcntrak yaitu
nilai kontrak, biaya perencarlaan, dar: perga!\iasan, biaya
perizinan, jasa konsultasi, biaS'a perlgosorlgan, dan
pembongkarant bangunan lama dengan penggunaan
kontrak termin.

b. Pengeluaran untuk pembangunan yar:.g dilaksanakan
secara sewakelola berupa biaya langsung dan tidak
langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku,
upah tenaga kerja, ser$a peralatan, biaya perencanaan,
dan penga.*'asan, biay a p*rizi*a*, biay * pengoscngan d an
pembongkaran baagunan lama.

8. Pengeluaran untuk pernbangunanlpembuatan aset tetap lainnya
yang dapat dikapitalisasi berupa :

a. Peageluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu
nilai kontrak, biaya perertcanaan, dan pengawasan, biaya
perizinan.

b. Pengeluaran untuk pembangunan yang dilaksanakan
secara sewakelola berupa biaya langsung dan tidak
langsung sarnpai pakai raeliputi biaya bahan b*.ku, upah
tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan, dan
pengawasan, biaya periaiaan, dan jasa konsultasi.

. Penyajian dan pengungkapan Kapitalisasi Aset Tetap
1. Pengeluaran setelah perolehan awal sesuai aset tetap (subsequent

expenditures) tersebut harus dite.mbahkan pada nilai tereatat aset
yang bersangkutan {kapitalisasi}.

2. Aset tetap latnnyayar'gtidak dikapitalisasikan tidak dapat diakui
dan disajikan sebagai aset tetap narrrull tetap diungkapkan dalam
catataa atas laporan keuangan dan datram !.ap+ran BMD-

F. KOREKSI NILAI ASE? TETAtr
Koreksi nilai Aset Tetap BLUD antara. iairr disebabkar' oleh transaksi-
transaksi sebagai berikut :

1. Koreksi Nilai Aset Tetap BLUD sebagai akibat dari hasil revaluasi oleh
Pengelolan Barang dalam bentuk Inventarisasi dan Penilaian;

2. Koreksi Nilai Aset Tetap BLUD karena adaaya pengembalian betanja
modal;

3. Koreksi Nilai Aset Tetap BLUD sebagai akibat dari hasil temuan (audit)
Aparat Pengawa* internal Per*eriata {APIP} daa/atau BPK; rian

4. Koreksi lainnya, misalrrya koreksi/penyesuaian yarrg dilakukan
kareaa adanya belanja rnadal yang menghasilkan aset ekstrakomtabei.

Koreksi tambah/kuraag nilai aset tetap BLUD dilakukan tidak hanya
terhadap nilai aset tetap BLUD saja tetapi juga menyajikan ulang nilai
akumulasi penyusutan {retrospekti{.

G. FE}EYUSUTAN...



G. PENYUSUTAN ASET TETAP
1. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan seluruh Aset Tetap BLUD

d.isusutkan sesuai dengan sifat dan karalrteristik aset tersebut.
2. Metode penyusutam garis lurus dipergunakan untuk mengitung beban

penyusutan dap periode. Dengan demikian beban peayusutan diperoleh

dengaa membagi nilai perolehan aset tetap dengan pericde masa

manfaatnya dan disajikan dalam setiap semester-

3. Penyusutan Aset Tetap BLUD dilakukan secara periodek, dengan

mengakui adanya bebaa penyusutaa darr diakurnulasikan penyusutan
sepanjang masa perrggurraanrrya.

H. PENYAJIAN ASET TETAP BLUD
Penyajian Aset Tetap BLUD di Laporan Keuangan sebagai berikut :

1. Tanah BLUD
a. Taaah BLUD disajikan di Neraca daJarr' Kelompok Aset Tetap.

b. Mutasi Tanah BLUD pada awal dan akhir periode menunjukkan
penambahan dan pengurail.gan;

c. DaIam Catatan atas l,apsran Keuangan, diuagkapkan informasi
ffiar.,.-,rgenal:
r Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat {carryng

amount) Tanah;
. Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah.

2. Peralatan dan Mesin BLUD
a. Peralatan dan mesin BLUD disajikan di neraca dalam kelompok

aset tetap dikurangi kontra akun berupa akumulasi penyusutan
peralatan dan mesin BLUD"

b. Beban penyusutaa atas peralatrr:l dan mesin pada suatu periode
disajikan sebagai b-ban pe*yusutae dalarn laporaa operasi**al"

c. Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan informasi
mengenai :

1) Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat {earrgirry
amountj peralatan dan mesin;

2) Kebijakan akuntansi sehagai das*r kapitalisasi peralatan dan
mesia;

3) Mutasi Peralatan dan mesin pada awal dan akhir periode yang
menunjukan peaambahan danlatau petgurangan ;

4) Infcrmasi penyu*utan peralatan dan rne*in yang meliputi : nilai
penusutal, metode penyusutan yallg digunakan, alasan pilihan
metode penyustan, perubahan rnetode pen;rusutan (iika ada),
masa manfaat atau tafif penyusutan yang digunakan, serta nilai
tercatat bruto dan akurnulasi pen;rusutane pada awal dan akhir
periode.

3. Gedung dan Bangunan BLUI)
a. Gedung dan Baagunan BLUD disqiikan di neraca dalam kelcmpok

aset tetap dikurangi k<rntra akun berr:pa akr:mulasi penyusutan
gedung dan bangunan BLUD.

b. Beban penyusutan ata-s Gedung darr Banguna-n pada sua.tu periode
disajikan sebagai bebaa penyusutan dalar* laprran operasional.

c. Dalam...



c. Dalam catatan atas Laporall Keuangan diungkapkan informasi
mengenai:
1) Dasar penilaian yarrg diguaakan untuk nilai tercatat {carrying

amount) Gedung dan Banguran;
2) Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi Gedung dan

Bangunan;
3) Mutasi Gedung dan Bangunan pada arlial dan akhir periode yang

menunjukkan penambahan d.an/atau pengurangan;
4) Informasi penyusutan Gedung Cact Bangunan. yang meliputi :

nilai penyusutan, metcde penyusuta.n yang digunakan, alasan
pilihan metode penyusutan, perrrbalean metode penyusutan
liika ada), masa martfazt atau tarif penyusutan yang digunakan,
serta nilai tercatat br-uto dan akumulasi penyusutan pada awal
dan akhir periode.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLUD
a. Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD disjaikaa di neraca dalam

kelompok aset tetap dikurangi kontra akun berupa akumulasi
penyustan jalan, irigasi daa jari::gaa BLUD.

b. Beban penyustan atas jalan,irigasi danjaringan pada suatu periode
disjaikan sebagai bebaa penyusutan dalam laparaa operasional.

c. Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan informasi
mengenai :

1) Dasar penilaian yar,g digunakan untuk nilai tercatat {carrying
amount) jalan, irigasi dan jaringan;

2) Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi jaJ,an, irigasi dan
jaringan yang berkaitan dengan jalan , irigasi dan jaringan tidak
ada nilai satuan minimum kapitalisasi;

3) Mutasi jalan, irigasi dan jaringan pada awal dan akhir period"e
yang menunjukkan penambahan dan/atau engurangan;

4) Informasi penyustan jalan, irigasi dan jaringan yang meliputi :

nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, alasan
pilihan metode penyusutam, perubatran metode penyusutan
fiika ada), masa manfaat atau tari{penyusutan yang digunakan,
serta nilai tercatat bruto dan akarsulasi penyusutan pada arval
dan akhir periode.

5. Aset Tetap Lairznya BLUD
a. Aset Tetap Lainnya BLUD disajikan di neraca dalam kelompok Aset

Tetap. Aset Tetap Laianya berupa hewan, tanaman, buku
perpustakaan tidak dilakukan per:yusutan secara periodeik,
melainkar: diterapkan penghapusan pada aset tetap lainnya
tersebut tidak dapat digunakan atau *att. Untuk penyusutan aset
tetap-renovasi dilakukan sesuai deagaa umur ekonomik mana
yang lebih pendek {whixheuer * shsrter} antal"a masa manfaat aset
dengan masa pinjamf serra.

b. Beban penyusutan as+t tetap lair:nya pada s*atu periode disajikan
sebagai beban penynsutan dalam l,aporan Operasional.

c" Dalam catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan informasi
meagenai:
1) Dasar penilaian yang digunakan uatuk mencatat nilai aset tetap

lainnya;
2i Kebijakan akuntansi eebagai dasar kapitalisasi aste tetap

iainnya-;
3) Mutasi...



3) Mutasi aset tetap lainnya pada awal dan akhir periode yang

menunj ukkan penambahan dan/ atau pen'guran"garl;

4) Informasi penyusutan aset tetap lainnya yang meliputi : nilai
penyusutan, metode pen3rusutan yang digunakaa, alasan

pilihan metode penyusutan, perubahan metode penyusutan

fiika adai, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan

serta nilai tercatat bruto daa akumulasi perryusutan pada awal

dan akhir periode,
6. Konstruksi Dalam Fengerjaan

a. Konstruksi dalam pengerjaan {KDP} BLUD disajikan sebesar biaya

perolehan atau niai wajar pada saat perolehan;

b. Dalam catatart atas laporan keuangan diungkapkan informasi
mengenai :

1) Rincian kontrak konstruksi dalar*ri pengerjaan berikut tingkat
penyeiesaian d.an jangka walctu penyelesainrrya pada tanggal

neraca;
2) Nilai kontrak koatrukei an *umber pembiayaanflya;
3) Jurniah biaya yang telah dikelua:'kan sampai dengan tanggal

neraca;
4) Uang muka kerja yang diberikan sampai deagan tanggal rreraca;

dan
5) Jumlah retensi.

BAB iX



BAB IX
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD

A. DEFENISI DAN JENIS ASET TAK BERWUJUD BLUD
Aset tak berwujud {ATB} BLUD adala}r aset non keuangan yang dapat
diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk
digunakan dalam menghasiikan atau menyerahkar' barartg atau jasa, atau
digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
Aset tak berrur4jud BLUD secara kelcrapok be*ar jenisaya dapat terdfut dari :

1. Software komputer;
2. Lisensi dan Francise;
3. Hak paten, hak cipta, danz hak kekayaan inteiektuai iainnya;
4. Hasil kajian/penilitian ya*g rrremberikan r:ranfaat jangka panjang;
5. ATB ya{Lg mempunyatrrilat sejarah/budaya;
6. Royaliti;
7. Aset tak berwujud lainnya; darr
B. Aset tak berwujud dalam peagery'aaa

B. PENGAKUAN ASET TAK EERU/UJUD BLUD
Untuk dapat diakui sebagai ATB, BLUD harus membuktikan bahwa
pengeluaran atas aktivitas/kegiataa tersebut telah memerluhi defenisi ATB
dan kriteria pengakuan A?8. Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya
jika:

1. Kemungkinan besar diperkirakan raa::faat ekonomi di masa datang
yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB
tersehut akan mengalir kepadaldini,kmati oleh entitas; dan

2. Biaya Perolehare atam riilai wajarn;ra dapat diukur.dengan andal.
C. PENGUKURAN ASE?TAK BERWUJUD BLUE

Pengukuran ATB dinilai sebagai berikut :

1. ATB yang diperoleh secara eksternal melalui :

a. Pembeiian, dinilai berdasarkan biaya perolehal. A?ts BLUD yang
diperoleh dengan easa irri diukar sebesar nilai nominal yarlg tertea
dalam dokumen kuitansi, fa-ktur, dan SPMISP2D.

b. Pertukaran, diniiai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan.
Apabila terdapat aset lainnya dalarrr pertukaran, misalaya kas,
maka hai ini mengindikasikan bahwa pos yarrg dipertukarkan tidak
mempunyaj nilai yang sama sehi*gga pengukuran inilai se*:esar
aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

c. Kerjasama, dinilai berdasarkan biaya perolehan"
d. Reklasifikasi masuk, diperoleh sebsgai akibat adarrya reklasifikasi

aset dari non-ATB menjadi ATB,
e. DonasilHibah, ATB yang diperoleh dengan cara ini diukur sebesar

nilai nominal yang tertera dalam dokumen BAST hibah. Jika tidak
tersedia nilai peroleharnya, dapat digunakart ailai taksiran yang
ditetapkan oleh Bupati"

2. ATB yang diperaleh Cari pengembaagan internal diukur sebebsar biaya
perolehan yang meliputi biaya yarlg dikeluarkan s€jak ditetapkannya
ATB tersebut memiliki masa manfaat di ma$a yang akan datang
sampai dengam ATB tersebut selesai dikembaagkan.

D. PENGHAPUSAN...



D. PENGHAPUSAN ATB BLUD
Penghapusan ATB BLUD dapat dilakukan melalui penghentian penggunaan,
pelepasan, karena hilang, atau proses reklasifikasi keluar.
1. Penghentian Penggunaan :

a. Apabila suatu ATB BLUD tidak dapat diguaakan karena ketinggalan
jaman, tidak sesuai Cengan kebutuhan organiasi yang makin
berkembang, atau masa keguaaannya telah berakhir, maka ATB
BLUD tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa
depan sehingga pellggunaanya haru* diheatlkaa.

b. ATB BLUD yarrg dihentikan dari pcrlggunaa.n al<tif BLUD tidak
memenuhi defenisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset
lainnya. sesuai deaga.n nilai, terr,atatsr5ra

c. Suatu ATB BLUD dielirniaasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila
ATB secara perfllanen dihentikan periggunaanrrya dan tidak ada
manfaat ekonomi ma$a ya1lg akaa datang.

d. ATB BLUD yarrg secara perflranea dihentikan atau dilepas harus
dielimanais dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan
keuangan.

2. Pelepasan ATB
Pelepasan ATB BLUD l,azim disebut sebagai pemiadahtanganan. Apabila
suatu ATB BLUD dilepaskan reaa dipindahtangankaa, rrtaka ATB BLUD
yang bersangkutan haru* dikeluarkaa dari neraca. Pemindahtanganan
ATB BLUD dilakukan dengaa cara :
a. Dijual;
b. Dipertukarkan;

Dikeluarkan dari rreraca pada saat diterbitkan B.&ST sebagai tindak
lanjut tukar reenukar aset.

c. Dihibahkan
Dikeluarkan dari neraca, pada saat telah diterbitkan BAS? hibah oleh
BLUD sebagai tindak lanjut persetujuan hibah.

3. ATB Hilang
a. ATB hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya

penetapan oleh pimpinan entits yang bersangkutan berdasarkan
keterangan dari pihak yarrg berurena:rg sesuai dengan ketentuan
perundang-undangaa.

b. Terhadap ATB BLIJD yang hilang sesu*i dengan peraturan perundang-
undangan perlu dilakukan prsses ur:tuk mengetahui apakah ada
unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi.

c. ATB BLUD hilang dikeluarkan dari aera*a yartu nilai peralehan dan
akumulasi amortisasi apabila terdapat perbedaan waktu antara
penetapan aset hilang dengan peaetapan ada atam tidaknya tuntutan
ganti rugi, maka pada saat ATB BLUD dinyatakan hilang, entitas
melakukan reklasifikasi aset tetap ELUD raeajadi aset lainaya.

a. ATB BLUD hilang dikeluarkan dari aeraca yaitu nilai perolehal dan
akumulasi amcrtieasi, apal-.i1a Lerdapa.' perbedaan waktu Antara
penetapan asset hilang dengan penetapan ada atau tidaicrya tuntutan
ganti rugi, maka pada saat A?B BLUI) dinyatakaa hilang, entitas
melakukan reklasi{ikasi Aset Tetap BLUI} menjadi asset iainnya.

b. Apabila berdasarkan ketetapan dari pihak yang berwenang terdapat
tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, rrraka. asset lainnya
tersebut direklasi{ikasi meajadi piutang" Datam hal tidak terdapat
tuntutan ganti rug1, maks- asset lainnva tersebut direklasifikasi
menjadi beban.

1. Reklasilikasi ...



1. Reklasifikasi Keluar
ATB BLUD dikeluarkan sebagai akibat adanya proses reklasifikasi asset
dari ATB menjadi Non-A?B BLUD. Traasaksi ini merupakan kebalikan
dari reklasifikasi masuk.

2. Koreksi ATB BLUD
Koreksi ATB BLUD Antara lain disebabkan oleh transaksi-transaksi
sebagai berikut :

a" Koreksi Nilai ATB BLUD sebagai akibat hasil revaluasil
b. Koreksi Nilai A?B ELUD karena aCaa;ra pengembaiian belanja

modal;
c. Koreksi Nilai ATB BLUD sebagai akibat dari hasil temuan {Audit}

Aparat Pengawas Internal Pemerintah {APIP} da::l atau BPK;
d. Koreksi lainnya, misalnya koreksil penye$uaian yang dilakukan

karena adanya belanja modal yffLg menghasiikan asset
ekstrakomtabel.

Koreksi tarrrbe-}rl kuralg nilai ATB BLUD dilakukan tidak hanya terhadap
nilai ATB saja, tetappi juga meny4jikan ulang ailai akumulasi amortisasi
(retrospektifl"

3. Amorlisasi ATB BLUD secara Periodik
a. ATB BLUD dilakukan affiortisasi secara periadic.
b. Metode arnortisasi. garis lurus dipergunakan untuk menghitung

beban amortisasi setiap periode. Dengan demikian, beban
amortisasi diperoleh dengan membagi nilai perolehan ATB BLUD
dengan periode masa manfaatnya.

c" Bebal amortisasi BLUD dilahrkan secara periodic {semester/
tahunan), dengan mengakui adanya beban amortisasi dan
diakumulasikan amortisasinya sep*.njaag mase penggunaan nya.

4. Peny4jian ATB BLUD
Penyajian A?B BLUD dilaporkan keuangan sebagai berikut :

a. ATB BLUD disajikaa pada neraca dalam kelompok Aset Lainnya
dikurangi kontra akun berupa akumulasi amortisasi BLUD;

b. Beban amortisasi A?B dis4jikan dalam Laporan Operasional
sebagai beban penyusutan/ amortisasi.

Secara periodic, BLUD melakukan rekonsiliasi internal secara mandiri
Antara belanja modal dengan mutasi asset tetapl ATB untuk memastikan
setiap realisasi belarq'a madal tersebut dapat ditelusiri secara {isik barang
atau output.
Dalam hal terdapat kesalahan penggunaan akun belanja, dilakukan hal-hal
sebagai berikut :

1. Apabila terdapat realisasi belanja modsl yang menghasilkan barang
yang tidak memenuhi kriteria asset tetap dartl atau ATB, BLUD harus
melakukan koreksil penyesuaian dengan meagakui adanya asset
adanya ekstrakomtabel.

2. Apabiia terdapat perolehan barangay yang rrlemenuhi kriteria Aset Tetap
daal atau ATB namr-rn diperoleh melalui *elain belanja modal, BLUD
harus mengakui dan mencatat Aset Tetap darr.l atau ATB tersebut dan
menyajikannya dalant rreraca dan diungkapkan pada catatan atas
laporan keuangan.

BAE X...



BAB X
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAIN-LAIN

A. DEFINISI
Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat
dikelompokkan dalam aset ta.k berwujud, tagrhan penjualan argsuran,
tuntutan perbend"aharaan, tuntutan ganti il81, dan kemitraan dengan pihak
ketiga.
Aset lain-lain merupakaa aset tetap yang dimaksudkan uatuk dihentikan dari
penggunaaa aset tetap dapat disebabkan kareaa rusak berat, usaflg, danl
atau asset tetap yang tidak digunakan karena mengganggu proses
pemindahtanganan {proses penjualan, se}ya. beli, penghibahan, penyertaan
modali.

B. PENGAKUAN
Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan
direklasi{ikasikan ke datram asset lain-lain.

C. PENGUKURAN
Aset tetap yang dimaksudkan untak diheatikaa dari peaggunaaa akitif
CirekJasifikasi ke dalam Aset iain-ia.ia menuc-ut rril*i tercatatnya. Aset lain-lain
yang berasal dari reklasifikasi asset tetap disusutkar mengikuti kebijakan
penyusutan asset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain
dilakukan berasarkan ketentuan perundar:.g-undaagan,

D. PENYAJIAN DAI{ PENGUNGKAPAhI
Asset Lain-lain disajikan di dalam kelcmpok Aset Lair,Lrlya dan diungkakan
secara rnemadai di dalam CaLK. Hal-hal yang diperlukan diungkapkan Antara
lain adalah factor-faktor yarlg meayebabkaa dilakuka:rnya penghentian
penggunaari, jenis aset tetap yang diheatikan peaggunaannya, dare informasi
lainnya yang relevan"

BAB XI...



BAB XI
KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. DEFINISI DAN JENIS KEWAJIBAN BLUD
Kewajiban BLUD merupakan utang yerrlg timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
BLUD, Kewajiban BLUD Antara lain dapat berupa :

1. Kewajiban Jangka Pendek BLUD
Keu'ajiban Jangka Pendek BLUD adaiah kelajibart yang dihasapkan
dibayar dalam waktu 12 {dua belas} bularr setelah tanggal laporan.
Kewqjiban jangka pendek terdiri dari :

a. Utang Kepada Pihak Ketiga BLUD
Utang kepada Pihak Ketiga BLUB adalatr utang BLUD yang
timbui dari transaksi yang berhubunga::. dengan kegiatan
operasional (pelayanan), serta dana pihak ketiga yang sampai
dengan tanggal pelaporan dikuasi oleh BLUD. Dana Pihak ketiga
dapat berupa d.ana titipan pihak ketiga seperti honor pegawai
yang belum dibayarkaa kepada piha.k yang berhak, uang
jaminan atau uang muka dari pengguna jasa BLUD.

b. Utang Perhitangan Fihak Ketiga
Utang perhitungan pihak las+iga di:rilai sebesa.r kewajiban BLUD
terhadap barang dan jasa yang belum dibayar sesuai
kesepakatan atau peqanjiar' Dalam hal fisik ketiga membangun
fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada
kontrak perjanjian dan sgfosgian,/ seluruh fasilitas atau
peralatan tersebut telah diserah terimakan tetapi belum dibayar
sampai dengan tanggal pelaporan, tne-!<a transaksi tersebut
akan diakui sehagai utang kepada pihak ketiga sebesar jumlah
yang belum dibayar.

c. Utang Bunga
Utang hunga merupakan k*urajiban jangka pendek atas
pembayran trurrga sarnpai dengan tanggal pelaparan.

d. Pendapatan Diterima di Muka
Pendapatan Diterima di MUka BLUD adalah pendapatan yang
sudah diterima di rekening BLUD, tetapi belum menjadi hak
BLUD sepenuhn;ia ka:'ena masih rr:eleFrat kena-jibaa BLUD
untuk memberikan baraag/ jasa. di kemudisx hari kepada pihak
ketiga.

e. Utang Beban
Utang beban adalah tagihan atas beban dan biaya yang berupa
belanja baran.gl jasa atau belanja moda1, yang sampai dengan
tanggal pelapran belum dilakukan pembayaran atau
penyelesaian.

f" Utang Jangka Pendek Lainnya
Utaag jangka pendek 1aian3'a. BLUD adalah utang jangka pendek
yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam ut*rg usahas, utang
pihak ketiga, belanja yang masih harus dibayar, maupull
Pendapatan Diterima di Muka.

2. K*rqjiban.""



2. Kewajiban Jangka Panjang BLUD
Kewajiban Jangka Panjang BLUI] adalah pinjaman jangka panjang
BLUD fiatuh tempo iebih derri 12 bulan) yarg timbul dari aktivita.s
pembiayaan jangka panjang yang sampai dengan tanggal pelaporan
belum dilakukan pembayaran atau penyelesaian.

B. PENGAKUAN KEWAJIBAN BLUD
1. Pengakuan Kewajiban Jangla Pendek BLUD

a. Utang kepada Pihak Ketiga
Utang Pihak Ketiga BLUD diakui pada *ae"t :

1) Timbulnya kew4jiban BLUD berupa tagihan atas perjanjian/
kontrakl dokumen lain belanja yaflg dipersamakan terhadap
barang dan jasa yang telah diterima; dan/ atau

2) Diterima dana dari pihak ketiga berupa daaa titipan pihak ketiga
seperti honor pegawai yang belum dibayaskan kepada pegawai
yang berhak, atau uangjaminan atau uarrg muka dari pengguna
jasa BLUD.

b. Utang Perhitungan Pihak Ketiga
Diakui pada saat dilakukan pernot*ngan oleh hendahara BLUD.

c. Utang Bunga
Utang Bunga sebagai bagran dari kewajiban atas pokok bunga berupa
kewajiban bunga yar:g telah terjadi dan belurn dib*yar.

d. Pendapatan diterima dimuka
Pendapatan diterima di muka diakui pada saat terdapat atau timbul
klaim pihak ketiga kepada BLUD terkait kas yang telah diterima BLUD
dari pihak ketiga tetapi belum ada perryerahan barungl jasa dari BLUD
pada akhir periode laporan. Peadapatan diterima di muka diakui
dengal menggunaks.ft pendekatam pendapat*"n *ehingga akun akun
ini hanya rnuncu} pada akhir tahun sebagai penyesuaian untuk
memisahkan pendapatan yang beaar-benar merupakan hak periode
be4'alan dari pendapatan yerr,g sebenarnya baru menjadi hak pada
periode berikutnya.

e. Utang Beban
Utang Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban berupa resume
tagihan atas sejumlah belanja yang bersumber dari alokasi dana DPA/
RBA, yang sampai d,engan taaggal pelaporan belum dilakukan
pembayaran oleh BLUD danl atau berupa perhitu*gan akrual hiaya-
biaya yang belum jatuh tempo.

f. Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang jangka pendek lainrrya diakui pada saat timbulnya kew4iiban
BLUD untuk membayar utaag yang tidak dapat diklasifikasikan ke
dalam utang usaha, utang kepda pihak ketiga BLUD, Belanja yang
masih harus dibayar, dan pendapatan diterima di muka.

2. Utang Jangka Panjang BLUD
Utang jangka panjaag BLUD diakui pada saat melakukan reklasifikasi
penjaman jengka panjang yarlg akan jatuh tempo dalam waktu 12 {dua
belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi
kecuali bagian lancer utang jangka panjang yang akan di danai kembali.

C. PENGUKURAN ...



C. PENGUKURAN KEWAJIBAN BLUD
1. Kew4jiban Jangka Pendek BLUD

a. Utang Kepada pihak Ketiga BLUD
Utang kepada pihak ketiga BLUD dinilai sebesar kewajiban BLUD
terhadap barang dan kasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan
atau perjanjian. Dalam hal pihak ketiga membangun fasilitas atau
peralatan sesani dengaa spesi{ikasi yaag ada pada kantrak perjanjian
dan sebagian/ seluruh fasilitas ats,u peralatan tersebut telah diserah
terimakan tetapi belum dibayar sampai dengaa tanggal pelaporan,
maka transaksi tersebut aka.n diakiii sebagai utang kepada pihak
ketiga sebesar jumlah yang belum dibayar"

b. Utang Perhitungan Fihak Kstiga {PFKI
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar
kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oieh bendahara BLUD
belum disetorkan kepada yang berkepeatingan.

c. Utang Bunga
Nilai yang dicantumkan daiam rreraca uatuk akua ini adalah sebesar
k-ewajiban bu::.ga yeng telah terjadi tefapi belurn dibayar oleh BLUD.

d. Pendapatan diterima dimuka
Nilai yang dicantumkan dalam aeraca akun ini adalah sebesar bagian
barungljasa yarlg belum dibayarkan oleh BLUD kepada pihak ketiga
sampai dengan tanggal neraca.

e. Utang Beban
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini sebesar bagian
barang/ jasa yarrg belum dibayarkan oleh BUD sesua"i dengan
perjanjian atau perikatan sarnpai dengan tanggat neraca.

f. Utang Jarigka Pendek Lainnya
Pengukuran ata-s utang jangka pendek lainny-a berdasarkan dari nilai
yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode
akuntansi atau tanggal pelaporan.

2. Utang Jangka Panjang BLUD
Utang jangka panjang BLUD diukur berdasarkan nilai yarrg disepakati
dalam perjanjian kemitraaa sebesar ailai yang belum dibayar.

D. PENYESUAIAN NILAI KEUTAJIBAI{ BLUD SECARA PERIODIK
Dalam rangka penyusurran laporan keuangaa peri*dic, nilai utang ELUD
dilakukan penyesuaian untuk m*:-:entuk-an :

1. Nilai saldo akhir sesuai dengan masing-masing buku pembantu
terhadap utang usaha BLUD, utangjangka pendek lainnyayang belum
terselesaikan, terlunasi, terbayarkan, darrl atau tersalurkan sampai
dengan periode pelaoraa.

2. Penyesuaial nilai akhir pendapatan di.terirna di muka sesuai denga,n
buku pembantu untuk pekerjaan atau peayelesaiaa kkewqjiban yang
telah diselesaikan dan diserahkan kepada pihak ketiga atau rekanan
sesuai dengan peqjanjian" Misalaya pend.apataa serva gedurrg yang
sudah diterir:ra kasnya secera penuh rlumuka oieh BLUD dan peiode
sewa tersebut melewati perirde pelap*ran tahuaa:r, sehingga diakhir
pelaporan BLUD mengideatifikasi sisa. ailai pendapatan diterima di
muka untuk periade serl'a yang belura dinik*ati *leh pihak ketiga.

3. Rekiasifikasi atas identifikasi bagran lancer dari utangjangka panjang.

E. PENYAJIAN .."



E. PENYAJIAN KEWAJIBAN BLUD
Penyajian kewqjiban BLUD di Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban BLUD yang disajikan pada p*s kewajibal janska pendek
dineraca:
a. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga pada umurrulya merupakan utang
jaagka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/ jasa
diterima. Disqiikan dineraca dengan klasifikasil post kewajiban
jangka pendek. Ei::ciaa utang k-epada pih*.k ketiga
diungkapkandalam CaLK.

b. Utang Perhitungan Fisak Ketiga {PFK}
Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera
dibayar. Oleh karena itu terhadap utang ini disajikan dalam neraca
denga klasifikasil post kewajiban janeka pendek. Pada akhir
periode pelaporan jika masih terdapat *aldo pengutanl potongan
yang belum disetorkan kepa.da- pihak 1ain, Bunga sa.ldo pungutanl
potongan tesebut hams dicatat pada laporan keuangan *ebesar
jumlah ya*g masih harus disetarkae.

c" Utang Bunga
Utang bunga maupun csmmitment fee merupakan kewjiban jangka
pendek atas pembayaran Bungan sampai dengan tanggai
pelaporan. Rincian utang bunga maupur commintent fee untuk
masing - masing utang diungkapkan pada catatan atas Laporan
Keuangan {CaLK}. Utang bunga mampun commitment fee
diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

d. Pendapatan Diterima di Muka
Pendapatan diterima di m*ka disqjikan *ebagai kewajiban jangka
pendek di neraca. Riacian atas pendapatan diterima dimuka
diungkapkaa dalam Catatan atas Lapararr Ksuangan {CaLK}

e. Utang Beban
Utang beban disajikan dalam neraca kewajiban jangka pendek dan
rinciannya diungkapkarr dalarn Catatan atas Laporarl Keuangan
(CaLK)

f. Utang Jangka Pendek l-a-innya
Dis4jikan dalam neraca dalam klasifikasi kewqfitraa jangka pendek

2. Kewajiban Jaagka Panjaag dieajikan dalam neraca dengan klasi{ikasil
pos utang jangka panjang. Rincian Kewajiban Utaag Jangka Panjang
diungkapkan dalam Catatan atas Laporaa Keuamgan {CaLK}

SAB XIi -..



BAB XII
KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

A. DEFINISI
Ekuitas adalah jumlah kekayaa:r bersih yang merupakan selisih Antara

jumlah keseluruhan aset dengaa jumlah keseluruhan kewajiban atau

hutang.
perubahan Ekuitas sampai dengaa tanggat pelap*raa disajikan daJam

Laporan Perubah*n Ekuitas yarLg ra=liputi salde a"'sal ekuitas, surplusrl

deficit-Lo, koreksi-koreksi yang las.gsung menarnbahl menguralgl ekuitas

dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung rnenambahl menguraragl

ekuitas Antara lain berasal dari dampak kumulatif peruba.han kebijakan

akuntansi dan kesaiahaa mendasar seperti:
Koreksi kesalahan mendasar dari persediaa* yang terjadi pada perieide-

periode sebelumnya dan perubahan r:ilai aset karena revaluasi asset tetap.

B. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN EKUITAS
pengakuan dan Pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan

akun investasi jangka panjaag, a.sset, pembial'aan dan pengakuan

kewajiban.
C. PEI{YAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Ekuitas disajikan dalaar Neraca., dan Laporan Peruba.han Ekuitas serta

diuangkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB XIII ...



BAB XIII
KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

A. DEFINISI
Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akan/ pos
yang tersaji dalam laporan keuangan entitas men3'adi sesuai dengan yang
seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akunl pos yang secara
signifikan tidak sesuai dengan yaag seharungaya yang mempengaruhi
laparan keuangan periode be{alan atata periode sehelumnya. Sehingga
koreksi kesalahan merupakan tindakan uatuk membetulkan kesalahan
penyajian dalam suatu akun/ pos"

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan
karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran, kesalahan
hitung, kesalahan penerapan standar akuntansi, ke1a.1aian, dan lain-lain.
Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu
dibuat, narnun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah
sebabnya aka nada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan
farcahr r *LUI gVUULT

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua)
jenis :

1. Kesalahan Tidak Berulang
Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan
tidak akan te{adi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan met4adi 2
(dualjenis :

a. Kesalahan tidak berulang yaylgterjadi pada periode berjalan;
b. Kesalahan tidak berulangyang terjadi pada periode sebelumnya.

2. Kesalahan Berulang
Kesalahan berulang merupakan kesalahan yar:g disebabkan sifat
alamiah (norma! dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan
terjadi secara berulang. {misalnya penerimaan pAjak}.

B. PERLAKUAN
1. Kesalahan tidak herulang

a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi periode be{alan.
Kesalahan jenis ini, baik yang menlpengaruhi posisi kas maupun tidak
dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode
berjalan.

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang
terjadi dalam periode sebelurnnya rr.a.firrlrr laporan keuamgan periode
tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya
dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya
memiliki perlakuan yang berbeda.

1) Koreksi - Laporan Keuangan belum diterbitkan
Apabila Lapora:r Keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan
Cengan pembetulan pada al<un yang bersangkutan, baik pada
akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun
pendapatan-Lo atau akun beban.

2) Koreksi



2J Koreksi - Laporan Keuangan sudah diterbitkan
Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja {sehingga
menyebabkan penerimaa kembali belanja) yarLg tidak berulang
yang terjadi pad.a periode-periode sebelumnya dan menambah

posisi kas, apabila laporan keuasgan periode tersebut sudah

diterbitka:e {Perda Pertanggungiawaban}, dilakukan dengan

pembetulan pada akun pendapatan lain-1ain-LRA. Dalam hal

mengakibatkan peflgurangan kas dilakukan dengan pembetulan

pad.a akun Saldo Anggaran Lebih.
Koreksi kesalahan ata.s penertrsaan pendapata.n yang tidak
berulang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan

menambahkan maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan

keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan

pembetularr. pada akun kas dan ekuitas.
2. Kesalahan berulang

a. Keselahan herulang dan sistemik adalah kesatahan yang disebabkan

sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang

diperkirakan akan terj adi berulang. (contoh rly a pe*erirnaan paj ak) .

b. Kesalahan berulang tidak memerLukan koreksi melainkal dicatat pada

saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan
pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun
pendapatan-Lo yang bersangkutan-

BAB XIII



BAB XIII
KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPO RAN KEUANGAN KONSOLIDASI

A. DEFINISI
Kebijakan laporan keuangan konsolidasi untuk menyusun laporan
keuangan konsolidasian dalam rangka menyajikan laporan keuangan
pemerintah daerah untuk tujuan informasi keuangan BLUD.
Konsilidasi adalah proses penggabungan Antara akun-akun yang
diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entita.s pelaporan
lainnya atau entita-s akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan
mengeliminasi akun-akun tirnbal barik agar dapat disajikan sebagai satu
entitas pelaporan konsolidasiaa.
Laporan keuangan konsolid,asi adalah suatu laporan keuangan yang
merupakan gabungaa keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan
atau entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

B. PEI{YAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
1' Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari Laporan Realisasi Anggran,

Laporan Perubahan sAL, Laporan oprasio*.al, Laporan perubahan
Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan CaLK disajikan oleh entitas
pelaporan.

2. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang
sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi
jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

C. PROSEDUR KONSOLIDASI
1. Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan ini dilaksankan dengan cara

menggabungkan dan menjumlahkaa akun.
2. Selaku satuan ke{a pelayaaan berupa Badan, walaupun bukan bentuk

badan hokum yang mengelola kekayaan Negara dipisahkan, BLUD ad,alah
entitas pelaporan Pemerintah Daerah"

3. Konsolidasi laporan keuagan BLUD pada pemerintah daerah yang secara
organisatoris membawahinya dilaksanakan setelah pelaporan keuangan
BLUD disusun menggun ak;rr. yalrg sama dengan standar akuntansi yang
digunakan oleh organisasi yang membanvahinya.

ANG



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARO

PROSEDUR AKUNTANSI BAI}AN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARO

A. PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN.
1' Prosedur akuntansi pendapataa pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten Karo meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan,
penggolongan, peringkasarl sampai dengan pelaporan keuangan yang
berkaitan dengan pendapatan dalam rangka perta,ggungiawaban
pelaksanaan BLUD Rurnah sakit umum Daerah Kabupaten Karc.
Dalam Sistem Akuntansi pemdap ata,,r, terdiri dari Sistem Akuntansi
Pendapatan LO dan Pendapatan LRA. Bagian Akuntansi mencatat
transaksi/ kejadian pendapatan LO pendapatarl LRA berdasarkan bukti
transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA, Buku Jurnal LO dan
Neraca, melakukan posting jurnal-jurnal transaksi kejadian pendapatan
LO dan Pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-masing rekening
(rincian objek), men]rusun Laporan Keuangan, yangterdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran {LRA}, l,aporan Operasional {LO}, Neraca dan Catatan
atas Laporan Keuangan {CaLK).

2. Fungsi yang terkait
a. Bendahara Penerimaan
b. Bagian Pengelolaan pendapatan
c. Bagran Akuntansi

3. Dokumen yang digunakan
a. Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti penerimaan lainnya yang

dipersamakxt, merupakan dokumen yang dibuat Bend,ahara
Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu derrr/ atau pihak
ketiga yang dipergunakan untuk menyetor penerimaan pendapatan
BLUD, ke Rekening Bendahara Penerimaan pada Bank SUMUT
Kabanjahe.

b. Rekapitulasi Penerimaan Harian {RPH}, merupakan dokumen yang
dibuat Bendahara Penerirnaan untuk meringkas penerimaan BLUD"

c. Copy Buku Kas Umum Bendahara?etterimaan.
d. Laporan Pertanggungjawaban {SPJ} Bendahara Penerimaan,

merupakan dokumen yang dibuat Bscda}.ara Penerimaan.
4. Catatan yang digunakan / Jwlr;l standar :

a. Pendapatan LO diakui pada saat tirnbulnya hak atas pendapatan
kriteria ini dikenal juga dengan earned, atau pendapatan direalisasi,
yaitu adanya aliran masuk sumberdaya ekonomi yang sudah diterima
pembayaran secara tunai {realized}.

b. Pendapatan LRA menguaakan basis Kas, sehingga pendapatan LRA
diakui pada saat diteirna di rekening Bendahara Per:.erirnaan:,, atau
diterima oleh BLUD.

c. Buku .".



c' Buku Jurnal Khusus Pend,apatan, digunakan untuk mencatat dan
menggolongkan $emua transaksi atau kejadian penerimaan dan
penyetoran pendapatan BLUD.

d' Buku Besar, digunakan untuk memposting semua transaksi dalam
rekening tertentu yangtelah dicatat dalamBuku Jurnai.

5. Uraian Prosedur
a' Bagran Akuntansi menerima SPJ Penerimaan beserta. lampirannya

dari Bendahara penerimaan.
b' Berdasarkan SPJ Penerimaan darr tamptraartya Eagian Akuntansi

mencatat jurnal khusus pendapatan dengan jurnal.
1) Pendapatan Kas/ Setara Kas.

Pada saat penenrnaar' kas dan setara kas :

Jurnal LO :

Db. Kasl setara kas
Kr. Pendapatan pelayanan {LO} ... .. x}oo<

Jurnal LRA :

Db. Perubahan SAL ....... .. )oo<:(
Kr. Pendapatan pelayanan (LRA)

2J Pendapatan bunga Deposito :

Jurnal LO :

Pada saat penerimaan pendapatan bunga :

Db. Kas/ setara kas .. ..... xlc(x
Kr. Pendapatan bunga {LO}

Jurnal LRA :

Db. Perubahan SAL

.. xxxx

Itu. Pendapatan bunga {LRA}
3) Pendapatan piutang diakui saat timbulnya hak tagih karena

adanya tunggakan dari pasien yang belum lunas tagihannya,
dengan kriteria telah diterbitkan surat ketetapan atau telah
diterbitkan surat penagihan dan tela}, dilaksanakan peaagihan.
Bagian Akuntansi mencatat Piutang Pendapatan berdasarkan
informasi dari Bagian Pengelolaan Pendapatan.
Ilustrasi Jurnal :

a) Pada saat jasa diberikan pada pasien umum/ peror€rlgan :

Jurnal LO :

Db. Piutang perorangalr.
Kr. Pendapatan pelayanan

b) Pada saat jasa diberikan pada pasien jaminan :

Db. Piutangjaminan )c(xx
Kr. Pendapatan pelayanan ..... ><:o<><

fiumlah yang dicatat adalab sebesar teriff kesepakatan dengan
penjamin).
c) Pada saat melakukan penyisihan kerugian piutang :

Jurnal LO :

Db. Beban penyisihan kerugian piutang )<:c<>(

Kr. Cadangan kerugian piutang .. xxxx
d) Pada saat penghapu$an piutang:
Jurnal L0 :

Db. Cadangan kerugian piutang
xx:(x

xro(x
>ooo(

xxxx

xxl(,x

>o(xx

Kr. Piutang pelayanan

e) Pada...

x:o(x



e) Pada saat penerimaan dari piutang yang telah dihapuskan
Jurnal LO :

Db. Kasl setara kas
Kr. Pendapatan lain-lain

Jurnal LRA :

Db. Perubahan SAL

)()OO(

)ooo(

xxxx
xxxxKr. Pendapatan lain-lain {LRA}

c. Dalam kondisi tertentu, dimungkinkan terjadi pengembaiian
kelebihan pendapatan yang harus dikembalikan ke pihak ketiga.

1) Jika pengembalian kelebihaa peadapatan sifatnya berulang
{recurring} yang terjadi di periode tahun berjalan, Bagian
akuntansi berdasarkan informasi dari Bagran pengelolaan
Pendapatanl Bendahara penerimaan, rnzncatat transaksi
pengembalian kelebihan tersebut dengan rnenjurnal "Akun
Pendapatan" di Debit dan Ka.s di Kredit.

2) Jurnal tersebut juga berlaku bagi pengembalian yang sifatnya
tidak berulang tetapi tedadi daiam periode tahun berjalan.

3l Jika Pengembalian keletrihan pendapatan yang bersifat tidak
berulang {non recurring} dan terkait d.eagan pendapatan tahun
sebelurnnya, maka pengembalian kelebihan tersehut diakui
sebagai pendapatan lain-lain.

d. Setiap periode, jurnat-jurnal tersebut diposting ke Buku Besar sesuai
dengan kode rekening pendapatan.

e. setiap akhir bulan, ba.gian akuntansi memindahkan saldo-saldo yang
ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo.

f" Setiap akhir tahun semua buku besa-r ditutup sebagai dasar
penyusunan laporan keua:rgan.

B. PROSEDUR AKUN?ANSI BEBAN DAN BELANJA
1. Prosedur akuatansi

Prosedur akuntansi untuk pengakuan dan pencatatan beban dilakukan
desuai dengan fungsi yang melakukan pengeluaran kas, yaitu Bendahara
Pengeluaran. Oleh sebab itu prosedur akuntasi untuk pengeluaran yang
dilakukan oleh Bendahra Pengeluaran dapat d{ielaskan sebagai berikut :

a. Bendahara Pengeluaral menerima dokumen tagihan dari pihak ketiga
atau dokumen surnber lai*aya.

b. Berdasarkan dokumen tersebut Bendahara Pengeluaran rnelakukan
proses pembayaran dan penatausahaan sesuai dengan system dan
prosedur penatausahaan keuangan.

c. Bagi661 Akuntansi mebuata dokumen akuntansi berdasarkan
tembusan dokumea Pembayaran/BKu atau dokumen sumber lainnya
dari Bendahara Pengeluatan;

d. Bagian Akunta:rsi melakukan pencatata:r akuntansi dalam buku
jurnal berdasarkan dokumen akuntansi;

e. Bagian Akuntaasi melakukan posting jurnal ke buku besar; dan
berdasarkan saldo Buku Besar Bidang Akuntansi Menyusun Laporan
Keuangan.

2. Pihak...



2. Pihak yang terkait.
a. Bendahara pengeluaran
b. Bagian Anggaran dan perbendaharaan
c. Bagian Akuntansi

3. Dokumen yang digunakan
a.Buku Kas Umum (BKU)
b'surat Pertanggungiawaban {sPJ} beserta lampiran dan bukti-bukti

yang sah, merupakan dokumen yang dibuat Bend.ahara pengeluaran.
c.Surat Tanda Setoran (STS), merupakan dokumen ]iang dibuat oleh

Bendahara untuk menyetor pengembalian beranja,
C. PROSEDUR AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

1' Prosedur akuntansi Kas dan setara kas pada BLUD Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Karo meliputi serangkaian proses mulai daripencatatan, penggorotagarl, peringkasan sampai dengan peraporan
keuangan berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke yang BukuJurnal Penerimaan Kas/ pengeluaran Kas, memposting jurnal_jurnal
transaksilkejadian kas d.an setara kas ke dalam Buku Besar masing-
masing rekening {rincian objek}

2. Fungsi yang Terkait.
a. Pejabat Penatausahaan Keuangan
b. Bendahara Pengeluaran BLUD dan SKpD
c. Bendahara penerimaarl
d. Bagian Akuntansi.

3. Dokumen yang digunakan
Dokumen yafig Digunakan dalarn system akuntansi kas dan setara kas
pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo mengikuti
dokumen terkait penerimaan kas dan pengeluaran kas pada sistem
akuntansi akun-akun Pendapatan, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

4. Jurnai Standar.
Jurnal standar terkait kas dan setara kas mengikuti transaksi penerimaan
kas dan pengeluaran kas pada system akuntansi akun-akun Pendapatan,
Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Jika kas dan setara kas bertambah
maka akan dicatat disisi "debit' sedangkan jika kas dan setara kas
berkurang akan dicatat disisi "kredit".
Jurnal Standar - Kas dan Setara Kas Saat Bertambah

Db. Kas Setara Kas vvwv

Kr. Pendapatar:/ Aeet/ Kewajiban Ekuitas ... )oo<:(x
Jurnal Stasdar - Kas dan Setara Kas Saat Berkurang

Kr. Pendapatanl Aset/ Kewajiban Ekuitas ... xx:ilo(
Db. Kas Setara Kas .. :<>r:r:<>(

D. PROSEDUR AKUNTANSI PIUTANG
1. Prosedur akuntansi piutang akan dilakukan Bagian Akuntansi apabila

terjadi transaksi pendapatan dengan penangguhan penerimaan kas
walaupun pendapatan rumah sakit terjadi dan diakui,
Berdasarkan bukti atas transaksi yang mempengaruhi pituang Bagian
Akuntansi melakukan pencatatar jurnal pada buku jurnal kemudian
dilakukan posting ke buku besar dan buku besar pembantu piutang
sesuai akun.

2. Fihak-pihak yang terkait :

a. Bendahara Penertmaan
b. Bagian Pengelolaan PendaPatan
c. Bagian Akuntansi.
d. Pasien/ Fihak Ketiga laianYa.

3. Dokumerr .."



3. Dokumen Sumber
Dokumen sumber yang digunakan pada Akuntansi piufang :

a. surat Ketetapan piutang dari Bagian pengelola pendapatan
b. Surat Pernyataan Hutalg dari pasien/ keluarga
c. Bukti pembayaran
d. Surat Tanda Setoran {STS}
e. Bukti setor lainnya.

4. Pencatatan Transaksi
Ketika Bagran Akuntaasi menerima Surat Ketetapan piutang Cari Bagian
Pengelola Pendapatan, maka BLUD Rumah sakit umum Daerah
Kabupaten Karo akan mengakui adarrya piutang akibat transaksi
tersebut dengan mencatan "piutangl pada sisi debit dan
"pendapatan...(sesuai rincian objek), pada sisi kredit.

Db. Piutang
Kr. Pendapatan ...". )ao(x

Pada saat pasien/ pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran, maka
Bagian Akuntansi mebuat jurnal untuk pembayara, Bendahara
Penerimaan :

Db. Kas :<:Clr:(
Kr. Piutang xxxx

E. PROSEDUR AKUNTANSI UANG MUKA
1. Prosedur Akuntansi

Uang muka menurut tujuan peagguaaannya dibagi menjadi d.ua jenis,
yaitu uallg muka dinasl kegiatan dan uang muka pembelian barangl
jasa.

a. Uang muka diakui pada saat pembayaran kas.
b. uang muka dinasl kegiatan berkurang pada saat

dipertanggungi awabkan.
c. Uang muka pembelian barang/ jasa berkurang pada saat barang/

jasa diterima.
2. Pihak-pihak terkait :

a. Bendahara Pengeluaran
b. bagian Anggaran Perbendahara€uL
c. Bagran Akuntansi
d. Pemangku Kegiatanf Pihak ketiga lainnya.

3. Dokurnen Sumber
Dokumen Sumber yang digunakan pada Akuntansi uang muka :

a. Bukti pembayran uarrg muka
b. Bukti pembayaran lainnya
c. Bukti pertanggungjawaban.

4. Pencatatan Transaksi :

a. Pada saat pembayaran uang muka
Db. Uang muka ... >coo(

Kr. Kas/ setara kas )c(xx
b. Pada saat uang muka dinasl kegiataa dipertanggungjar,r,abkan

Db. Beban yang terkait xxxx
Bd. Kas ... )o$(x

xxxxKr. Uang muka

Jika



Jika uang muka kurang :

Db. Beban yang terkait ..,... xl(]o<

Kr. Uang muka ." loco(
Kr. Kas/ setara kas .. xlo(x

c. Pada saat penerimaan barang I jasa yang di beli dan pelunas€ul"

pembayaran :

Db. Asset yang terkait )<>co(

Kr. Uang muka xxlc(
l{"r. }{a*/ setara kas

F. PROSEDUR AKUNTANSI BEBAN DIBAYAR DIh{UKA
1. Prosedur Akuntansi

Beban dibayar dimuka diakui pada saat peageluaran uang tetapi jasal
prestasi belum diterima.
Beban dibayar dimuka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalu
waktu pen.ggunaan.

2. Pihak-puhak terkait :

a. Bendahara Pengeluaran
b. Bidang Anggaran Perbendaharaan
c. Bidang Akuntansi dan Veri{ikasi
d. Pihak ketiga

3. Dokumen Sumber :

a. Bukti pembayaran
b. SPK/ Kontrak/ MOU

4. Pencatatan Transaksi :

a. Pada saat PembayararL beban dibayar dimuka :

Db. Biaya dibayar dimuka ".... xxxx
Vr l{aq rll an sptara lzaq vvvv

b. Saat pembebanan tahun berjalan dan akhir periode :

Db. Beban yang terkait ,<:c(x

Kr. Biaya dibayar dimuka )(}<xx

G. PROSEDUR AKUNTANSI PERSEDIAAN
l-. Prosedur akuntansi

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonsmi masa depan
diperoleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo dan
mempunyai nilai atau biaya yaslg dapat diukur dengan andal, serta pada
saat diterima atau hak kepemilikannya danl atau kepenguasaannya
berpindaI..

2. Pihak-pihak terkait
a. Pengelola gudang sebagai penerima barang
b. Pengurus barang/ penyimpelnarl
c. Bagran Anggaran daa Perbendaharaan
d. Bagian Akuntansi

3. Dokumen Sumber
Dokumen sumber yang digunakaa pada Akuntansi Persediaan Bagian
Akuntensi meliputi :

a. Berita Acara Penerima Barang
b. Bukti Pengeluaran Barang
c. Laporan Persediaan I l,aparan stock opflaJne bulanan
d. Faktur barang

4- Fencatatan



Pengeluaran :

Db. Persediaan
Kr. Kas

Jurnal pengadaan Persediaan dengan pengakuan Utang
Db. PerseCiaan. ]r-\C{X

I{r. Utang .".... tooc(
b. Pada akhir tahun, berdasarkan tembusan tembusan berita a:cara hasil

opname fisik persediaan dari bagian gudang. Bidang Akuntansi akan
melakukan pencatatan per*ediaan {akhir} dan pengurangan
Persediaan.

Db. Biaya Pemakaian Persediaan xtoa(
Kr. Persediaan :co(x

H. PROSEDUR AKUNTANSI INVESTASI
1. Prosedur Akuntansi

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau asset lainnya yang
dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:
Memungkinkan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo
memperoieh manfaat ekonorni dan mafaat social atau jasa potensiai di
masa depan; atau nilai perolehan ata-u nilai wajar investasi dapat diukur
secara memadai / andal lreliabtel.

2. Berdasarkan Jangka Waktunya Investasi dibagi menjadi :

a. Investasi Jangka Pendek
Investasi jang.ka pendek merupakan investasi yang memiliki
karakteristik dapat segera diperjualbelikar/ dicairkan dalam waktu 3
bulan sampai dengan 12 bulan.
Investasi janska pendek digunakan untuk tujuan manqjemen kas
dimana BLUD Rumah Sakit Umum Baerah Kabupaten Karo dapat
menjual/ mencairkan investa.si tersebut jika muncul kebutuhan kas.
Missal : Investasi dalam Deposit, lnvestasi Jangka Pendek lainnya.

b. Investasi Jangka. Panjang :

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya
memitriki jangka waktu iebih dar. tZ bulan. Investasi jangka panjang
dibagi menurut sifatnya, yaitu :

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanea
Investai jangka panjang nonperfilanen merupakan investasi
jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak
berkelanjutan atau suatu wa"ktu a-kar: dijual atau ditarik
kembali.
Missal : Dana Bergulir, Investasi dalam Surat Utang Negara.

2) investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi j angka pa.njang perrre.n en merupakan investasi janska
panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan
atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali,
Missal : Penyertaaa Modal kepada BUMD, Penyertaan Modal
kepdan Badan Usaha Mitik Swasta.

x)c(x
J(}O(}(

3. Penyajian..

4. Pencatatan Transaksi
a. Berdasarkan tembusan Bukti Bendahara Pengeluaran/ Invoice,

Bidang Akuntansi dan Verifikasi akan melakukan Jurnal;
Jurnal pengadaan Persediaan dengan Pembayaran melalui Bendahara



3. Penyajian di Laporan Keuangan:
Investasi jangka pendek dis4iikan sebagai bagran dari Aset lancer,
sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagran dari
Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi
Nonpermanen dan Investasi Permarten.

I. PROSEDUR AKUNTANSI ASET TETAP
1. Prosedur Akuntansi :

a. Prosedur akuntansi aset tetap pada BLUD Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Karo meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi
atas perolehan, pemelihara:Ln, rehabilitasi, peruba.han klarifikasi
terhadap aset tetap yang dikuasai/ digunakan.

b. Transaksi-transaksi tersebut secara garis besar digolongkan dalam 2
kelompok besar transaksi, yaitu penambahan nilai asset dan
pengurangan nilai aset.

c. Penambahan aset Antara lain berasal dari pembelian, pembuatan/
pembangunar yang dilaksanakan baik melalui kontrak maupun yang
dilaksanakan secara swakelola, hibah, dan dari nilai satuan minimum
kapitalisasi aset tetap dari hasil pengernbangan, rekiasifik-asi, dan
renovasi yang besara:rnya ditetapkan dalam kebijakan akuntansi.

d. Pengurangan aset Antara lain karena penghapusail dan dihibahkan ke
pihak lain.

2. Pihak-pihak yang terkait
a. Bagran Pengelotra Aset
b. Pengurus Barang
c. Bagran Akuntansi
d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah {BPKAD}.

3. Dakumen yang digunakarr
Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi asset tetap pada
BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo adalah bukti
memorial, yastg merupakan dokumen untuk mencatat transaksi dan/
atau kejadian yang berhubungan dengan asset tetap.

a. Berita Acara Serah Terima {BASTI Tagihan Pihak IIII Kuitansi};
b. Berita Acara Pelepasan Aset tetap/ SK Penghapusall Barang;
c. Laporan Aset.

4. Catatan yang digunakan
a. Buku Jurnal umum, digunakan untuk mencatat dan

menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang tidak dicatat
dalam jurnal penerimaan pendapatan maupun jurnal pengeluaran.

b. Buku besar, digunakan untuk rnemposting semua transaksi dalam
rekening yang telah dicatat dalam Buku Juraal Umum.

5. Uraian Prosedur
a. Berdasarkan transaksi yang berupa Berita acara penerima barang,

dan atau Berita Acara Serah Terima Barang, d*n atau berita acara
penyelesaian pekeq'aan. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Karc membuat bukti meraorial. Bukti memoriai tersebut
dapat dikembangkan dalam format sesua.i dengan kebutuhan yang
sekurang-kurangnya mencatat informasi mengenai :

1) Jenis/ nama aset tetap
2l Kode rekening terkait
3) Klasifikasi aset tetap
4) Nilai aset tetap
5) Tanggal transaksi

b. Untuk ...



b. Untuk penambahal nilai asset setelah adarrya pembelian Aset
Tetap, berdasarkan bukti memorial tersebut, BLUD Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Karo mengakui penambahan aset
dengan menjurnal pada jurnal umum :

Db. Aset
Kr. Kas/ Ekuitas Hibah xxxx

c. Dalam hal pengurangan aset setelah adanya usulan penghapusan
Aset tetap, berdasarkan bukri memorial, BLUD Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Karo mengakui peng.rrangan aset
dengan menjurnal :

Db. Aset lain-lain
Db. Akumuiasi penlrusutan Aset Tetap xx)c(
Kr. Aset tetap .. xxxx
Kr. Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain tco(x

d. Setiap periode jurnal-jurnal tersebut diposting ke Buku Besar
sesuai dengan kode rekening berkena.an.

e. Setiap akhir bulan, Bagian akurrtaasi memindahkan saldo-sa1do
yang ada di tiap buku besar ke Calam Neraca Saldo.

f. Setiap akhir tahun seruua buku besar ditutup sebagai dasar
penyusunan laporan keuangan BLUD.

J. PROSEDUR AKUNTANSI ASET LAINNYA
1. Prosedur Akuntansi

a. Aset tidak berwujud diakui pada saat dikeluarkannya darra untuk
memperoleh asset tersebut sebesar biaya perolehannya.

b. Biaya perolehan untuk pengembar.gan diakui sebagai beban
pengembangarl yang ditangguhkan.

c. Asset tiCak berrn ujud berkurang pada *aat d.i*.mortisasi sebesar
jumlah alokasi yang sistematis.

d. Jumlah alokasi yang sistematis tersebut diakri sebagai beban
amortisasi pada saat te{adinya.

2. Pihak-pihak yang terkait :

a. Bagian Pengelola Aset
b. Pengurus Barang
c. Bidang Akuntansi dan Verifikasi
d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. {BPKAD}

3. Dokumen Sumber :

a. Berita Acara Serah Terima TBAST/ Tagihan Fihak III/ Kuitansi);
b. Berita Acara Pelepasan Aset Tetap/ SK. Penghapusan Barang;
c. Laporan AsetTetap.

4. Pencatatan Transaksi :

Pada saat pengeluaran untuk biaya pengemban5arL atau memperoleh
Aset Tak Berwujud :

Db. Paten/ Aset Tidak Berwujudl Pengembangan ]caa(
I{r. Kas/ Setara Kas xxxx

Pada saat amortisasi Aset TiCak BerwujuC
Db. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud ... xxxx
Kr. Akumulasi Aset Tak Berwujud

)oua(

... )ooa(

xxxx
K. PROSEDUR AKUNTANSI ASET LAI$-LAIN

1-. Prosedur Akuntansi
Aset lain-lain diakui pada saat Aset Tetap dihentikan dari pengunaan
aktif dan direklasifikasikan ke dalam Aset lain-lain.

2. Pihak...



2. Pihak-pihak yang terkait:
a. Instalasi Pengelola Aset
b. Pengurus Barang
c. Bagian Akuntansi dan Verifikasi
d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah {BPKAD}.

3. Dokumen Sumber :

a. Laporan Aset Tetap
b. Laporan Kondisi Barang
c. Usulan Penghapus Barang.

4. Pencatatan Transaksi berdasarkan berita acara opluJne sesuai dengan
usulan penghapusan terkait aset taetap yang sudah dihentikan
penggunaannya atau rusak, Bidang Akuntansi dan Verifikasi mencatat
pengakuan asset lain-lain dengan menjurnal "Aset Lain-lain" di debit
sebesar nilai buku asset tetap yerr:g sudak dihentika-n penggunaannya
tersebut dan nAkumulasi Penyusutan Aset Tetap - ...'di debit serta "Aset
tetap - ...' di kredit dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain ..." di kredit

Jurnal Standar Pengakuan Aset Lain-lain :

Db. Aset l,ain-lain x)(}(>(

Db. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap x)oo(
Kr. Aset Tetap xx)o(

}Goo(Kr. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-iain
Untuk penghapusan Aset lain-lain :

Db. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain ...... )o(xx
Ift. Aset Lain-lain xx)(}r

L. PROSEDUR AKUNTANSI KEWAJIBAN {LIABILITAS}
1 Prnqar{rrr Alzrrnfanqi

Prosedur akuntansi kewqiiban akan dilakukar BLUD Rumah Sakit
Umurn Daerah Kabupaten Karo apabila te{adi transaksi pembelian atau
pengadaan bar:angl jasa dan asset tetap dengan menaflgguhkan
pembayarannya walaupun barang atau asset tetap sudah diterima dan
jasa sudah diperoleh" Kewajiban dicatat diakui pada saat barang diterima
atau diterimanya tagihan dari pihak ketiga sehingga kewajiban
bertambah. Sehalikrrya kewajiban akan berkurang apabila dilakukan
pembayaran atas tagihan tersebut.
Berdasarkan bukti atas transaksi yang memperlgaruhi kervajiban atau
utang maka Bagran Akuntansi dan Verilikasi akan melakukan pencatatan
jurnal buku jurnal kemudian dilakukan posting untuk ke masing-masing
buku besar dan buku besar pembantu sesuai akun.

2. Pihak yaxg terkait :

a. Bendahara Pengeluaran
b. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
c. Bidang Akuntansi dan V*ri{ikasi

3. Dokumen Sumber :

a. Beita Acara Serah Terima Barang
b. Tagihan dari Pihak III/ Kuitansi
c. Surat Bukti Pengeluaran Belanja.

4. Pencatatan Transaksi :

Ketika BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo melakukan
suatu transaksi pembelian dengan menangguhkan pembayarannya,
maka Bagian Akuntansi dan Verifikasi akan mengakui adanya hutang/
kewajiban akibat transaksi tersebut dengan mencatat "Beban... {sesuai
rincian objek)" pada sisi debit dan "Utangl pada sisi kredit.

.nh



Db. Beban )c(xx
Kr. Utang Beban )oalo(

Dalam hal transaksi yarrg dilakukan adalah pembelian asset tetap, maka
jurnal pengakuan kewajiban yang dicatat oleh Bidang Akuntaresi dan
Veri{ikasi adalah :

Db. Aset Tetap .

Kr. Hutang xxxx
Pada saat BLUD Pemerintah Provinsi melakukan pembayasan, maka
Bagian Akuntansi akan menghapuskan utang tersebut dengan menjurnal
"Utang" di debit dan "Kas di Bendahara Pengeluaran". Jurnal pembayaran
utang melalui Bendahara Pengeluaran :

Db. Utang ]()(}o(

Kr. Kas xxxx
M. PROSEDUR AKUNTANSI EKUITAS

1. Prosedur Akuntansi
Pencatatan akuntansi atas ekuitas yang dapat terjadi pada transaksi di
BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo dilakukan seperti
trprilnrf

a. Pada saat penJrusunall laporan keuangan dan melakukan
penutupan akun nominal yaitu akun pendapatan dan akun beban.

b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada
periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi asset dan
kewajiban, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah
diterbitkan, dibukukan sebagai penambahan atau pengurangan
ekuitas pada periode ditemukannya koreksi tersebut. Koreksi
tersebut Antara lain:
1) Koreksi nilai persediaan
2) Selisih Revaluasi Aset Tetap

2. Dokumen Sumber :

Dokumen sumber yang digunakan pada Akuntansi Ekuitas BLUD Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo meliputi :

a. Berita Acara Inventarisasi Persediaart
b. Berita Acara Hibah ; dan
c. Berita Acara Revaluasi Aset Tetap,

3. Pencatatan Transaksi
a. Pada saat penyusunan laporan keuangan

Dalam tahapan pen5rusunan Laporarr Keuangan BLUD, setelah
menyusun Laporan Operasianal perlu dilakukan penutupan akun-
akun nominal dengan tujuan :

1) Menghitung jumlah surplus/ deflcit dari akun pendapatan dan
beban.

2) Memindahkan (me-nolkan) saldo akun sementara ke akun
ekuitas untuk pencatatan periade berikutnya.

3) Menghitung ekuitas akhir periode.
4) Berikut contoh jurnal penutup

Db. Pendapatan xx>il(
Ifu. Surplus/ Defisit.......... :oca(

x)a(x

Kr. Beban Xrca(

Akutansi .. "



Akuntansi SKPD membuat jurnal penutupan akun Surplus

(Defisit) ke akun Ekuitas. e*rikri 
"orrtot, 

jurnal penutupan akhir'

Db. SurPlus/ Defisit " Iaa<x

Kr. Ekuitas "" )ao<:(

b.KoreksikesalahaLyarLgtidakherularrgyafisterjadipadapeiode.
Periode sebelumnYa
1) Koreksi Persediaan

Db- Ekuitas ' :caoc

Kr. Persediaan "',caa(
2) Selisih Revaluasi Aset TetaP

Db. Aset Tetap ""' l<:ac(

Kr- Ekuitas """""' 'aoo(
4. Prosedur Akutansi Selain KAS

l..ProsedurakuntansiselainkaspadaBLUDRumahSakitUmum
DaerahKabupatenKaromeliputiserangkaianprosesmulaidari
pencatatan, pengikhtisarart, sampai dengan pelaapran keuangan yang

berkaitan dengan semlla transaksi atau kejadian selain kas yang

dapat dilakukan secara maaual atau meflggunaksrl aplikasi komputer

2. Akuntansi selain kas pada BLUD Rumah sakit umum Daerah

KabuPaten Karo meliPuti
a. Koreksi kesalahan Pencatatan

Merupakan koreksi terhad.ap kesalahan dalam membuat jurnal dan

telah diPosting ke buku besar'

b. Pengakuan hutang dan ekuitas
Merupakan pengakuan terhadap peroleha:r aset, hutang dan

ekuitas yang dilakukan oleh BLUD Rumah sakit umurn Daerah

KabuPaten Karo.
c. Jurnal terkait dengan transaksi yarlg bersifat accrual dan

prepayment merupakan jurnal yang dilakukan dikarenakan

adanya transaksiyangsudah dilakukarr BLUD Rumah Sakit Umum

Daerah Kabupaten Karo namnn pengeluaran kas belum dilakukan

(accrual) atau terjadi transaksi pengeluaran kas untuk belanja di

rnasa yang akan datang (prepayment).
d". Jurnal terkart dengan kesalaha-r: dokumen transaksi.
e. Merupakan jurnal yang dilakukan dikarenakan adanya kesalahan

dokumen transaksi.
3. Fungsi yang terkait.

Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi selain kas adalah

Bidang Akuntansi & Verifikasi pada BLUD Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Karo.

4. Dokumen yang digunakan.
Dokumen yang digunkan dalam prosedur akuntansi selain kas pas
BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kahupaten Karo adalah bukti
memorial, yeRS merupakan dokumen untuk mencatat transaksi dan/
atau kejadian selain kas.

5. Catatan yang digunakan.
Catatan yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas pada
BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo terdiri atas :

a. Buku jurnal umurn
b. Buku besar
c. Uraian prcsedur.

d. Bidang ...
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d. Bidang akuntansi membuat hukti memorial atas transaksi
atau kejadian selain kas. Bukti memorial tersebut sekurang-
kurangnya memuat informasi mengenai tanggal tralsaksi
dan/ atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi dxr/
atau kejadian, dan jumlah rupiah.

e. Bidang akuntansi mencatat transaksi atau kejadian kedalam
jurnal umum herdasarkan bukti memorial.

f. Setiap periode, jurnal-jurnal tersebut diposting ke Buku
besar.

g. Setiap akhir bulan, Bidang Akuntansi memindahkan saldo-
saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo.

h. Setiap a7<hir tahun semua buku besar ditutup sebagai dasar
penyusurlan laporan keuangan.

EBAYANG



LAMFIRAN III
PERA?URAN BUPATI KARO
NOMOR
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN
LAYAI{AN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPA?EN KARO

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKI? UMUM DAERAH
KABUPATEN KARO

KODE REKENING

KODE REKENINGURAIAN
1 ASET
1.1 ASSI LANCAR
1.1.1 Kas dan Setara Kas
1.1.1.02 Kas Penerimaan
1.1.1.02.01 Rekening Penerimaan
1.1.1 "O2.AZ Kas di Bendahara Penerimaan - Tunai
1.1.1.02.03 Kas Penerimaan uaflg rnuka Pasien
1.1.1.A2.O4 dst.....

1.1.1.O3
1.1.1.03.O1
1.1.1.03.02
f . i.1.03.03

1. 1.1.04
1.1.1.A4.A1
1.1.1.O4.O2
1. 1. 1.04,03

1.1.1.09
1.1.1.09.01
1. 1. 1 .O9.O2

1.L.2
7.L.2.O2
1.1.2.02.01
1.t.2.o2.a2

1.1.3
1. 1.3

1.1.3.04

1.1.3.O4.U1
1.1.3.04.S2
1.1.3.04.03

Kas di Bendahara Pengeluaran APBD
Rekening Pengeluaran APBD Bank
Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai
Dst.......

Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD
Rekening Pengeluaran BLUD Bank
Kas kecil BLUD

Setara Kas
Deposito
Dst......".

Investasi Jangka Pendek
Investasi dalam Deposito
Deposito Jangka Pendek
dst....

Piutang Pendapatan
Piutang BLUI)
Piutang dari Kegiatan Opera*i.ona1/ Non Operasional
BLUD
Piutarrg dari Kegiatan Operasional BIUD
Piutang dari Kegiate.n Non Gperasional BLUD
Piutang Pasien JKN



1.1.3.04.04 dst

Piutang Usaha Pelayanan Pasien Umum
Piutang Pasien Umum

i t4

t32
L32t
t322

133
1331
'l ??,

134
1341
L342

135
1351
1352

141
1411
L4l2

142
t42t
L422
143
1La. 1

L432

L44
1441
L442

1

1

1

1

1

1

i
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Piutang Perorangan
Piutang Per*rangan
dst."...

Fiutang Pelayanan l-ainr:ya
dari Piutang Pelayanan Lainnya
dst.,....

Penyisihan Kerugian Piutang Pelayanan
Dari Peayisihan Kerugian piutang Pelayanan
dst.

Piutar:g dari Kegi*t&rt Nan Op*rasionatr BI-UD

Piutang Pegawail Karyawan
Dari Piutang Pegawail Karyawan
dst.."

Piutang Sewa
Dr Piutang Sewa
dst......
Piutang Lain-lain
Dr Piuta:rg Laia-lain
dst...

Penyisihan Kerugian Piutang l,e.in-iain
Dr Penyisihan Kerugian Piutang Lain-lain
dst....

Uang Muka
Ua*g Muka Pengadaaa E,arau;tg/ Jasa
dqf

Panjar Kegiatan
Panjar Kegiatan
dst........

Piutang Lainnya
Piutang Lainnya
Penyisihan Piutang Lainrr3's
Denda Piutang l,ainnya
dst..,.."
Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
dst.....

1" 1.4.05
1.1.4.05.01
1 1 4 ntrn'

1.1.4.06
1.1.r+.06.01
r.t.4.06.o2

1.1.4.A7
1 . 1.4.07.01
1.L.4.A7.A2
1.1.4.07.03
1.L.4.07.A4
1 148
1 1481
1 1482



1,L,4
1.1.5.01

1.1.5.01.01
1. 1.5.01.02

1.1.5.01.03
1.1.5.0i.04
1.1.5.01.05

f . i.5.02
1.1.5.02.01
1.1.5.02.02
1.1.5.02.03
1.1.5.02.04
1.1.5.02.05

1.1.6

1.1.5.01
i.1.5.01.O1
i.1.6.01.02

1.1.6.A2
1.1.6.02.01
t.t .6.CIz.42

1.1.6.03
1" 1.6.03.01
1.1.6.03.O2

1.1.5.04
1.1.6.04.01
1,.t .6.A4 "A2

1.1.6.05
1.1.6.05.01
1.1.6"O5.02

1.1.7

1. 1.7.O 1

1. 1 .7.01.O 1

t.t.7.aL.o2
1.1.7"01.03
1.1.7.4L.A4
1.1.7.O1.O5

1.1.7.01.06

Penyisihan Piutang
Penyisihan Piutang dari Kegiataa Operasional BLUD

Penyisihan Piutang Pasien JKN
Penyisihan Piutang Pasiea Umum

Penyisihaa Piutang Peraraagan
treayisihan Piutang Pelayana:r leinnya
dst,.........

Penyisihan Piutang dari KegiatarL Non Operasionai BLUD
Penyisihan Piutang Pegawai/ Karyawan
Penyisihan Piutang Sewa
Penyisiha:r Piutaag Lain-lain
Fiutang Fasilitas Sosial da:r Fasilitas Umum
D*t.,".."..".

Beban Dibayar Dimuka

Beban Pegawai Dibayar Dirnuka
Beban Pegawai Dibayar Dimuka
Dst...

Beban Barang Diba3rar Dimuka
Beban Barang Dibayar Dimuka
Dst..........

Beban Jasa Dibayar Dirauka
Beban Jasa Dibavar Dimuka
Dst..........

Beban Pemelihara-an Dibayar Dimuka
Beban Pemeiiharaan Dibayar Dimuka
Dst"."-......

Beban Lainnya Dibayar Dimuka
Bebaa Lainnya Dibayar Dimuka
Dst...

Persediaan

Persediaan Bahan Pakai Habis
Persediaaa Alat tulis Kantor ....
Persediaan Dck*raen/ Administrasi Tender
Persed.iaan Alat Listrik dan Elektronik
Persediaan Beada Pos {Perangko. Materai, dsb}
Persediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
Persediaas Bahan Bakar Minyakl Gas
Belaaja BBM {iereset
Belanja BEM Arnbulan:.ce
Belanja BBM Kendaraan'r fiperasional



L.1.7.01,.07
1.1.7.01.08

1. 1.7.01"09

1.r.7.o2
t.r.7.a2.ar

1.t.7 .A2.02
1.r.7 .42.O3
t.1.7 "42.a4
1. 1.7.02.05
1.1.?.*2.06
L.L.7.42.47
1.1.7.02.08
1.1.7.02.49
7.r.7.42.1*
1.1.7.o2"lL
1.t.7.42.12

1.1.7.03
1.1.7.03.01

1.1.8
1.1.8.01
1.1.8.01.01

2

2l

Persed"iaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
Persediaan Pengisian Tabuag Gas

Dst.

Persediaan Bahan/ Material
Persediaan Bahan Baku Baaguaan

Persed"iaan: F,aJ:ral Bibit Tanaman
Fersediaan Bibit Ternak
Persed,iaar *bat-cbata,n
Persediaaa Bahan Kimia
Persediaan Baha* Makaaan Pok+k
Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas
Persediaan Bahan Material
Persed.iaan Atat Kesehatant Habis Pakai
Persediaaa Bahan Cetakan
Persediaan Ba]laa Farmasi
Dst.."...

Persediaan Baraag Lainnya
Daroar:liaon Elaranc I ainnrzai uIJvur*../ur u4tl#r6 usLLLLaJa

Aset Untuk Dikonsilidasikan
R/K SKPD
R/K SKPD

INVESTASI JANGKA FANJANG

Investasi N*n Permanen

Pinjarnan Kepada Ferusahaan Negara
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara.....
Dst..

ffiaman Kepada Perusahaan Daerah
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah.....
Dst...

Pinjamaa Kepada Perusahaan Daerah Lainnya
Pinjarna::r Kepada Perusahaan Daerah Lainnya.....
Dst......".

Investasi Datam Surat Utang Negara
Investasi Dalam Surat Utang Negara.....
Dst..""...

Investasi Noa Permanen Lainnya
lnvestasi Norr Fermanen Lainnya.....
Dst........

1

1

't

1

1

1

1

1

1

1

i

1

1

1

1

1

1

c1'r
2L11
2t12

2r2
2121
212 2

213
D1? 1

2L3 2

2t4
2L41
2t4 2

2t5
2151
,1<C



1

1

1

1

1

1

i

1

1

1

1

1

1

22
221
22L 1

22t 2

222
222 1

222 2

223
223 1

223 2

224
224 1

224 2

r)
rJ

31

1.3. 1. 1 1

1.3. 1. 1 1.01
1.3.1.1 1.02
1.3.1.1 1.03

323 5
?D? f-

323 7

i.3.2.09
13.2.Ay^.O1
1.3.2.09.02
1.3.2.09.03
1.3.2.09.04
1.3.2.O9.05
1.3.2.09.06
t 3.2.49.47

1.3.2. i 1

1.3.2.i 1.01
1.3.2.r1.O2
t.3.2.11.03
1.3.2"11.04
L.3.2.11.05
12.O11n6LtV.4. r l.VV

1.3.2.11.O7
L.3.2.11.08
t.3.2.11.09
t.3"2.11"10
1.3.2.11.1i
1.3.2. i 1. 12

Inveshsi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Perryerta.an Modal Pemerintah Daerah.....
Dst........

Penyertaan Modat Dalam Proyek Pembangunan
Penyertaan Modal Dalam Proyek Pernbangunan.....
Dst.

Penyertaan Modal Perusa-haan Patungan
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan......
Dst...

In';ert*-si Peme"nen Lainnya
Invertasi Permanen Lainnya
Dst,.....

II\iVESTASI JAI\IGKA FANJANG

Tanah

Tanah Untuk Ba:rgunan Gedung
Tanah Untuk Bangunan Kantor
Tanah Untuk Sarana Kesehataa Rumah Sakit
Dst....

Karavan
Alat-alat a::gkutar: darat tidak bermotor lainnya
Dst........

Alat-a-1at Beagkel
Mesin Las
Mesin Bubut
Mesin Dongkrak
Mesin Kompresor
Alat-alat Bengkel Lainnya
Peralatan Pengolahan Sampah
Dst....

Alat-alat Ukur
Timbangan
Teodolite
Alat uji Emisi
Alat GPS
Kompas/ Peral.atan Navigasi
Bejana Ukur
Barometer
Seismograph
Ultrasoaograph
Altimeter
Walking Measuement
Dst....

1

1

1

1

1



1.3.2.13
1.3.2.13.01
1.3.2.13.O2
t.3.2.13.03
1.3.2.13.04
L.3.2.13.0s
L"3.2.13.06
1.3.2.13.07
1?n1?neL.{.tu.rv.vu

1.3.2.14
t.3.2.14.01

1.3.2. M.A2
1.3.2.14.03
t.3.2.t4.44
t.3.2.14.05
1.3.2.14.06
1.3.2.14.47
1.3.2.14.08
1.3.2.14.09
L.3.2.14.10
L.3.2.14.11
1.3.2" L4.L2
t.3.2. i4.13
t.3.2.L4.t4
L.3.2.14.15
1.3.2"t4.16

1.3.2.15
1.3.2.15.O1

1.3" 1.13
1.3.1.13.01
1.3.1.13.02
1.3.1.13.03
1.3.1.13.04
1 e, 1 1?nC
1.3.1.13.06
1.3" 1" 13.07
i.3. 1 . 13.08
1.3.1.13.09
1.3.1.13.10
1.3.1.13.11
1"3.1.L3.L2
1.3.1.13. 13
1 ? 1 1? 1L

Perlengkapan Kantor
Meja Gambar
Almari
Brankas
Filling Kabinet
White Board
Penunjuk Sraktu
Perlengkapan Kantor Lainnya
T)st

Peralatan Kantor
Mesin Tik

Mesin Hitung
Mesin Stensil
Mesin Fotocopy
Mesin Cetak
Mesin Jilid
Mesin Potong Kertas
Mesin Penghancur Kertas
Papan Tulis Elektronik
Papan Visual Elektronik
Tabung Pemadan Kebakaran
PeraTat"an elektronik
Peralatan Kebersihan
Alat pendingrn Ruangan (AC)

Peralatan Kantor Lainnya
Dst."".

Peralatan Dapur
Tabung Gas

Tanah Untuk Bar:gunan Bukan Gedung
Tanah Lapangan Olahraga
Tanah Lapangan Parkir
Tanah Lapanga* Penimbun Barang
Tanah Lapangan Pemancar darr Studio alam
'To-o1-. T aaoncan Do--tr-!io- / Do--^1o!"o-I4raqrr l4H..sr5l.,ua r LalbqJrf.gll L vtr6vr4rrr.,ur

Tanah le,pangarr Terbang
Tanah Untuk Bangunan Jalan
Tanah Untuk Banguna* Air
Tanah Untuk Bangunaa lastalasi
Tar::a}r Untuk Banguna:r Jaringan
?anah Untuk Bangunan Bersejarah
Taaah Untuk Bangunan Gedung Olahraga
Tanah Untuk Bangunan Tempat lbadah
T-)a*

L 32 Peralatan dan Mesin



1.3.2.01
1.3.2.01.01
L 3.2.41.42
1.3.2.01.03
1.3.2.01.04
1.3.2.01.05
1.3.2.01.06
1.3.2.01.07
1.3.2.01.08
1.3.2.01.09
1.3.2.01.10
i.3.2.01. 1 1

7 3.2.44
1.3.2.04.01
13.2.44.42
1.3.2.04.03

13.2.44.O4
1.3.2.04.05
t.3.2"44.46
t "3.2.O4.47

1.3.2.04.08
1.3.2.04.09
1.3"2.04.10
1.3.2.04.11
t.3.2.04.12
1.3.2.A4.13
t3.2.44.A
1.3.2.04.15
1.3.2.04.16
t.3.2.44.r7
1.3.2"04.18

L 323
I 323 1

L 323 2
L 323 3
1 323 4
1.3.2.15.02
r.3.2.15.03
1.3.2.15.04
1.3.2.r5.05
1.3.2.15.06
1.3.2.15.07
r.3.2.15.O8
t .3 .2. i 5.09
1.3.2.15.10
1.3.2.15"11
1.3.?.15.1t

Alat-alat Besar Darat
Traktor
Buldozer
Stoom Wals
Eskavator
Dump Truk
Crane
Kendaraan Penyapu Jalan
Mesin Pengolah Sernen
Mesin Pengolah Air Bersih {Reservoir Osmosis}
Mesin Pengalah Sampah
Dst..."

Alat-alat Angkutan D arat Berraotor
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sedan
Alat-alat Angkrtaa Darat Bermotor jeep
Alat-alat Aagkutar:. DasaL Bermctor station wagon

Alat-alat Angkutan Darat Bermotor bus
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor micro bus
Alat-alat Angkutarr Darat Bermotor truck
Alat-alat Aagkutan Darat Bermotor tangki
{atr,ninyak,tinjai
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor boks
Alat-alat Angkutaa Darat Bermotor pick up
Alat-a1at Angkutan Darat Bermotcr ambulans
Alat-alat Angkutan Darat Bermctor pemadan kebakaran
Alat-alat Angkutaa Darat Bermotor sepeda motor
Alat-alat Aagkutan Darat Bermotar lift/ elevator
Alat-alat Angkutar Darat Bermotor tangga berjalan
Alat-a-trat Angkutan Darat Bermotor lainnya
Alat-alat Angkutan Sampah
Kontainer Sampah
Dst....

Aiat-alat Angkutan Dan'at Tidak Berr::+tcr
Gerobak
Pedatil delmanl dokar/ bendil cidomo/ andong
Becak
Sepeda
Kompor Gas
Lemari Makan
Dispenser + Gal.on
Kulkas
Rak Piring
Piringl Gelas/ m*ngkokl cangkirl sendok/ garpu / pisau
Micro Wave
Rice Cooker
Feralataa Dapur Lainnya
Mesin Pompa Air
Dst....



1.3.2.16
1.3.2.16.01
t.3.2.16.O2
r.3.2.16.03
| .3.2.15.O4
1-3.2.16.O5
t.3.2.16.06
1.3.2. t6.47
L.3.2" 16.08
1.3.2.16.09

1.3.2.17
1.3.2.L7.41
1.3.2.17 .*2
1.3.2.17.03

t.3.2.L7.44
1.3.2.17"05

1.3.2. L7 .46
1.3.2.t7.47
t"3.2.17.08
1.3.2. 17.49
1.3.2.17.1O
1.3.2. i7.11

i"3.2.18
t.3.2.18.0i
1.3.2.18.02
t.3.2.18.O3
1.3.2.18.04
1.3.2.18.05
1.3.2.18.06

1.3.2.19
1.3.2.19.O1
1.3.2.19.02
1.3.2.19.O3
1.3.2"19.04
1.3.2.1q.05
1.3.2.19.06
t.3.2.t9.47
1.3.2.19.08
1.3.2.19.O9
r.3"2"i9.10
1.3.?.19. i 1

Komputer
Komputer mainframe / server
Komputer /PC
Komputer Book
Printer
Scaner
Monitorl Display
CPU
UPS/Stabilizer
Kelengkapan Komputer
{flashdisk,monse,keyboard,hardisk,speaker}
Peralatan Jaringan Komputer
Komputerl Perlengkapan Komputer l,ainnya
Dst....

Meubelair
Meja Kerja
h{eia Panaf

Meja Makan

Kursi Keq'a
Kursi Rapat

Kursi Makan
?empat Tidur
Sofa
Rak Buku/TV/Kembang
Mebeulair Lainnya
Dst....

Alat-alat Studia
Kamera
Handycam
Proyekor
Tape Record.er

Sound System
Dst....

Alat-alat Ksrnunikasi
Telepon
Faximili
Radio ssh
Radio HF/FM {handy talkie}
Radio VHF
Radio UHF
Alat Sandi
Parabola & Receiver
PABX
Alat Komunika*i Lainnya
T-1cf

t.3.2.16.10
t.3.2.16.11
t.3.2.16.12



1.3.2.24
1.3.2.20.01
L.3.2.24.O2
1.3.2.20.O3
L3.2.24.O4

t.3.2.21,
1.3"2.21.01
t.3.2.2t.42
1.3.2.21.O3
1.3.2.21.44
1.3.2.2 i"05
t.3.2.2t.46
1.3.2.21.47
1 .3.2.21.A8
t.3.2.21.09
L.3.2"2t.L4
1.3.2.21.11
1.3.2.2t.12
1.3.2.21.13
t.3.2.21.14
1.3.2.21.15

1.3.2.21.L6
1.3.2.21.17
1.3.2.2t.L8
L.3.2.2t.19

t.3.2.22
7 .3.2.22.O1
1.3.2.22.42

| .3.2.23
L .3.2.23.O1
1.3.2.23.42
L .3.2.23.O3
L .3.2.23.44
1.3.2.23.05
1.3.2.23.46
1 .3.2.23.A7
1.3.2.23.08
1.3.2.23.O9
1.3.2.23.10
1.3.2.23.L\
L .3.2.23.t2

L "3.2.2s
1.3.2.25.01
t.3.2.25.42

Penghias Ruangan Rumah Tangga
Lampu Hias
Jam Dinding/Meja
Gorden
Dst....

Alat-alat Kedokteran
Alat Kedokteran umum
Aiat Kedokteran gigi
Alat Kedokteran tfrt
Alat Kedokteran mata
Alat Kedokteran bedah
Alat Kedokteraa anak
Alat Kedokteran kebidanal dan penyakit kandungall
Alat Kedokteran kulit dan kelamin
Aiat Kedokteran kardiologi
Alat Kedokteran neurologi
Alet Kedokterar +rthapedi
Alat Kedokteran hewan
Alat-a1at farmasi
Alat-alat Penyakit dalaml internis
Aiat-alat Ked.okteran Lainnya

Alat-alat Obgen Bed
Alat-alat implant Kit
Alat-alat keluarga Berencana
Dst....

Alat kesehata:r
Alat kesehatan Perawatan
Dst..".

Alat-alat l"aboratorium
Alat-a1at Laboratorium Biologi
Alat-alat Isboratorium {isikal geologil geodesi
Aiat-alat Laboratorium kimia
Alat*alat Laboratorium periaaiar:.
Alat-alat Laboratorium peternakan
Alat-alat Laboratorium perkebunan
Alat-alat Laboratorium perikanan
Alat-alat Laboratorium bahasa
Alat-alat peraga. f praktik sekolah
Alat-alat Laboratorium lingkungan
Alat-alat Laboratorium Lainnya
Dst"...

Alat Olahraga
Alat olahraga
Dst.".,

11-)I.J.J Gedung dan Bangunan



1.3.3.01
1.3.3.01.01
1.3.3.01.02
1.3.3.0i.03
1.3.3.01.04
1.3.3.01.05
1.3.3.01.06
1.3.3.01.07
1 C 

" 
n1 ne

1.3.3.01.09
1.3.3.O 1. 10

1.3.3.01.1 i
1.3.3.01.12
1.3.3.01.13
1.3.3.01.14
1.3.3.O 1. 15
1.3.3.01.16
1 ? ? n 1 1"7i r9.U.V I. ! ,

1.3.3.0i.18
1.3.3.01.19
1.3.3.01.20
1.3.3.01.21
1.3.3.01.22
1.3.3.01.23
1.3.3.01.25

1"?n1DR
1.3.3.01.27
1.3.3.01.28

i.3.3.02
1.3.3.02.01
1.3.3.02-02
1.3.3.02.03

??a

3381
338 2

339
339 1

339 2

1.3.4

1.3.4"01
1.3.4"01.O1
L.3.4_OL.O2

1.3.4.01.03
1.3.4.01.04
1.3.4.01.05

1

1

1

1

1

1

Gedung Kantor
Bangunan Gedung Kantor
Bangunan Gudang
Bangunan Gedung untuk bengkel
Bangunan Gedung Instalasi
Bangunan Gedung Laboratorium
Bangunan Gedung Kesehatan
Bangunan Gedung Oceanariumf opservatorium
Baagunan Gedung Ternpat ibaCah
Baagunan Gedung ?empat Pertemuan
Bangunan Gedung ?empat Pendidikan
Bangunan Gedung Tempat Oiahraga
Bangunan Gedung Pertokoanl Koperasi/ Pasar
Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
Bangunan Gedung Garasi/ Pool
Bangunan Gedung Pemotongan Hewan
Bangunan Sedung Pabrik
Bangunan Stasiun Bus
Bangunan Kandang Hewan dan ?ernak
Bangunan Gedung Perpustakaaa
Bangunan Gedung Museum
Bangunan Gedung Terminal/ Peiabuhan/ Bandar
Bangunan Pengujian Kelaikan
Bangunan Lernbaga Pemasyarakatan
Bangunan Rumah ?ahanan

Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
Dst....

Gedung Rumah Jabatan
Gedung Rumah Jabatan
Gedung Rumah Dinas
Dst....

Ged;.rng Fasilitas Urnum
Gedung Fasilitas Umum
Dst....

Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya
Dst....

Jalan, Jaringan dan Instalasi

Jalan
Jalan
Jalan Fly over
Jalan Under Pass
Jalsn Lainnya
Dst....



L 3,4.42
1.3.4.02.01
1.3.4.02.01
L.3.4.O2.OL
1.3.4.02.01
1.3.4.02.01

1.3.4.11
1.3.4.11.01
1.3.4. LL.O2

1.3.4.11.03
L.3.4.1i.O4
1.3.4. 1 1.O5

1.3.4.15
t"3.4.15.01
i.3.4. i5.O2
r.3.4.15.03
1.3.4.15.04
1.3.4.15.05
1.3.4. i5.06

1 2.416.
1.3.4.16.O1
1"3.4.16.O2

1.3.4.20
1.3.4.20.01

| .3.4.20.A2
1'LL Dnn?I.Ur I.4V.UU

1.3.4.20.O4
1.3.4"20.05
1.3.4.20.06
t.3.4.20.A7
1.3"4.20.08

1.3.4.21
1.3.4.21.01
L .3.4.21 .A2

1.3.4.22
I .3.4.22.O1
L.3.4.22.42

1 35

1.3.5.07
1.3.5.07.01
1..3.5.*7.02
1.3,5.07,*3

Jembatan
Jembatan Gantung
Jembatan Ponton
Jembatan Penyebrangan Orang
Jembatan Penyebrangan diatas air
Dst....

Instalasi Air Minuml Air Bersih
fno+alaci Air l\1Tr,'l.o'T.o-o1-

Instalasi Air Sumber/ Mata Air
Instalasi Air Tanah Dalam
Instalasi Air Tanah Dangkai
Instalasi Air Bersih / Arr Baku Lainnya

Penerangan Jalal. Tarnan dan Hutan Kota
Lampu Hias Jalan
Lampu Hias Taman
Lampu Penerang hutan ko,t
Perrerangaa Jalart, Tarna:,- dan hutan kota Lainnya
Guardrail
Dst....

instalasi Listrik
lnstalasi Listrik
trst...,

Jaringan Air
Jaringan Irigasi/ Wadukl Bendungan

Jaringan IAr Bersihl Air Minum
I?p.rpnrnir

Pintu Air
Sumber Daya Air
Jaringan Air Limbah
Hydrant
Penahar:/ Pemecah Ombak

Jaringan Listrik
Jaringan Listrik
Dst"...

Jaringan Telepon
Jaringan Telepcn
Dst....

Aset Tetap Lanrtnya

Tanaman
Tananaman Hia*
Tanarna:: 0bat dar: Kosmetika
Dst....



1.3.5.08
1.3.5.08.01

1 36

36
35
36

t 37

1

1

1

1

11
1,2

Aset Tetap Renovasi
Aset Tetap Renovasi

Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam Pengerjaan... ..
Dst....

Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Akumulasi Fenyusutan Aset Tetap
Dst....

DANA CADANGAN

Dana Cadangan
Dana Cadangarr
Dana Cadangan....
Dst....

ASET LAINNYA

Tagihan Piutang Penjuaian Angsurar

Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan Penjuaian Angsuran/ Cicilan Kendaraan
Bermotor
?agihan Penjualan Angsuraa Cicilan rumah
Dst."..

Tuntutat Ganti Kerugian daerah
Tuntutat Ganti Kerugian daerah terhadap bendahara
Tuntutat Ganti Kerugian daerah terhadap pegawai bukan
bendahara
Dst..."

Kemitraan dengan pihak ketiga

Ser,va

Sewa

Kerjasama Pemanfaatan
Kerjasama Pemanfaatan

Bangun Surra serah
Bangun gufla serah

Kerjasama 0perasi {KSO)
Kerjasama Operasi (KSO)

1

1

1

37 7

37 | 1

37 t 2

T4

1

1

1

1

+1
41L
417 i
+112

15

1 51

1

1

511
5111

i
1

1

1

1

5112
5113
('tD

5121
512 2

I 512 3

t 52

1.5.2.01
1.5.2.01.O1

1.5.2.02
1.5.2.02.01

1.5.2.03
1.5.2.03.O1

1.5.2.04
i.5.2.04.01



1

1

1

I

53
531
5311
531 2

1.5.3.06
1.5.3.06.0i
1.s.3.06.02

I 54

54L
5411
\L1r)
VILL

1.5.4.02
1.5.4.02.01
t.5.4.A2.02

1

11

Aset Tidak Berwujud
Aset Tidak Berwujud
Aset Tidak Berwujud
Dst.....

Akumulasi Amortisasi Aset ?idak Berwujud
Akumulasi Amo{isasi Aset Tidak Berwujud
Dst......

Aset Lain-lain

Aset Lain-lain
Aset Lain-laia
Dst......

Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain
Akumulasi Penlrusutan Aset lain-lain
Dst......

KEWAJIBAN
KEU/AJIBAN JANGKA PENDEK

Utang pada Pihak Ketiga BLUD

Utang rekanan Dan Pemasok
Utang obat
Utang BHP
DsL.....

Utang jasa
Utang Jasa Medis
Dst......

Utang investasi Segera Jatuh Tempo
Utaag Investasi Segera Jatuh ?empo
Dst......

Utang Perhitungan Pihak Ketiga {PFi.-i

Utang PPh Pusat
Utang Pemotongaa Pajak Penghasilan Fasal 21
Utang Pemotongan Pajak trenghasilan Pa*al22
Utang Pemotongan Pajak Pengha*ilan Pasal 23
Utang Pemotongan Pajak trenghasilan Pasal 4
Utang pemotongan pqjak lainnya
Dst......

Utang PPN Pusat
Utang PPN Pusat
Dst......

Utang Pqiak Daerah
Utaag Pajak Daerah
Dst."....

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2
2
z

2

2

2
2

2
2

2
2

c

2

2

2

2
2

i1
11
11
11

1

11
12
13

t12
t12 1

tt2 2

113
1131
113 2

1'

t2
T2
L2
t2
L2
12
L2

1

11
L2
13
14
15
1,6

122
t22 i
L22 2

123
123 1

123 2



2

2

2

2 13

131
1311
1312

2.t 3.44

2.L 3.44.O1
2.L3.44.O2
2.1.3.04"0

1.3.06
1.3.06.01
1.3.06.02

o1,)Z. L.J

2.1.3.01
2.1.3.01.O1
2.13.42.42

2.1 .3.O2

2. 1.3.O2.01

?1?fi} {\D

2.1.3.03
2.1.3.03.01
2.1.3.03.O2

2.7.3.O4
2.1.3.04.01
2.1.3 "O4.42

o 1?n(4. A.UTUU

2.1.3.05.01
2.1.3.05.02

2 14

1+L
1411
L4t 2

1A-2

i43 1

Utaag Bunga

Bunga pinjaman yang belum dibayar
Bunga Pinjaman.....
Dst......

Utang Bunga kepada Bank/ Lembaga Keuangan bukan
Bank
Utaag Bunga kepada Bank
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan bukaa Bank
Dst......

Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya
Utang Bunga Dalam Negeri l,afutnya
Dst......

Bagian Lancar Uta*g Jar:gka Panjang

Bagran l,ancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
Bagran Lancar Utaag Dalam Negeri Sektor Perbankan
Dst......

Bagian Lar:car Utang dari Lembaga Keuangan bukan
Bank
Bagran Lancar Utang dari Lembaga Keuangan bukan
Bank
Dst......

Bagran La.ncar Utang Pemerintah Pusat
Bagian Lancas Utang Pemeriatah Pusat
Dst....."

Bsgian Lar:.car utarg Pemerintah Provinsi i,ainnya
Bagian Lancar utang Pemerintah Provinsi Lainnya
Dst..".".

Bagran Lancsr Uteng Pemerint=.h kabupaten / Kota
Bagian Lancar Utang Pemerintah kabupaten/ Kota
Dst..."..

Pendapatan Diterima Dimuka

Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III
Setoral Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III
Dst......

Uang Muka Fenjualan Produk RS dari Pihak III
Uang Muka Penjualan Produk RS dari Pihak IiI
Dst......

Uang Muka Lelar:g Penjualaa Aset ltumah Sakit Unnurn
Daerah Kabupaten Karo
Uang Muka Lelaag Penjualan A*et Rr:mah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Karo
Dst......

P

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

t42
L42 1

t42 2

143 2



2.t.4.O4
2.1.4.04.01
2.t.4.04.O2

2 15

2. 1.5.01
2.1.5.01.O1
2.1.5.S1.02

2.1.5.O2
2.1.5.02.01
2.t.s.o2.a2

2.1.s.03
2.1.5.03.01
2.1.5.03.O2

2.1.5"A4
2.1.5.04.01
2.1.5.O4.A2

2.1.5.05
2.1.5.05.01
2.1.5.05.02

2.1.5.06
2.1.5.06.01
2.1.5.06.A2

2.1.5.A7
2.7.s.47.A1

2.L .5.07 .A2

2.1.5.08
2.1.5.08.01
2.1.5.O8.02

2.L.6

D 16.fiA

2.1.6.*4.*1.
2.1.6.*4.C2

2.1.6.O5
2.1.6.O5.O1
2. i.6.0s"02

2.1.6.06
2.1.6.06.O1
2.1"6.06.fi2

Pendapatan Diterima Dimuka l,ainnya
Pendapatan Diterima Dimuka lainnya
Dst......

Utang Belanja

Utang Belanja Pegawai.
Utang Belanja Pegawai.
Dst....".

Utang Belanja Barang dan Jasa
Utang Belanja Baraag dan Jasa
Dst..,...

Utalg Bunga
Utang Bunga
Dst......

Utang SubsiCi
Utang Subsidi
Dst,.....

Utang hibah
Utang hibah
Dst......

Utang Bantuan Sosia
Utaag Bantuan Sosial
Dst......

Utang transfer
Utang transfer

Dst.

Utang Lain-1ain
Utang Lain-lain
Dst......

Utang Jangka Per:.dek Lainnya

Uta:lg Ja:-rgka Peadek Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya
Dst".....

Utang Pengadaan Aset tetap
Utang Pengada-a.n Aset tetap
Dst."....

Utang Pembiayaan
I Jfancr Pernhi rraren

D*t."....



22

2 2t

KEITAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan
Dst..."..

Utang Dalam neger"i-Obligasi
Utang Dalam negeri-Obligasi
Dst......

Utang Pemerintah Pusat
Utang Pemerintah Pusat
Dst......

Utang Pemerintah Provinsi
Utang Pemerintah Prcvi,ns
Dst......

Utang Pemerintah Kabupatert I Kot
Utang Pemerintah Kabupaten/Kota
Dst......

Utang Luar Negeri

Utang Luar Negeri-Sekt+r Perbankan
Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan
Dst......

EKUITAS

EKUI?AS TIDAK TERIKAT
Ekuitas

Ekuitas
Ekuitas

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan I kesalahan
mendasar
Kcreksi Niiai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Koreksi Ekuitas Lainnya

Surplus dan Defisit-LC
Surplus dan Defisit Tahun lalu
Surplus dan Defisit Tahun ialu

Koreksi Surplus dan Delisit Tahun Lalu
K*rekei Surplu* dan Defisit Tahun Lalu

Surplus dari Defisit Tahun Berjalan
Surplus dan De{isit Tahun Berjalan

211
2L11
2112

D1D
212 1

212 2

21.3
21,31
213 2

214
2141
214 2

215
2151
215 2

22

221
22t 1

22L 2

112

tL2 1

L12 2

tt2 3

12
t21
121 1

t22
1qD 1LZ4t

123
123 1

1

11

1i1
1111

.)

3
3

3
3

3

-)

3
J

3
3
J

3
3



131
1311

1

11

Ekuitas Daaasi
Ekuitas Donasi

PENDAPAT

PENDAPATAN USAHA DARI JASA LAYANAN

Pendapatan Usaha Dari Jaca Layanan

Pendapatan Usaha Dari Jasa Layanan
Pendapatan Pasien umum
Pendapatan dari jamkesrnas
Pendapatan dari jamicesda
Pendapatan dari jamkeste.
Pendapa-taa dari asuransi lainnya
Pendapatan dari BPJS
Pelayanan Rasrat Darurat
Pelayanan Rawat JaIan
Pelayanan Rarfiiat Inap
Pelayanan HCU
Pelayaran ICU
Felayanan Recovery Room
Pelayanan Hemodialisa
Pelayanan Fisinteraphy.
Pemeriksaan Ambulance Service
Pemulasaran Jeaazah
Dst......

Pendapatan Trndakan Medik
Tindakan aperattf/ Bedah Sentral
Tindakan Persalinan
Dst."....

Pendapatan Penunjang Medik
Pemeriksaarr la.boratoriurn

Pemeriksaan Radioiogi
General Chek Up
Endoscopy
Dst.....-

Pendapatan Penunjaag ncl1 Medik
Setoran Kantin
Setoran Warte1
Pendapatan ?a**r
Pendapatan Diklat
Penjualan Buku
Pendapatan Operasional lainnya
Dst......

111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111

1

2

3
4
5
6
I
I
9
io
11

12
1A

L4
15
16

LI

111
111
111
111
111
111
11i

11
11
11
11

2
21
22
23

ii3
1131

113 2
113 3
113 4
113 5

t14
11.4 i
114 2
tL4 3
114 4
7L4 5
t14 6
t14 7

4

4

4

4
+

+

4
4
4
4
4
+

4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
AT

4
4

4
4
4
4
4
4
4
4



11
11
11
11

5

51
52
53

Pendapatan Farmasi
Penjualan Obat
Pendapatan Farmasi Laianya
Dst......

PENDAPATAN HIBAH TERIKAT DAN TIDAK TERIKAT

Pendapatan hibah Terikat

Pendapatan hibah Terikat
Pendapatan hibah Terikat

Pendapatan Hibah tidak terikat Temporer

Pendapatan Hibah tidak terikat Temporer
Pendapatan Hibah fidak terikat Temporer

Pendapatan Hibah tidak terikat Permanen

Pendapatan Hibah tidak terikat Permanen
Pendapataa Hibah tidak terikat Permanen

PENDAPATAN LAINNYA

Pendapatan Hasil Keq'asama Dengan pihak Lain
Pendapatan Hasil Kerjasama Dengan pihak Lain

Pendapatan Sewa

Pendapatan Sewa
Pendapatan Sewa

Pendapatan Jasa Keuangan Lainnya

Pendapatan Ja-sa Keuamgan Lainnya
Pendapatan Jasa Keuangan Lainnya

Pendapatan lain-lainnya

Pendapatan lain-lainnya
Pendapatan lain-lainnya

PENDAPATAN DARI APBN

Pend,apatan APBN Operasional

Pendapatan APBN Operasionai
Pendapatan APBN Operasional

2

2l

21.1,
2t11

22

221
2211

23

231
231 1

J

31

32

32 L

3211

33

331
3311

34

4 341
4 3411

44

4 4t

411
4111

311
3111

4

4

4 +2 Pendapatan APBN Investasi

4
4
+

4

4

4

Pendapatan Hasil Kerjasama Dengan pihak Lain



4
4

421
421 1

+.t.4.t8
4.t.4.18.01
4.t.4.18.02
4"1.4.18.03
4.1.4.18.04
4.1.4.18.05

1

5.1.1.10
5. 1.1.10.O1
5.1".1.10.02

5.L.2

Fendapatan APBN Investasi
Peadapatan APBN Investasi

Pendapatan BLUS - LRA
Pendapatan Jasa Layanan umum BLUD-LRA
Pendapatan Hibah BLUD-LRA
Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD-LRA
Pendapatan Lain-lain BLUD-LRA
Pendapatan APBD

BELANJA

BELANJA OPERASI

Belanja Pegarnai

Belanja Pegawai BLUD
Belanja Pegawai BLUD
Dst......

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Dokumenl Administrasi Tender
Belanja Alat Listrik dan Elektronik {Lampu pijar, Battery

Beianja Perangko, Materai daa Benda pos Lainnya
Belanja Peraiatan Kebersihaa dan Baha* persrbersih
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
Beianja Pengisian ?abung Pemadam Kebakaran
Beianja Pengisian Tabung Gas
Dst......

Belanja Ba};ran I Materiai
Belanja Bahan Baku Eangunan
Belanja Faha*l Bibit Tanaman
Belanja Bibit Ternak
Belanja Bahan obat-obatan
Belanja Bahan Kimia
Belanja Persediaan Makanan pokok
Belanja Bahan Material

Belanja Bahan Farmasi
Dst......

Belanja Jasa Kantor
Belanja Telepon
Belanja Air
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Kota

5

5

5.1.1

5. 1.2.O 1

5.1.2.0i.01
5.1.2.O1.O2
s. 1.2.01.03
Kering)
5.1.2.01.04
5.1"2.01.O5
5.1.2.01.06
5.1.2.01.07
5.1.2.01.08
s.1.2.01.09

5.1.2.02
5. i"2.02"01
5.L.2.O2.O2
s.1.2.02.03
5.r .2 "A2 .A4
5.1.2.02.Os
5.1.2.02.06
5.1.2.A2.A7

5.1.2.O2.O8
5.r.2.A2.A9

5.1.2.O3
5.1.2.03.01
5. i.2.03.02
s.1.2"03.03



5.1.5.03
5.1.5.03.01
5. i.5.03.02

5.1.5.04
5.1.5.04.01

5.1.5.05
5.1.5.05.01
5.1.5.05.02
5.1.5.05.03
5. i.5.05.04
olahraga
5.1.5.05.05
5.1.5.05"06
5.1"5.05.07
5.1.5.0s.08
5.1.5.05.09
s.1.5.05.10

5,1.6

s.1.6.01
s.1.6.01.01

5.2

5.2.t

5.2.L.tA
5.2.t.10.O1

5"2. 1. 1 1

gedung
5.2.1.11.01
gedung
5.2.1 .lt.O2

5.2" 1.11.03

5.2.1.11.04

5.2.1.11".05

5.2.1.11.06

5.2.1.13

5.2.1" 13.01

Belanja Hibah Kepada Perusahaan daerahl BUMD
Belanja Hibah Kepada Perusahaan daerah/ BUMD
Dst......

Belanja Hibah Kepada kelompok Masyarakat
Belanja Hibah Kepada kelompok Masyarakat

Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
Belaaja Hibah kepada Badan dan komisi
Belanja Hibah kepada Organisasi profesi
Belaaja Hibah kepada organisasi kepemudaan dan

Belanja Hibah kepada Organisasi Keagamaan
Belanl'a Hibah kepada Organisasi Mahasiswa
Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat
Belanja Hibah kepada Lembaga Keagamaan
Belanja Hibatr kepad.a Lernbaga Pendidikan
Belanja Hibah kepada tempat-tempat ibadah

Belanja Lain-lain

Belanja l,ain-lanrr
Belanja Lain-lain

BELANJA MCDAL

Belanja Modai tanah

Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah Pengguna Lain
Belaaja Modal Tanah-Pengadaan Tanah Pengguna Latrr

Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah untuk bangunan

Beianja Modal Tanah-Pengadaan Tanah untuk bangunan

Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah untuk bangunan
gedung perdagan gerrl / perusahaan
Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah untuk bangunan
tempat keqalj**t
Belanja Ivlodal Tanah-P+ngadaan ?anah kosong

Beianja Modal Tanah-Pengadaan ?anah bangunan jalan
dan jembatan
Belanja Modal ?anah-Pengadaan Tanah
lembiran / bantasan/ lepe-Iepe/ setren dst

Belanja Modal Ta:rah-Pengadaa:: ?anah untuk bangunan
bukan gedung
Belanja Modal Tanah-Peagadaan Tanah Lapangan olah
raga
Belaaja Modal Tanah*Perrgadaarr Tanah I"apangan Perkir5.2.1.13.02



5.2.1.13.03

5.2.1.13.04

5.2.1.13.O5

5.2.L. i3.06

q D 1 12. n'.7
v.a. L ! iu.v,

5.2.1.13.08

5.2. i.13.09

5.2.1.13.10

5.2.1.13. 1 1

5.2.2

5.2.2.O3

5.2.2 .A3.A1

5.2.2.43.A2

5.2"2.03.03
5.2.2.O3.O4

5.2.2.O3.As

s.2.2.03.06

5.2.2.O3.O7

5.2.2.O4

5.2.2.A4.O1

5.2.2.O+.A2

5.2.2.O4.A3

5.2.2.O4.Q4

5.2.2.O4.A5

5.2.2.05

Belanja Modal Tanah-Pengadaan ?anah Lapangan
Penimbun Barang
Belalja Moda1 Tanah-Pengadaaa Tanah Lapangan
Pemancar dan studio a1am6
Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tasah l"apangan
Pengujian/ Pengolahan
Belanja Modal ?anah-Pengadaan Tanah untuk bangunan
jala
Belanja Modal Tanah-PengaCaan Tanah untuk bangunan
at
Belanja Modal Tanah-Penga.daan Tanah untuk bangunan
Instaiasi
Belanja Modal Tanah-Pengadaan ?anah untuk bangunan
Jaringan
Belanja Modal ?anah-Pengadaan Tanah untuk bangunan
Gedung olahraga
Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah untuk bangunan
Tempat ibadah

Belanja Modal Peraiatan dan Mesin

Belanja Modal Peralata.n dan Mesin Pengadaan Alat-alat
bantu
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Compresor
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Electric
Generating Set
Belanja Medal Peralata.n dan Mesin- FengaCaan pompa
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Mesin
Bor
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan unit
Pemeliharaan Lapangan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan alat
pengolahan air kotor
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan
Pembangkit Uap Air Panasls3istem generator

Beia-nja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat
Angkutan Darat Bermotor
Belanja Modal Perala-tan dan Mesin-Pengadaan
Kendaraan dinas bermotor perorangafi
Beianja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan
Kendaraan Bermotcr Angkutan Barang
Belanja Modal Feralatan darr Mesin-Pengadaan
Kendaraan Berrn*tar khusus
Belanja MoCal. Peralataa darr Mesin-Pengadaan
Keadaraan Bermotor Beroda Dua
Belaaja Moda1 Peralatan dan Mesin-Pengadaan
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan AIat
Angkutan Darat tak Bermotor
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan
Kendaraan bermotor Angkutan barang

5.2.2.05.O1



5.2.2.05.02

5.2.2.O9

5.2.2.49 .0r

5.2.2.A9.O2

5.2.2.09.03

5"2 "2.A9.A4

5.2.2.09"05

s.2.2.O9.06

4nDnonTvr-.4.v),v i

5.2.2.09.08

5.2.2.IO

5.2.2.10.01

5.2.2.10.02

5.2.2.10.03

5.2.2. i0.04

5.2.2"10"05

5.2.2.10.06

s.2.2.10.07

5.2.2.10.08

5.2.2.10.09

5.2.2.10.10

5.2.2.10.1 1

5.2.2.11"

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan
Kendaraan tak bermotor berpenumpang

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Bengkel Bermesin
Belanja Modal Peralatan daa Mesin - Pengadaan
Perkakas Konstruksi Logam terpasaag pada pondasi
Belanja Moda1 Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Ferkakas Konstruksi Logam yang berpindah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Perkakas bengkel listrik
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan bengkel
service
Belanja Modal PeruTatar' dan Mesin - Pengadaan
perkakas pengangkat bermesin
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
perkakas bengkel kayu
Belanja MoCal Feralate-:: dan M*sin - PeagaCaan
perkakas hengkel khusus
Belanja Modal Peralataa dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Las

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Bengkel tak Bermesin
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Perkakas bengkel koastruksi logam
Belanja Modal Peralatan dan Mesin * Pengadaan
Perkakas bengkel listrik
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Perkakas bengkei serrice
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Perkakas pengangkat
Belanja Modatr Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Perkakas standar {Standart Tool}
Belanja Modat Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Perkakas khusus {Special Tcol}
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Perkakas bengkei kerja
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
peralatan tukang-tukang besi
Belanja ModaI Peralatan dan Mesin - Pengadaan
peralatan tukang kayu
Belaaja Mada1 Peralatan daa Mesin - Pengadaan
peralatan tukang kulit
Belanja Modal Peralatan dan Mesin * Pengadaan
peralatun ukur, Gip & Feting

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
ukur
Belanja Modal Peralatan darr Mesin - Pengadaan Alat
ukur Universal

5.2.2.11.01



5.2.2.r1.O2

5.2.2.1 1.03

5.2.2.t1.O4

5.2.2.11.Os

5.2.2.1 1.06

5.2.2. i 1.07

5.2.2.11.08

5.2.2.11.09

5.2.2.1 1.10

5.2.2.1 1.1 1

5.2.2.11"72

5.2.2.1 1. 13

5.2.2.t3

5.2.2.13.01

5.2.2.L3.O2

5.2.2.13.03

5.2.2.14

5.2.2.14.01

5.2 "2.14.A2

5.2.2.14.A3

5.2.2.14 .A4

5.2.2 " 14.05

5.2.2.15

5.2.2.15.01

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
ukur/tes intelegensia
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
ukur/tes alat kepribadian
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
ukurltes klinis lain
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
kalibrasi
Belanja MoCal Peralatan dan Mesin - PengaCaan
oscilloscope
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
universal tester
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat
ukur/pembanding
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat
ukur lainnya
Belanja Modat Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat
timbang*.nlblara
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan anak
timbangan/biasa
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan takaran
kering
Beianja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaangelas
takar berbagai kapasitas

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pemeliharaar: Tan:ann ao I Alat Penyimpan
Belanja Modal Peralats.n dan Mesin - Pengadaan Alat
Pemeliharaan Tanaman
Belanja Modal Peralatan de.n Mesin - Pengadaan Alat
Penyimpanan
Belanja Modal Peralataa dan Mesin - Pengadaan Alat
Laboratorium

Belanja Modal Feralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kant+r
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - pengadaan Mesin
Ketik
Belanja Modal Feralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin
Hitung/Jumlah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Fengadaan Alat
Reproduksi {Pengganda}
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Penyimpanan Perlengkapan Kantor
Belanja Modal Peralatan da:t Mesia - Pengadaan Alat
Kan::tar l,ainnya

Belanja ModaI Peraiatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Rumah Tangga
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Meubelair
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AIat
Pengukur Waktu

5.2.2.15.02



5.2.2.15.03

5.2.2.i5.04

s.2.2.15.05

5.2.2.15.06

q)c11n.7
v.tu.Lt LV-V i

5.2.2.16

5.2.2.16.01

5.2.2.t6.A2

tr,o D 16' n?v.4.4 r IU.VU

5.2.2.16.O4

5.2.2.16.05

5.2.2.16.06

4 C O 1'7
Jt4.L. L I

5.2.2.17.A1

5.2.2.L7.A2

5.2.2.17.03

5.2.2.17.A4

5.2.2.L7.A5

5.2.2.17.*6

5.2.2.17.A7

5.2.2.1.8

s.2.2.18.01

5.2.2.1A.A2

5.2.2.18.03

Belanja Modal Peralatan dalr Mesin - Pengadaan Alat
Pembersih
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pendingin
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Dapur
Belanja Modal Peralata.n dan Mesin - Pengadaan Alat
Rumah ?angga Lainnya {Home Use}
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengaCaan Aiat
Pemadam Kebakaran

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Komputer
Belanja Modai Peralata* dan Mesin - Pengadaan
Komputer Unit Jaringan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Persanal Kamputer
Belanja MoCal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan computer Maiaframe
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan mini kamputer
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Personal computer
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Jaringan

Belanja Modal Peralatan Caa Me*in - Pengadaan Meja
dan kursike4a/ Rapat Pejabat
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja
Ke{a Pejabat
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja
Rapat Pejabat
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi
Kerja Pejabat
Belanja Modal Peralatan darr Mesia - Pengadaan Kursi
R+pat pejabat
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi
hadap depan meja kerja pejabat
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Peagadaan Kursi
Tamu di Ruangan Pejabat
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Fengadaan Lemari
dan Arsip Pejabat

Beianja Mcdat Peral*tan dan Mesin - Pengadaa:: Alat
Stlrdie
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Studio Visual
Belanja Moda] Perala.tan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Studio Yideo dalr Film
Belanja Modat Peralata* dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Studio dan Film A
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Cetak

5.2.2.18.04



5.2.2.18.0s

5.2.2.18.06

5.2.2.t9

5.2"2.19.O1

5.2.2.t9 .A2

5 .2 .2 .1 9.03

5.2 .2.r9 .A4

5.2.2.19.05

5.2.2. i 9.06

5,2.2.19.A7

5.2.2.2A

5.2.2.24.41

5.2.2.2A.A2

5.2.2.20.43

5.2.2.20.0+

s.2.2.2O.O3

5.2.2.2A.A6

5.2.2.2A.A7

5.2.2.2A.08

5.2.2.2A.O9

5.2.2"20.10

5"2.2.20.11

s.2.2 "20.12

(, f) on 1?Vttu.A.4Vr !*

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Computing

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Pemetaan Ukur

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Komunikasi
Belanja Modal Peralatan daa Mesin - Pengadaan Alat
Komunikasi telepone
Beianja Modal Peralatan dan Mesin * Pengadaan Alat
Komunikasi Radio SSB
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AIat
Komunikasi Radio HF/FM
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Komunikasi Radio VHF
Belaaja Modal Peralatart dan Mesia - Pengadaan Alat
Komunikasl Radi* Ui-{P
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Peagadaan Alat
Komunikasi Sosial
Beianja Madal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-
alat Sandi

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Pemancar
Belanja Madal Pera-latan daa Mesin - Pengadaan
Peralatan Pemancar MFIMW
Belanja Modai Feralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Pemancar HF/ SW
Belanja Modai Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Pema:rcar VHF IF M
Eelanja MoCal PeraLatan Caa Mesi:: - PengaCaan
Peralatan Pemancar UHF
Belanja Modal Peralatan d,an Mesin - Pengadaan
Peralatan Pema*car SHF
Belanja Modal Peraiataa dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Antena MFIMW
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Antena HFISU/
Belanja Modai Peralatan dan Mesin - Pengadaan
P*ralatan Antena VHF/ FM
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralataa Antena UHF
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Antena SHF/ Parabola
Belanja Modat Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Traaslator YHF/VHF
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatat Tran*latar UHFI UHF
Belanja Mcdal Peralats"n daa Me*in - Pengadaan
Peralatan Trai:slator VHF/ UHF
Beianja lvlodal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peraiatau ?ranslator UHFI VHF

5.2.2.20.14
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5.2.2.20 .t6

5 .2.2.2A.t7

5.2.2.20.t8

5.2.2.2A.19

5.2.2.2A.2A
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5.2.2.20.22

5.2.2.2A.23

5.2 .2.20.24

5.2.2.2t

5.2.2.21.A1

5.2.2.2t.A2

5.2.2.21 .O3

5.2.2.21.A4

5.2.2.2t .A5

5.2.2.2t.06

5.2.2.21.A7

s .2 .2 .21 .AB

5.2.2.2L.O9

5.2.2.2t.tO

5.2.2.2t.L1

5.2.2.2L.L2

5.2.2.2L.13

5.2.2.21.14

Belanja Modal Peralatan dar Mesin - Pengadaan
Peralatan Microwave FPU
Belanja Modal Peralatan dan Mesia - Pengadaan
Peralatan Microwave Terestrial

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Microwave TVRC
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Dummy l,oad
Belalja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Switcher Antena
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Peagadaan
Switcherl Menara Antena
Belanja M*dal PesaJatan da_:: Mesin - Pengadaan Feed.er
Beianja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Humitity Control
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Peagadaan program
Input Equipmeat
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Antena Penerima VHF

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kedokteran
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kedokteran Umum
Belanja Modal Peralatan da:r Mesin - pengadaan Alat
Kedokteran Gigi
Belanja Modat Peralata-n dan Mesin * Pengadaan Alat
Kedokteran Keluarga Berencana
Belaaja Modal Peralatan dan Mesin - pengadaan Alat
Kedokteraa Mata
Belanja Moda! Peralate-il dan Mesir:. - Pengadaan Alat
Kedokteran T.H.T
Belanja Modal Feralatan dan Mesin - pengadaan Alat
Rotgen
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - pengadaan Alat
Farmasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - pengad,aan Alat-
alat kedokteran Bedah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - pengadaan AIat
Ke*ehatan Kebidanan darr Peayakit Kandungan
Belanja Modal Peralatan d.arr Mesin - pengadaan AIat
Kedokteran Bagian Penyakit Dalam.
Belanja Modal Peralatan dasr Mesin - pengadaan
Mortuary
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - pengadaan Alat
Kesehatan Anak
Belanja Modal Peralatan dal Mesin - Pengadaan
Poliklinik Set
Belanja Modal Peralatan daa Mesin - Pengadaan Alat
Kedokterar. Penderita Cacat tubuh
Beianja Modal Peraiataa dan Mesin * Pengadaan Alat
Kedokteraa Neur*logi i8yara$

5.2.2.? 1.15



5.2.2.2r .16

5.2.2.2L.t7

5.2.2.21 .18

5.2.2.27.19

5.2.2.2t .20

5.2.2.21 .21

5.2.2,2t.22

5.2.2.22

5.2.2.22.41

s.2.2.22.42

5.2.2.22.O3

5.2.2.22.O+

<coconq,gta.L.ba.v{

5.2.2.22.46

5.2.2.23

5.2.2.23.41

5.2.2.23.O2

5.2.2.23.43

5.2.2.23.A4

5.2.2.2s.As

5.2.2.23.46

5.2.2.23.O7

5.2.2.23.O8

5.2.2.23.O9

Belanja Modal Peralatan dan Mesin * Pengadaan Alat
Ked.okteran Jantung
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kedokteran Nuklir
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kedokteran Radiologi

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kedokteran Kulit dan Kelarnin
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kedokteran Gawat Darurat
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kedokteran Jiwa
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kedokteran Hewan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kesehatan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kesehatan Perawatan
Belanja Modal Peralatan daa Mesin - Pengadaan Alat
Kesehatan Rehabilitasi Medis
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kesehatan Matra La.ut
Belanja Modal Peralatan dan Mesln - Pengadaan Alat
Kesehatan Matra udara
Belanja Modal Perelat*.n dasl Vlesin - Pengadaan Alat
Kesehatan Kedokteran Kepolisian
Eelanja Modai Peralatan dan Mesin - Peagadaan Alat
Kesehatan Olahra.ga

Belanja Modai Peraiata"n d.arr Mesin - Pengadaan Unit-
unit Laboratorium
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaal Alat
Labora"torium kirrria air
Relania l\dnrrlal Pcralaton r{aa l\rlaqin - Fenoarrlaan Alat

Laboratorium Microbiologi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AIat
Laboratorium Hidro Kirnia
Belanja Modai Peraiatan darr Mesin - Pengadaan Alat
Laboratorium Logam, Mesin, listrik
Belanja Modal Peralata* darr Mesin - Pengadaan Alat
Laboratorir.lm Logam,Mesin, Listrik A
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Labcratorium Umum
Belanja Modat Peralatan dan Mesin - Pengadaan Atrat
l"aboratorium Umum A
Belanja Modai Peraiatan darr Mesin - Pengadaan Alat
Labcratorium Kedakteran
Belanja Modat ?eralatar: dan Mesin - Pengadaan Alat
Laboratorium Microbiologi
Belanja Modal Peralataa dan Mesin - Pengadaan Alat
Laboratorium Kimia

5.2.2.23,10



5.2.2.23.71

5.2.2.23.12

5.2.2.23.t3

5.2.2.23.14

5.2.2.23.L5

5.2.2.23.16

5.2.2.23.17

5.2.2.23.18

5.2.2.23.24

5.2.2.23.21.

5.2.2,23.22

5.2.2.23.23

5.2.2.24

5.2.2.24.A1

5.2.2.27

.27 . *t

.27 . A2

5.2.2,27 .A3

5.2.2.27.A4

5.2"2.29

5.2.2.29.A1

5.2.2.29.02

s .2 .2 .29 .03

5.2.2.29.04

5.2.2
5.2.2

Bela*ja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Laboratorium Microbiologr A
Belaaja Modal Peralatan darr Mesin - Pengadaan Alat
Laboratorium Patologi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Laboratorium Immunologi
Belanja Modal Peralataa dan Mesin - Pengadaan Alat
Laboratorium Hematologi

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Laboratorium Makanan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Laboratorium Standarisasi , Kalibrasi dan Instrumentasi
Belanja Modal ?eralatart dan Mesin - Pengadaan Alat
Laboratorium Farmasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Laboratorium Elektroaika dan Daya
Belanja Modal Peralatan: dan Mesin - Pengadaan AIat
Laboratorium Prosesf Teknin Kimia
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Lahoratorium Kesehatan i{e4a
Belanja Modal Peralatan darr Mesin - Pengadaan Alat
Laboratorium Hematologi & Urinalisis
Belanja Modal Peralatan dan Mesia - Pengadaan Alat
Laboratorium Latr.rnya
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Labaratorium Hematologi & Urinalisis A
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat
Peraga/ Praktek Sekolah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang
Pendidikanl Ketrampilan Lain-lain

Belanja Mcdal Ferafatan dan Mesin-Penga-da.an Alat
Proteksi Radiasi/ Protek*i Laingkungan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat
Kesehatan Kerja
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Proteksi
Lingkungan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin*Pengadaan Sumber
Radiasi

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat
Laboratorium Lingkungan Hidup
Belanja Modai Peralats.r: dan Mesin-Pengadaan Aiat
L,aboratorium Kualitas Air dan Tanah
Belanja Modai Peralatam dan Mesin-Pengadaan Alat
Laboratorium Kualitas Udara
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peagadaan Alat
Laborat*rium Kebisingaa daa Getaran
Belanja Modal Peraiats-n Can lvlesia-PengaCaan Alat
Laboratoriurx Lingkungan
Betranja M*dal Peral*tan dan Mesin-Fengadaan Alat
Lab*ratorium Penunj ang

5.2.2.29.05
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5.2.2.32

5.2.2.32.O1

5.2.2.32.02

5.2.2.35

5.2.2.35. 01

5.2.2.35.A2

Belanja Modal Peralatan dar Mesin-Pengadaan

Persenjataan Non Senjata APi

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat

Keamanan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Non

Senjata APi

Belanja Modal Peralatan dan lVlesin-Pengadaan Alat

Keasranan da:l Perlindungan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat

Bantu Keamanan
Belanja Modal Peralatan da:r Mesin-Pengadaan Alat

Perlinduagart

Belanja Modal Gedung darr Bangunan
Belanja Banguaan darr Gedung - Peagadaan Bangunall

Gedung Tempat Kerja
Belarrja Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan

Cedung Kantor
Belanja Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan

Gedung
Belaaja Bangunaa dan Gedung - Fengadaan Bangunan

*eCung Ur:tuk Bengkei
Belanja Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan
Gedung Instalasi
Belanja Bangunaa dan Gedung - Pengadaan Bangunan
Gedung Laboratorium
Belanja Sangunan dan Gedung * Pengad.aan Bangunan
Kesehatan
Beianja Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Ibadah
Belanja Banguaar:. daa Gedlr*g - P*-rgadaan Bangunart
Gedung Terrrpat Pertemuan
Belanja Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Pendidikan
Belanja Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Olah Raga
Belanja Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan
Gedung Pertokoan / Koperasil Pasar
Belanja Bangunaa dan Gedung - Pengadaan Bangunan
Gedung Untuk Pc* Jaga
Belanja Banguna:r dan Gedung - Pengadaan Bangunan
Gedung Oarasi /Paol
Belanja Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan
Gedung Perpustakaan
Belanja Bangunan dan Gedr.lng - Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Keq'a Lainnya

Beianja Bangunaa dar Gedung - Pengadaan Bangunan
Gedung Ternpat Tinggal
Beianja Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunaa

Geduag Ramah Negara Gal*ngan I
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5.2.4

5.2.3.02.A2

5.2.3. 02. 03

5.2.3.02.04

5.2.3.02.05

s.2.3.02.06

5.2.3.A2"*7

5.2.3.02.08

5.2"3.01.O1

5.2.3.01 .02

5.2.3.01 .03

5D/]-NR

5.2.4.08.0i

5.2.4.08.02

5.2.4.08.03

5 .2.4. 08. 04

s.2.4,08.05

5.2.4.09

5.2.4.09.01

5.2 . 4. 08. 02

5.2.4.08.03

5.2.4.08.04

Belanja Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan
Gedung Rumah Negara Golcngan II
Belanja Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan
Gedung Rumah Negara Golongan IlI
Belanja Bangunan dan Gedung - Pengad aar: Bangunan
Messl Wisma/ Bungalow/Tempat Peristirahatan
Belanja Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangurran
Asrama

Belanja Bangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan
Hotel
Belanja Barigunan dan Gedung - Peagadaan Bangunan
Motel
Belanja Eangunan dan Gedung - Pengadaan Bangunan
Flat/Rumah Susun

Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Jalan,Irigasi darl Jaringan - Per:.gadaan
Jalan
Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Jalan Kabupaten /IKata
Belanja Modal Ja1an,Irigasi dan Jaringan - Pengad.aan
Jalan Desa
Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Jalan Khusus

Belanja MoCaI Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Air BersihlBaku
Belanja Modal Jalar,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
l4/aduk Air Bersih/Air Baku
Belanja Modal Jalan,irigasi darr Jaringan - Pengadaan
Bangunan Peagambiian Air Bersih/Baku
Belanja Modal Jalan,lrigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Pemhawa Air Bersih
Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Per::buang Air Bersih,rgir Baku
Belanja Modal Jalan,irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Pelengkap Air Bersi};rlAjr Baku

Belanja ModaI Jalan,Irigasi darr Jaringan - Pengadaan
Bangunan Ak Kotor

Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Pembawa Air Kotor
Belanja lVlodal Jalan,Irigasi daa Jaringan - Pengadaan
Bangunan Waduk Air Kotor
Belanja Modal Jalan,Iriga*i dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Pembuamgan Air Kotor
Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Pengaraanan Air Kotor
Belanja M*dal JaJari,Iigasi dan Jar"ingaa - Pengadaan
Bangunan Felengkap Air Kot*r

5.2.4.C8.O5
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5.2.4.tl

5.2.4. 11 . 01

5.2.4.tl.42

2.4.11.03

2.4. 11.04

5.2.4. 1i .05

5.2.4.12

5.2.4.12.Ot

5.2.4.L3

4.13.01

4.73.A2

5.2.4.15

5.2.4. 15.01

5 .2 .4. 15. 03

5.2.4. 15.04

5.2"4.15.05

5.2.4. 15.06

5.2.4.15.A7

5.2.4. 15.08

5.2.4. 15.09

5.2.4.15.10

5.2 .4. 15. 11

Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Instalasi Air Minum/Air Bersih
Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Air Muka Tanah
Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jariagaa - Pengadaan
Air Sumber / Mata Air
Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Air ?anah Dalam
Belecja Modal Jalan,Irigasi Can Jaringan - Pengadaan
Air Tanah Dangkal

Beianja Mod,al Jalaa,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Air Bersih/Nr Eaku Lainn;ia

Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
instalasi Air Kotor
Belanja Modal Jalan,Iriga-si dan Jaringan - Pengadaan
lnstalasi Air Kotor

Be1an3'a Modal JaIan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Instalasi Pengalahaa Sampah
Bela.nja Modal Jalaa,Irigasi dan Jartngan - Pengadaan
Instalasi Pengclahan Sampah Orgaaik
Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik

Belaaja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Pernbangkit Listrik
Beianja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Pembangkit Listrik Teaaga Air
Beianja Modal Jalan,irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jarirrgat- Pengadaan
Pernbangkit Listrik Tenaga Mikro {Hidroi
Belanja Modal Jalan,Irigasi da.n Jaringan - Pengadaan
Pembangkit Listrik ?enaga A*gin {PL"AN}
Beianja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringa"n - PengaCaan
Pembangkit Listrik ?enaga Uap {PL?U}
Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Pernbangkit Listrik Tenaga Nuktir { PLTN i
Belanja Modal Jale,n,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Pembangkit Listrik Ter:e*R Gas {PL?G}
Belaaja Modal Jalaa,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi {PLTP)
Belanja ModaI Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Pembangkit Listrik Tenaga Surya {PLTS}
Belanja Modal JaJan,Irigasi dan Jaringan - Peagadaan
Pembangkit Listrik Teraga Biogas {PLTB}
Belalja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Peagadaan
Instalasi Pembangkit Listrik ?eaaga
Samudera/ Gelambang Samudera {PLTSm}

Belanja Madal Jalan,Irigasi dan Jarixgan - Pengadaan
Instalasi Gardu Listrik
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5 .2 .4 .20 .41
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2.4.22

2 .4 .22 .41

2.4.22.02

2.4.22.A3
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5.2.+.23.02
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5

5

5

Inst*.lasi Gardu Listrik Induk
Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Instalasi Gardu Listrik Distribusi
Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Instalasi Pusat Pengatur Listrik

Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Instalasi Gas
Belanja L{odal Jalan,Irigasi dan Jari::gan - Penge.d,aar:

Instalasi Gardu Gas
Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Instalasi Jaringan Pipa Gas

F,elanja Modat Jalan,lrigasi dan Jaringan - Pengadaan
Instalasi Pengaman
Belanja Modal Jalan,lrigasi dan Jaringan - Pengadaan
Instalasi Pengaman Penangkal Fetir

Belanja Modal Jala-n,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Jaringan Air Minurn
Belanja Madal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Jariagan Pembawa
Belanja Modal Jalan,lngasi dan Jaringan - Pengadaan
Jaringan Induk Distribusi
Belarja Modai JaIan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Jaringan Cabang Distribusi
Belanja Modal Jalan,lr:igasi Can Jaringan - PengaCaan
Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah

Belaaja Modal JaIan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Jaringan Listrik
Belanja Modai Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Jaringan Trasmisi
Belanja Modal Jalan,lrigasi dan Jaringaa - Pengadaan
Jaringan Distribusi

Belanja Modal Jala:r,lrigasi dan Jaringan - Pengadaan
Jaringan Telepon
Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Jaringan Telepon di Atas Tanah
Belanja Modal Jalaa,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Jaringan Telepon di Bawah ?anatr
Belanja Modal Jalan,irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Jaringan Telepon di daJam Air

Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Jariagan Gas
Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Jaringan Fipa Gas Trasmisi
Belanja Modal JaTa4lngasi dan Jaringaa - Pengadaan
Jaringan Pipa Distribusi

Beianja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan

Jari::gan Pipa Dinas
5.2.4.23.Q3

5.2.4.24

5.2.4.L6.42



5.2.5
5.2.5.05

s.2.5
5.2.5

5.2.4.23.A4

5.2.5.05.01

5.2.5

o7
07.01

07.a2

OB

08.01

5.2.5

5.2.5

5

5 1

Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Jaringan BBM Trasmisi

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset Teta.p l;ainnya - Pengadaan Alat Olah
Raga l"ainnya
Belanja Modal Aset Tetap I,ain;nya- Pengadaan Alat Olah
Raga Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap l,ainnya - Pengadaan Tanaman
Beianja Modal Aset Tetap L,aianya - Pengadaan Tanaman
Hias

B,elartja Modal Aset Tetap l,ainnya - Pengadaan Tanaman
Obat dan Kosmedka

Belanja Modal Aset Tetap l,ainnya - Pengadaan Aset
Tetap Renovasi
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset
?etap Renovasi

BELANJA TAK ?ERDUGA

Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga
Belanja Tak Terduga
Belanja Tak Terduga Bencana Alam
Belanja Tak Terduga Luar Biasa Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Peagadaan Tanaman
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman
Hias
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman
Obat dan Kosmetik

Belanja Modal Aset Tetap Lairrnya - Pengadaan Aset
Tetap Renovasi
Beianja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset
Tetap Renovasi

TRANSFER
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN

Transfer Bagr Hasil Pajak Daerah

Transfer BaSl Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota
Tranrsfer Bag Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota

,>
U

-.)

5.3
5.3
5.3
5.3

1.01
1.01
1.01
1.01

.01

.02

.03

5.2.3
(o?

.88

. 88. 01

5.2.3.88.02

5.2"3.89

5.2.3.89.01

1.1

1.1.01

1

6
6

6

6

6 1.1.01.01



6
6

6

6.1.1.01.02

6.1.1.01 .03

.01

1.1.01.01

01
01 .01
02

6.2.1.02.01

.01
.01 . 01
.01.02

01
01 .01
01 .02

.01

.01 .01

.01 .02

.01

.01.01

,01
.42

.01

.01.oi

.01

.01 .01

1

1

2
2

Transfer Bagr Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Propinsi
Tra:rsfer Bagr Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa
Transfer Bagr Hasil Pendapatan I-ainnya
Transfer Bagr Hasil Pendapatan Lainaya Kepada
Pemerintahan Kabupaten/ Kota/ Desa
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada
Pemerintahan Kabup ater: / K:at a/ Desa
Dst.."

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi Daerah l,ainnya
Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi
Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi
Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota

Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota

Transfer Bantuan Keuangan ke desa
Transfer Bantuan Keuangan ke desa
Transfer Bantuan Keuangan ke desa
Dst....

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik
Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik
Dst..

Transfer Dana Otonomi Khusus
Transfer Dana Otonorrri Khusus Kabupaten Kota
Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten Kota
Dst.....

PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SILPA tahun sebelumnya
Penggunaan SILPA tahun sebelumnya
Penggunaan SILPA tahun sebelumnya

Koreksi SILPA
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
Lain-lain

Pencairan Dasa Cadangan
Pencairan Dana Cadangan
Pencairan Da-na Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaar' Daerah yaxg Dipisahkan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Hasi.tr Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Pada perusahaan milik Pemerintah/BuMN

a26.i.1.01

6.2
6.2.1
6.2.1
6.2.1
6.2.7

6.2.2
6.2.2
6.2.2
6.2.2

6.2.3
6.2.3
6.2.3
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I

7

7
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I

7

7.L.3.01,.02

7.1.3.01 .03

.01

.01 .01

.02

L.4.02.01

01
.04
.04.01
.05

1 05.01

1 o6

i

1R.

5. 01
5. 01 .01
5.02

1.5.02.Ot

.01

01

1.4
L,4
L.4
1.4

Hasil Penjualan Kekayaasr Daerah yang dipisahkan
Pada perusahaan milik Pemerintah/BuMN

Hasil PenjuaLlan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
pada perusahaan milik swasta

Pinjaman Dalam Negeri
Pinjaman Dalam Negeri dari Bank
Pinjaman Dalam Negeri dari Bank
Finjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan
Bukan Bank
Pinjaman Dalam Negeri dari Lernbega Keuangan
Bukan Bank
Penerima Hasil penerbitan Obligasi Daerah
Penerima Hasil penerbitan Obligasi Daerah
Pinjaman DaIam Negeri dari Pemerintah pusat
Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Fusat
Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah prcpinsi
lainnya
Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah propinsi
lainnya
Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah
Kabupater:lKata
Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah
Kabupaten/Kota

Penerima- Kembali Piutang

Penerima Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara
Penerima Kembali Piutang kepadaPerusahaan Negara
Penerima Kembali Piutang kepada Perusahaal
Daerah
Penerima Kembali Piutang kepada perusahaan
Daerah
Penerima Kemhali Piutang kepada Pemerintah pusat
Penerima Kembali Fiutang kepada pemerintah pusat
Fenerima Kernbali Piutang kepada. pemerintah Daeralr
Lainnya
Penerima Kembali Piutang kepada pemerintah Daerah
Lainnya
Penerima Kembali Piutang Lainnya
Penerima Kembali Piutang Lainnya

Penerima Kemba.li Investasi Noa per:rranen Lainnva

Penerima Kembali Investasi dalam Provek
Pembangunan
Penerima Kemhali Investasi dalam Proyek
Pembanguaan
Penarikan Dana Bergulir
Penarikan Dana Bergulir
Pencairan Deposito Jangka Panjang
Pencairan Deposito Jangka Parg'ang
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4
4
4
4
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7
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7
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7
7.2
7.2.1
7.2.7
7.2.1

L.6.04
L .6 .04.01

.01

.01.01

1

1.8.01
1 .8.01 .01

.01

.01.01

.o1

.01.01

.42

. 02 .01

.03

.03.01

.01

.01 . 01

.42

7.2.3.02.01

.01

7.2.3.04.01

7.2.3.0s

7.2.3.05.01

7.2.3.06

7 .2.3. 06. 01

.01

.01 .01

.42

i
1

1

Penerima Kembali Investa.si Non permanen Lainnya
Penerima Kembali Investasi Non permanen Lainnya

Pinjaman Luar Negeri
Pinjaman Luar Negeri
Piqjaman Luat Negeri

Fenerimaan Utang Jangka panjang Lainnya

Penerimaan Utang Jangka panjang Lainnya
Penerimaan Utang Jangka panjang Lainnya

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMB]AYAAN
Pembentukan Dana Cadangan
Pembentukan Dana Cadangan
Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal pada BUMN
Peayertaan Modal pada BUMN
Penyertaan Modal pada BUMN
Penyertaan Modal pada BUMN
Penyertaan Modal pada BUMN
Penyertaan Modal pada perusahaan Swasta
Penyertaan Modal pada perusahaan Swasta

Pembayaran Pokok Finjaman Dalam Negeri
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Bukan Bank
Pelunasan Obligasi daerah
Pelunasan Obligasi daerah
Pernbayaran Pckok Pinjaman kepada pemerintah
Fusat
Pembayaran Pokok Finjaman kepada Pemerintah
Pusat
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah
Propinsi Lainnya
Pembayaran Pokok Finjaman kepada Pemerintah
Propinsi Lainnya
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah
Kabupaten/I(ala
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pernerintah
KabupatenlKota

Pemberi Pinjaman Daerah
Pemberi Piryarnan Daerah kepada Perusahaan Negara
Pernberi Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara
Pemberi Pinjama::. Daerah kepada Perusahaan Daerah
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7)(
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7.2.5
7 .2.5
7.2.5
7 .2.5

7 .2.6
7 .2.6
7 .2.6

Pemberi Pidaman Daerah kepada Perusahaan Daerah
Pemberi Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Fusat
Pemberi Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Fusat
Pemberi Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah
Lainnya
Pemberi PinJ'aman Daerah kepada Pemerintah Daerah
Lainnya

Pengeluaran Investasi Nan Permasen Lainnya
Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan
Pembentukan investasi dalam Proyek Pembangunan
Pembentukan Dana Bergulir
Pembentukan Dana Bergulir
Pembentukan Deposito Jangka Panjang
Pembentukan Deposito Jangka Panjang
Pembentukan Investasi Nan Permanen Lainnya
Pembentukan lavestasi Non Permanen Lainnya

Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri

Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya

SALDO ANGGARAN LEBIH
SurpluslDefisit LRA
Surplus/Defisit LRA
Surplus/Defisit LRA

Pembiayaan Netto
Pembiayaan Netto
Pembiayaan Netto

STI.PA /STI{T)A

SILPA/SIKPA
SILPAISIKPA

Perubahan SAL
Perubahan SAL
Perubahan SAL

PENDAPA?AN - LO
PENDAPATAN - LO
PENDAPATAN - LO

Pedapatan BLUD - LO
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO
Pendapataa Hibah BLUD - LO
Pendapatal Hasil Kedasama BLUD - LO
Pendapatan Lain-lain BLUD - LO
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8.2 PENDAPATAN TRANSFER- LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO
Dana Alokasi Umum {DAU} - LO
Daaa Alokasi Umum {DAU} - LO
Dana Alokasi Umum {DAK} - LO
DAK Bidang Kesehatan - LO
Dst....
Dana Alokasi Khusus {DAK} Penugasan - LO
DAK Bidang Kesehatan - L0
Dst......
Dana Alokasi Khusus (DAK) Affirmasi - LO
DAK Bidang Kesehatan - LO
Dst...
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO
DAK Bantuan Opersional Kesehata:r dan Bantuan
Operasional Keluarga Bencana
Dst...

LAIN-LAIN PENDAPA?AN DAERAH YANG SAH - LO

Pendapatan Hibah - LO
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO
Dst..........

Pendapatan Hibah dari Femerintah Daerah Lainnya -
IN

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya -
LO
Dst.....,....
Pendapatan Hibah dari Badan/ Lernbaga/ Organisasi
Swasta dalam Negeri - LO
Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembagal Organisasi
Swasta dalam Negeri - LO
Dst..

Pendapatan Hibah dari Kelompok
masyarakat/perorangan - LO
Pendapata.n Hibah dari Kelompok masyarakat - LO
Pendapatan Hibah dari Kelompok masyarakat - LO

Pendapatan Hibah dari Luar Negeri - LO
Pendapatan Hibah dari Bilateral - LO
Pendapatan Hibah dari Multilateral - LO
Pendapatan Hibah dari Donor Lainnya * LO

Dana Darurat - LO
Dana Darurat - LO
Korban Kerusakan Akibat Bencana Alam - LO
Dst..........
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8.4

01

01.01
at.a2

01
01
01
01
01

8.3.3
8.3.3

8.3.3
8.3.3

8.4.1
8.4.1
8.4.1

o1
o2
o3
o4

8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4

1

1

1

i
1

1

Fendapatan Lainnya - LO
Pendapatan Lainnya * LO

Pendapatan Lainnya - LO
Dst...

SURPLUS NON OPERASIONAL. LO

Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO
Surplus Penjualan Aset Tanah - LCI
Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO
Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO
Surplus Penjualan Aset Non LancarlAset tetap Lainnya
-LO
Surplus Penjualan Aset Lairr-lain - LO
Surplus Pelepasan Investasi Jangka panjang - LO
Dst.

Surplus Penyelesaian Kewqjiban Jangka panjang - LO
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka panjang - LO
Surplus Penyeiesaian utang daiam negeri Sektor
Perbankan - LO
Surplus Penyelesaiaa utang Dari Lembaga Keuangan
Bukan Bank - LO
Surplus Penyelesaian utang dalam negeri - Obligasi -
LO
Surptrus Pen3.elesaian utang Pemerintah pusat - LO
Surplus Penyelesaian utang Pemerintah propinsi - LO
$urplus Penyelesaiaa utang Pemerintah
Kabupaten/Kata- LO
Surplus Penyelesaian Premium {Diskonto} Ohligasi -
LO
Dst.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional - LO
Surplus dari Kegiatan Non Operasional - LO
Surplus dari Kegiatan Non Operasional - LO
Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO

PENDAPA?AN LUAR BIASA - LO

Pendapatan Luar Biasa. - LO
Pendapatan Pos Luar Biasa - LO
Pendapatan Pos Luar Biasa - LO

BEBAN
BEBAN OPERASIONAL
Beban Pegawai - LO

Beban Fegawai BLUD - L.O

Beban Pegawai BLUD - LO
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.01 .08

. 01 .09
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03. 14
03. 15

03.16

.t7
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Beban Barang dan Jasa - LO

Beban Bahan Pakai Habis
Beban Persediaan Alat Tulis Kaator
Beban Persediaan DokumenlAdministrasi Tender
Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik {Lampu
Pijar,Battery Kering)
Beban Persediaan Perangko,Materai dan Benda pos
Lainnya
Beban Persediaan Pera-latar Kebersihan dan Bahan
Pembersih
Beban Persediaan Bahan Bakar MinyaklGas
Beban Persediaan Pengisian Tabung pemadam
Kebakaraa
Beban Persediaan Peagisian isi ?abung Gas
dst.
Bahaa Persediaan Bahan/Materiai
Eahan Persediae.n Bahan Baku Bangunan
Bahan Persediaan Bahan/Bibit Tanaman
Bahan Persediaan Bahan Bibit Ternak
Bahan Persediaan Bahan Obat*obatan
Bahan Persediaan Bahan Kimia
Bahan Persediaan Makanan Pokok
Bahan Persediaan Bahan Sarana produksi
Bahan Persediaan Bahan material
Eahan Persediaan Material dan alat praktek Bimtek
Bahan Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jemba_tan
Bahan Persediaan Alat Kesehatan Habis pakai
Bahan Persediaan Bahan Cetakan
Bahan Persedia"a:r Bahan Farmasi
Beban Jasa Kantor
Beban Jasa Telepon
Beban Jasa Air
Beban Jasa" Listrik
Beban Jasa Pengumuman l,elang/ Pemenang Lelang
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah
Behan Jasa Kauiatl Faksimili/ Internet
Beban Jasa Paket / Per,;ginlr;ran
Beban Jasa Sertifikat
Beban Jasa Transaksi Keuangan
Beban Jasa Administrasi Fungutan Pajak Penerangan
Jalan Umum
Beban Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermntor
Beban Jaea Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Beban Jasa Peliputan Media
Beban Jasa Entertainment {Ivent Orgaaizerl
Beban Jasa Narasumber / Pematri / Tenaga Ahli /
Tenaga Administrasi Tenaga Teknis
Beban Jasa TimlKelompok Kerja
Beban Premi Asuransi
Beban Ja*a Premi Asuransi Kesehatan
Beban Jasa k'emi Asura:rsi Barang Miiik Daerah
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Beban Pakaian Dinas Upacara {pDU}
Dst.
Beban Pakaian Kery'a
Beban Pakaian Keda Lapangan
Dst..
Beban Pakaian Khusus dan hari_hari tertentu
Beban Pakaian KORPRI
Beban Pakaian Adat Daerah
Beban Pakaian Batik Tradisional
Beban Pakaian Olahraga
Dst".....
Beban Pedalanan Dinas
Beban Peq'alanan Dinas Dalam Daerah
Beban Peqalarran Dinas Luar Daerah
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri
Beban Perjalanan pindah Tugas
Beban Peq'alanan pindah ?uga* Dalam Daerah
Beban Perjalanan pindaJ: Tugas Luar Daerah
Beban Pemulangan pegawai
Beban Pemulangan pegawai yang pensiun Dalam
Daerah
Beban Pemulangan pegawai yang pensiun Luar
Daerah
Beban Pemulangan pegawai yang Tewas Dalam
Melaksanakan Tugas
Beban Pemeliharaan
Beban Peraeliharaan Tanah
Beban Pemeliharaan peralatan dan Mesin
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Beban Pemeliharaan J*.1an,Irigasi, dan Jaringan
Beban Pemeliharaan Aset ?etap Lainaya
Dst........
Beban Jasa Konsultasi
Beban Jasa Konsultasi Penelitian
Beban Jasa Konsultasi Perencanaan
Beban Jasa Ksnsultasi Pengawasan
Beban Jasa Pembuatan Aplikasi / Sistem Informasi
Beban Jasa Pengujian Laboratorium
Dst........
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada
Masyarakatl Pihak Ksf i ga
Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat
Beban Barang Yang Akafi Diserahkal Kepada Pihak
Ketiga
Beban Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Pihak Ketiga
Beban Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat
Beban Barang Untuk di Jual kepada
Masyarakat/ Pihak Ketiga
Beban Barang Untuk di Jual kepada Masyarakat9.1.2.27.41



9.1.2
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9.r.2
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9.1.2
9.L.2
9.1"2
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.24

.24 . AL

t.2.2+.a2
L.2.24.A3
1.2.2s
t .2 .25. 01
t.2.2s.02

9.1.2.25.O3

Beban Barang Untuk di Jual kepada pihak Ketiga
Dst...
Bebaa Beasiswa pendidikan pNS
Beban Beasiswa Tugas Belajar DS
Beban Beasiswa Tugas Belajar S 1
Beban Beasisrva Tugas Belajar 52
Beban Beasiswa Tugas Belajar 53
Dst
Beban Kursu s, pelatihan, Sosialisasi dan Birnbin gan
Teknis PNS
Beban Kursus-kursus Singkat/ pelatihan
Beban Sosialisasi
Beban Bimbingan Teknis
Dst
Beban Honorarium Non pegawai
Beban Honorarium Tenaga
Ahlil Narasumber/ Instruktur
Beban Mcderator
Dst...
Beban Honorarium pNS - LO
Beban Honorarium panitia pelaksana Kegiatan _ LO
Beban Honorarium Tim pengad,aan Barang dan Jasa -
LO
Beban Honorarium Tenaga
Ahli/ Instruktur/ Narasumber- LO
Beban Honorarium pNS Lainnya - LO
Bebaa Honorarium Non pNS - LO
Beban Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber- LO
Beban Honorarium Pegawai. Honorer/ Tidak Tetap - LO
Beban Uarg untuk diberikan kepada pihak
KetigalMasyarakat
Beban Uang untuk diberikan kepada pihak Ketiga
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat
Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasianai
Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional
Dst.............
Beban Insentif
Beban insentif
Beban Jasa Kesehatan
Beban Jasa Kesehatan
Beban Transportasi dan Akomodasi
Beban Transporta*i dan Ak+modasi

Beban Bunga
Beban Bunga Utang Pinjaman
Beban Bunga Utang Finjaman Kepada Pemerintah
Beban Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah
Daerah lainrrya
Beban Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga
Keuangan Bank
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9.t.3.01.04 Beban Bunga Utang pinjaman Kepada kmbaga
Keuangan Bukan Bank
Beban Bunga Utang pinjaman Lainnya
Beban Bunga Utang pinjaman Kepada BUMN
Beban Bunga Utang Obligasi
Beban Bunga Utang Obligasi
Dst.

Eeban Subsidi
Beban Subsidi
Beban Suhsidi Kepada BUMN
Beban Subsidi BUMD
Beban Subsidi Kepada pihak Ketiga lainnya
Dst.

Beban Hibah
Beban Hibah kepada pemerintah
Beban Hibah Barang kepada pemerintah
Beban Hibah kepada pemerintah Daerah Lainnya
Beban Hibak kepada pemerintah propinsi
Beban Hibah kepada pemerintah Kabupaten
Beban Hibah kepada pemerintah Kota
Beban Hibah kepada perusahaaa Daerah/BUMD
Beban Hibah kepada perusahaan Daerah/BUMD
Dst.
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat
Beban Hibs.h kepada Kelompok Masyarakat
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
Beban Hihah kepada Organisasi Kemasyarakatan
Beban Hibah kepada Badan dan Komisi
Beban Hibah kepada Organisasi profesi
Beban Hibah kepada Organisasi Kepemudaan dan
Olahraga
Beban Hibah kepada Orga::isasi Keagamaan
Beban Hibah kepada Organisasi Mahasiswa
Beban Hibah kepada Organisasi Masyarakat/LSM
Beban Hihah kepada Lembaga Keagarnaan
Beban Hibah kepada Lembaga Pendidikan
Beban Hibah kepada Tempat-tempat Ibadah
Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan
Dasar
Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar
Di Kabupaten
Beban Hibah Dana BOS ke SD Srrasta
T-'tafsul..

Beban Hibah Dana BOS
Beban Hibah Dana BOS ke SD Swasta
Beban Hibah BOP PAUD Ma-syarakat/Swasta
Beban Hibah BOP PAUD Masyarakatf Swasta
Beban Hibah EOP Pendidikan Kesetaraan
Beban Hibah BOP Pendidikan Kesetaraarr
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I
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I

1

1

I

6

6
6

.01

.01.01

Beban Lain-lain
Beban Lain-lain
Beban Lain-lain

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
Beban Penyusutan Alat-alat Besar Darat
Beban Fenyusutan Alat-alat Besar Apung
Beban Pen5'usutan Alat-alat Bantu
Beban Penyusutal Alat Angkutan Darat Bermotor
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor
Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
Beban Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara
Beban Pen;rusutan Alat Bengkel Bermesin
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
Beban Penyusutan Alat Ukur
Beban Penyusutan Alat pengolahan
Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat
Penyimpanan
Beban Penyusutan Alat Kantor
Beban Pen;rusutan Alat Rumah Taagga
Beba:: Penyusutan Komputer
Beban Penyusutan Meja dan Korsi Keq'a/Rapat
Pejabat
Beban Penyusutan Alat Studio
Beban Penyusutan Alat Komunikasi
Beban Pen5rusutan Peralatan Pemancar
Beban Penyusutan AIat Kedokteran
Beban Penyusutan Alat Kesehatan
Beban Penyusutan Unit-unit Lahoratorium
Beban Penyusutan Alat Peraga lPraktek Sekolah
Beban Penyusutan Unit Alat t"aboratorium Kimia
Nuklir
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir
/Elektronik
Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi /proteksi
Lingkungan
Beban Penyusutan Radiation Aplication and Non
Destructive Testing l,abaratory {BATAM}
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan
Hidup
Beban Pen;rusutan Peralatan Laboratorium
Hidrodinamika
Beban Penyusutan Senjata Api
Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api
Beban Pen;rusutan Amunisi
Beba:r Penyusuta.n Senjata Sinar
Beban Pen;rusutan Alat Keamanan dan Perlindungan
Beban Pe*yusutan Gedung dan Bangunan
Eeban Penyusutan Baaguaan Gedung Tempat Keq'a
Beban Penyusuta.n Bangunan Gedung Tempat Tinggal
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1
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1

7.O2
7.02
7.O2
7.O2
7.02

L "7 .A2

03
a4
05
06
07

OB

Beban Penyusutan Bangunan Menara
Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah
Bebal Penyusutan Bangunan Tugu peringatan
Beban Penyusutan Bangunan Candi
Beban Penyusutan Bangunan Monumen/ Bangunan
Bersejarah Lainnya
Beban Pen5rusutan Bangunan Tugu Titik
Kontrol/Pasti
Beban Penyusutan Bangunan Rambu-rambu
Beban Penyusutan Bangunan Rarnbu-rambu Lalu
Lintas Udara
Beban Pen5rusutan Jalan,Irigasi. dan Jaringan
Beban PenJrusutan Jalan
Beban Penyusutan J er;rrbatan
Beban Perqrusutan Bangunan Air Irigasi
Beban Penyusutan Bangunan Air pasang Surut
Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa
Beban Penyusutan Ba::gunan pengaman Sungai dan
Penalggulangal Berrcana Alam
Beban Penyusutan Bangunan pengembang Sumber Air
dan Air Tanah
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku
Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor
Beban Penyusutan Bangunan Air
Beban Penyusutan Instalasi Air Minum"/Arr Bersih
Beban PenSrusutan Instalasi Air Kotor
Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah
Beban Penyusutan Instalasi Pengelahan Bahan
Bangunan
Beban Pen5rusutan Instalasi Pembangkit Listrik
Beban PenSrusutan Instalasi Gardu Listrik
Beban Penyusutan Instalasi- Instalasi pertahanan
Beban Penyusutan Instalasi Gas
Beban Penyusuta.n Instalasi Pengaman
Beban Pen;rusutan Jaringan Air Minum
Beban Penyusutan Jaringan Listrik
Beban Penyusutan Jaringan ?elepon
Beban Penyusuta.n Jaringan Gas
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Beban Penyusutan Aset Tetap Renovasi
Dst.
Beban Penlrusutan Aset l,ainnya
Beban Penyusutan Barang Rusak Berat
Dst"
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Beban Amortisasi Goodwill
Beban Amortisasi Lisensi dan Frenchise
Beban Amortisasi Hak Cipta
Beban Amortirasi Paten
Beban Amarti*asi Aset Tidak Berwujud lainnya

Beban Penyisihan Fiutang
Beban Penyisihan Piutang
Beban Penyisihan Piutang Pajak
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9. 1 .8.01 .02

9.1.8.01 .03

1 .8.01 .04
1 .8.01 .05
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1.8.A1.a7
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1

1
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1

1

Beban Penyisihan piutang Retribusi

feban Penyisihan piutang Hasil pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
Beban Penyisihan piutang Lain-lain pAD yang Sah
Beban Penyisihan piutang Transfer pemerintah pusat
Beban Penyisihan piutang Transfer pemerintah pusat
- Lainnya
Beban Penyisihan piutang Transfer pemerintah
Daerah - Laianya
Beban Penyieihan piutang Bantuan Keuangan
Beban Penyisihan piutang Hibah
Beban Penyisihan piutang pendapatan Lainnya
Dst".......
Beban Penyisihan piutang Lainnya
Beban Penyisihan BaSl Lancar Tagihal Jangka
Panjang
Beban Pen Penyisihan Ba$ Lancar Tagihan pinjaman
Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
Beban Penyisihan Bagr Laacar Tagihan penjualan
Angsuran
Beban Penyisihan Bagr Lancar Tagihan ?untutan
Ganti Rugr
Beban Penyisihan Uang Muka
Beban Penyisihan piutang Lainnya
Beban Penyisihan Denda piutaag Lainnya

Beban Lain-lain
Beban Penurunan Nilai Investasi
Bebal Penurunan Nilai Investasi
Beban Penyisihan Dana Bergulir
Beban Penyisihan Dana Bergulir
Beban Lain-lain
Beban lain-lain
Beban Ekstrakomtabel

BEBAN TRANSFER
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
Beban Transfer Bagr Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintahan Kabupaten / Kota
Beban Transfer BaSl Hasil Pajak Daerah Pemerintahan
Kabupaten/Kota
Bebal Transfer Bagr Hasil Pajak Daerah
Pemerintahan Propinsi
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintahan
Desa

Beban Traasfer Ba# Hasil Pendapatan Lainnya
Beban Tran*fer Bagr Hasil trendapatan Lainnya Kepada
Pemerintahan Kabupa-ten I Kotal Desa
Betran Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada
Pemerintahan Kabupatenl Kotal Desa
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9.2.1
9.2.3

9.2.3
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9.2.3.02.02
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*st.
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah
Daerah Lainnya
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke propinsi
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi
Dst.
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke
Kabupaten/IKota
Beban Transfer Bantuan Keuaagan ke
Kabupaten/Kota,
Dst
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Beban Tranefer Bantuan Keuangan ke Desa
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Beban ?ransfer Bantuan Keuangan Lainnya
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
Beban ?ransfer Bantuan Keuangan Lainnya
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus
Beban Transfer Dana Otsus Kbupaten /Kota
Beban Transfer Dana Otsus Kbupaten /Kata

DEFISIT NON OPERASIONAL
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO
De{isit Penjualan Aset Non Lanc ar - LO
Defisit Penjualan Aset Tanah - LO
Delisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO
Delisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO
Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap L,ainnya
-LO
Defisit Pelepasan Invests"si Jangka Panjang - LO
Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO
Dst..
De{isit Penyelesaian Kewajiban Jangka panjang - LO
Defisit Penyelesaian Kew4jiban Jangka panjang - LO
Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor
Perbankan - LO
Def,sit Penyelesaia.n Utang Dari Lembaga Keuangan
Bukan Bank - LO
Defisit Peayelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi-
LO
Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO
De{isit Penyelesaian Utang Pemerintah propinsi * LO
Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah
KabupatenlKota- LO
Defisit Penyelesaian Premium {Di*k*nto} Obligasi- LO
Dst......
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
Defisit Penghapusan Aset Lainnya - LO
Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO
Delisit Kegiatan Non Operasional Lainnya- LO

9.3
9.3.1
9.3.1
9.3.1
9.3.1
9.3"i
9.3.1

9.3.1
9.3.1
9.3.1
9.3.2
9.3 "2
o?n

9.3.2
9,3.2
9.3.2

o?c/.4.L

9.3.2
9.3.3
9.3.3
9.3.3
9.3.3
9.3,3
9.3.3

.01

.01

.01

.01

.01

01
02
03
04 Dst.



9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4

1

1

1

1

1

.01

.01.01

.oL.02

.01 .03

BEBAN LUAR BIASA
Beban Luar Biasa
Beban Luar Biasa
Beban Tak Terduga
Beban Bencana Alam
Beban Luar Biasa La.innva

o

SEBAYANG
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